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Kata Pengantar

Tujuan utama Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja
Madrasah (RKM) ini adalah untuk mempermudah para pemangku kepentingan ketika
menyusun rencana empat tahunan dan rencana tahunan sekolah dasar (SD) dan madrasah
ibtidaiyah (Ml). Pedoman ini juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan ruang
kepada semua pihak untuk bersuara. Ini sesuai dengan konteks desentralisasi pendidikan
yang mengharapkan adanya partisipasi dan keterbukaan. Seperti Edisi 2007 yang lalu,
Pedoman ini telah dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan berbagai kebijakan
desentralisasi pendidikan dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (multi-
stakeholders).

Pengguna utama Pedoman Penyusunan RKS/M adalah para pemangku kepentingan di 841
SD dan 235 M, negeri dan swasta pada 50 kabupaten dan kota di Propinsi Aceh, Sumatera
Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
yang sejak 2005 bekerja sama dengan USAID/Decentralized Basic Education 1 (DBE1).
Pengalaman dan masukan dari lapangan begitu kaya dan telah digunakan dalam
memperbaiki Pedoman ini. Salah satunya adalah agar RKS-Ramah Anak atau
mendengarkan suara anak sebagai pengguna utama layanan publik bidang pendidikan; dan
telah menjadi bagian dari Pedoman ini.

Sebagai salah satu hasil dari upaya DBE1 dalam mendiseminasi program di tingkat
sekolah/madrasah, Pedoman ini telah digunakan oleh sedikitnya 8,300 SD dan M
diseminasi yang tersebar di 40 kabupaten/kota mitra dan 10 kabupaten/kota non-mitra
DBE1 (per Desember 2009). Adapun kegiatan diseminasi ini dibiayai oleh APBD
kabupaten/kota, dana mandiri dari sekolah/madrasah yang turut serta dilatih, dan sumber
pendanaan lainnya.

Sebagai wujud kerjasama teknis antara Pemerintah Rl dengan Amerika Serikat, kami
berharap agar bersama para pemangku kepentingan khususnya di tingkat sekolah dan
madrasah, DBE dapat memberikan kontribusi konkrit pada peningkatan mutu pendidikan
dasar diIndonesia.

Jakarta, Maret 2010

Prof. Fuad Abdul Hamied, Ph.D.
Deputi Pendidikan dan Aparatur Negara,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
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Kata Pengantar

Pertama-tama kami ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Kami menyambut baik upaya USAID melalui
program DBE1: Management dan Governance yang telah menerbitkan buku panduan
dan/atau modulini.

Pemerintah telah berupaya untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di
semua sekolah/madrasah di Indonesia. Bahkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Pendidikan Nasional 2004-2009, MBS telah menjadi kebijakan nasional dan
salah satu target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2009. Kami meyakini bahwa dalam era
desentralisasi ini, MBS adalah strategi yang baik untuk menjamin mutu pendidikan di
Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah/madrasah dalam menerapkan MBS,
khususnya management dan governance di bidang pendidikan, pemerintah telah
melakukan berbagai upaya, termasuk bekerjasama dengan berbagai pihak yang membantu
dalam mengembangkan program yang sesuai; termasuk dalam hal ini adalah USAID melalui
program DBE, khususnya DBE1.

Materi ini telah diuji coba dan mendapatkan masukan dari 1.076 SD/MI negeri dan swasta di
50 kabupaten/kota mitra DBE1. Atas dasar hasil pengalaman di sekolah/madrasah tersebut,
kami menghimbau aparat pendidikan di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan
sekolah/madrasah untuk memanfaatkan materi-materi DBE1 dalam usaha mencapai mutu
pendidikan dasar yang lebih baik di daerah masing-masing.

Jakarta, Oktober 2009
An. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Direktur Direktorat Pendidikan pada Madrasah

Drs. H. Firdaus Basyuni, M.Pd.
NIP. 19500911.1967121.001

1

Kabupaten/kota dampingan DBE1 tersebar di propinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
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Pendahuluan

Modul Penguatan Komite Sekolah/Madrasah? dirancang untuk meningkatkan kapasitas
Komite Sekolah dalam mengemban peran dan fungsinya, sesuai dengan yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan.

Komite sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Managemen Berbasis Sekolah
(MBS). Dalam MBS, sekolah mempunyai wewenang untuk mengelola dirinya sendiri.
Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
Artinya dalam pengelolaan sekolah, Dewan Pendidik, khususnya kepala sekolah bekerja sama
dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh
masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah KOMITE
SEKOLAH. Dasar hukum pembentukan komite sekolah adalah Kepmendiknas Nomor
044/U/2002. Sejak Kepmendiknas tersebut diundangkan, sudah banyak komite sekolah yang
didirikan.

Berbeda dengan badan-badan dan organisasi-organisasi sejenis sebelumnya, komite sekolah
mempunyai kemandirian yang lebih tinggi. Kita mengenal POM (Persatuan Orang Tua
Murid), BPOM (Badan Persatuan Orang Tua Murid), BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara
Pendidikan) sebagai badan-badan yang membantu sekolah dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah, khususnya di bidang pendanaan. Ketiga badan tersebut bersifat
membantu sekolah. Dalam arti badan ini ,baru bergerak” apabila sekolah membutuhkan.
Komite sekolah berbeda dari ketiga badan yang mendahuluinya tersebut. Seperti dijelaskan
dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, peran komite sekolah tak sekadar membantu
sekolah dalam penggalangan dana. Komite sekolah mempunyai peran yang jauh lebih luas,
yaitu (1) penasehat; (2) pendukung; (3) pengontrol; dan (4) mediator. Untuk menjalankan
peran yang demikian besar, komite sekolah dibuat mandiri. Komite sekolah mandiri artinya
tidak di bawah koordinasi kepala sekolah, tetapi bermitra dengan kepala sekolah dalam
memajukan sekolahnya.

Meski sudah diundangkan cukup lama, dan banyak sekolah sudah membentuk komite
sekolah, namun secara nasional gaung komite sekolah belum nyaring. Seperti diakui oleh
Depdiknas (Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah, 2004), banyak komite
sekolah yang belum mampu mengemban peran dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan
perundangan yang ada. Hal ini disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor penting yang
menjadi penyebab kurang berperannya komite sekolah di antaranya adalah sangat terbatasnya
sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur komite sekolah. Faktor lain
adalah pelatihan-pelatihan bagi komite sekolah masih sangat kurang.

Modul ini telah dipakai untuk melatih komite sekolah di tujuh provinsi, 50 kabupaten, 1.076
sekolah secara intensif. Modul ini juga telah dipakai untuk melatih komite sekolah oleh
beberapa Dewan Pendidikan, Dinas Kabupaten/Kota maupun sekolah dengan dana sendiri.

2 Modul ini dikembangkan oleh Proyek DBE dengan dukungan dari USAID, berdasarkan Acuan Operasional dan
Indikator Kinerja Komite Sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004.
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Tujuan Modul

Modul ini disusun bagi fasilitator dan para praktisi pendidikan dalam rangka penguatan
komite sekolah. Mengingat beragamnya kondisi komite sekolah, maka modul ini dirancang
untuk dapat digunakan secara luwes. Fasilitator dapat memilih modul yang akan dilatihkan
sesuai dengan aspek-aspek kinerja komite sekolah yang perlu mendapatkan penguatan.

Modul ini dirancang dengan menggunakan alur logis sebagai berikut:

TAHAP 111
TAHAP I TAHAP 11 (PILIHAN)
Organisasi Komite Sekolah
Paham

e  Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga
e Proaram Keria Komite Sekolah

Peran dan Fungsi

e Tahu Kondisi Komite

Sekolah
® Mempunyai Rencana e Partisipasi, Transparansi, dan
Perbaikan Akuntabilitas

Menjaring Aspirasi Masyarakat
Kemitraan

Pendanaan Alternatif
Musrenbang Desa
Sumber-sumber Pendanaan
Sekolah

e  Pembukuan Sederhana
e  Mengidentifikasi Sumber-sumber
Belajar

_____________________________l
_____________________________l
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Dalam modul ini penguatan komite sekolah/madrasah dilakukan melalui tiga tahap, yakni:
Tahap 1, Pengenalan Peran dan Fungsi; Tahap 2, Pemahaman Kondisi Komite
Sekolah/Madrasah dan Rencana Peningkatannya; dan Tahap 3, Penguatan Peran dan Fungsi
Komite Sekolah/Madrasah. Pada tahap 3 ini komite sekolah/madrasah bisa menentukan
sendiri aspek-aspek yang ingin diperbaiki. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) aspek
keorganisasian; (2) aspek hubungan komite sekolah/madrasah dengan orang tua dan
masyarakat; dan (3) aspek peran komite sekolah/madrasah dalam menunjang program
sekolah/madrasah.

Modul Penguatan Komite Sekolah/Madrasah terbagi menjadi enam bagian, yaitu:

a. Pengenalan Peran dan Fungsi

b. Pemahaman Kondisi Komsek dan Rencana Perbaikan

c. Penguatan Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah

d. Penguatan Hubungan Komite Sekolah/Madrasah dengan Orang Tua dan Masyarakat

e. Peningkatan Peran Komite Sekolah/Madrasan dalam Menunjang Program
Sekolah/Madrasah

Modul ini dirancang untuk dilatihkan selama satu tahun, melalui beberapa pertemuan.
Masing-masing pertemuan dirancang 3-6 jam. Susunan modul adalah sebagai berikut:

Bagian I: Pengenalan Peran dan Fungsi

Bagian I1: Pemahaman Kondisi Komsek dan Rencana Peningkatan
1. Kepekaan Jender

2. Kepekaan terhadap Keragaman dan Kelompok-Kelompok Rentan
3. Pembentukan dan Keterwakilan

4, Mawas Diri

Bagian I11: Penguatan Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah
1. Organisasi Komite Sekolah/Madrasah dan AD/ART

2. Program Kerja Komite Sekolah/Madrasah

Bagian IV: Penguatan Hubungan Komite Sekolah/Madrasah dengan Orang Tua Murid
dan Masyarakat
1. Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Menjaring Aspirasi Masyarakat

Kemitraan

2
3
4. Mengidentifikasi Alternatif Pendanaan Sekolah/Madrasah
5. Musrenbang Desa/kelurahan

6

Sumber-sumber Pendanaan Sekolah
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Bagian V: Peningkatan Peran Komite Sekolah/Madrasah dalam Menunjang Program
Sekolah/Madrasah

1. Pembukuan Sederhana
2. ldentifikasi Sumber-Sumber Belajar

Masing-masing modul bisa dilatihkan secara terpisah atau bersama-sama, tergantung dari
kesiapan dan ketersediaan waktu dari komite sekolah/madrasah. Disarankan untuk memakai
modul ini bedasarkan hasil mawas diri. Melalui modul mawas diri, komite sekolah/madrasah
bisa mengetahui kondisinya, dan dengan demikian bisa menyusun rencana peningkatan
kemampuannya.

Modul-modul ini bisa dipakai secara mandiri oleh sekolah/madrasah. Namun dianjurkan
untuk dipakai dengan dampingan dari pelatih. Pelatih yang diharapkan adalah mereka yang
telah memahami peraturan perundangan, paham peran dan fungsi komite sekolah/madrasah
dan mempunyai keterampilan kepemanduan untuk bekerja bersama sekolah/madrasah
mengembangkan komite sekolah/madrasah.
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Persiapan Fasilitasi Pelatihan - Petunjuk
Praktis

Organisasi Pelatihan

Beberapa Minggu Sebelum Pelatihan

Jadwal pelatihan. Siapkan jadwal pelatihan dengan benar-benar mempertimbangkan waktu
untuk setiap sesi dan waktu-waktu yang sulit (menjelang makan siang dan setelah makan
siang). Jika perlu, masukkan dalam jadwal kegiatan-kegiatan penyegaran.

Tempat/lokasi/ruang pelatihan, usahakan mencari tempat pelatihan atau sekolah/madrasah
yang strategis lokasinya bagi sekolah/madrasah lainnya. Artinya tidak terlalu susah untuk
dicari. Tulislah di dalam undangan alamat lengkap dan bila perlu denahnya agar para
undangan tidak telat datang ke pelatihan karena tersesat mencari lokasi pelatihan! Atau bisa
jadi sudah di tempat pelatihan tapi tidak mengetahui ruang pelaksanaan pelatihan. Dalam hal
ini, penting juga di lokasi pelatihan ada pengumuman di mana ruang pelatihan berlangsung,
tanda-tanda panah petunjuk penting untuk ditempelkan pada tempat-tempat strategis,
sehingga para undangan dapat melihat dan menjadi penunjuk arah ruang pelatihan. Jadi
upayakanlah selengkap-lengkapnya dalam menuliskan alamat dan tempat pelatihan.

Undangan untuk peserta. Undanglah peserta dengan jarak waktu yang longgar, tidak
mendadak atau mepet. Tulislah dengan jelas, pengantar atau latar belakang acara, nama/judul
acara pelatihan, waktu pelaksanaan, tempat pelatihan dan siapa yang mengundang.

Konsumsi. Sesuaikan dengan anggaran dan lamanya acara. Bila waktu pelatihan 6-8 jam,
berarti mesti ada makan siang dan dua kali rehat dengan makanan kecil, teh dan kopi.

Kepanitiaan. Bentuk dan bagilah kerja di antara panitia, siapa yang bertugas mengurus
konsumsi, membantu perlengkapan, menolong menggandakan materi pelatihan dan
sebagainya.

Pertemuan antar-fasilitator. Jika pelatihan dilakukan oleh lebih dari satu fasilitator,
lakukanlah pertemuan antar-fasilitator untuk membicarakan skenario proses fasilitasi dan
pembagian tugas antar-fasilitator.

Berkaitan dengan Modul

Dua Hari Atau Sehari Sebelum Pelatihan, Sebaiknya:

1. Bacalah dengan cermat modul yang akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai
fasilitator. Buatlah catatan pribadi, atau mungkin Anda harus mengingat-ingat
langkah dan prosesnya.
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2.

Perhatikanlah bahan-bahan bacaan atau tugas yang mesti digandakan untuk
dibagikan kepada para peserta. Siapkanlah atau gandakan untuk sejumlah
peserta dan panitia.

Sebaiknya, datanglah ke tempat pelatihan untuk melakukan cek ulang persiapan
kelengkapan dan penataan ruangan.

Sehari sebelum atau sebelum memulai sesi, persiapkanlah dengan menulis di papan
tulis atau plano dengan huruf yang tebal, jelas dan dapat terbaca tentang NAMA
SESI dan TUJUAN SESI. Ini penting untuk mengantar peserta masuk atau memulai
sesi yang baru. Selain itu, berdasarkan modul, persiapkan poster plano yang harus
ditulis karena harus dipresentasikan.

Penataan Ruangan

1.

2.

Sebaiknya ruangan cukup luas untuk menampung 30 orang.

Tatalah kursi melingkar atau setengah lingkaran atau berbentuk U. Atau bisa juga
duduk di lantai dengan menggelar tikar. Namun tetaplah sediakan beberapa kursi
untuk mereka yang tidak kuat duduk di lantai karena alasan kesehatan dan bentuk
tubuh atau situasi khusus seperti sedang hamil atau orang dengan kemampuan
berbeda.

Ruang sebaiknya ditata agar bisa mengakomodasikan 3-4 kelompok atau lebih.

Hindari penataan ruangan seperti model klasik guru-murid.

Alat dan Bahan

Yang tertulis di sini adalah alat dan bahan yang standar dalam setiap pelatihan. Alat dan
bahan yang khusus, bisa diperhatikan dalam setiap modul.

Kertas plano, flip chart, dan kuda-kuda penyangga untuk memasang plano
Spidol ukuran besar dan sedang
OHP/LCD/papan tulis & kapur

Lakban kertas berukuran 4 cm (yang besar sehingga bisa untuk menuliskan nama dan
berfungsi sebagai name tag)

Metaplan warna warni berukuran 10x20 cm

Pelaksanaan
1. Berkonsentrasilah pada pelatihan yang sedang Anda fasilitasi, sebaiknya telepon

seluler dimatikan saja dan tidak ber-sms atau berbicara di telepon ketika sedang
memfasilitasi.

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah



2. Bersikaplah proaktif sebagai fasilitator, berimbang dalam gerakan, artinya tidak
kebanyakan duduk, tapi berdiri dan mendekati peserta.

3. Mulailah dengan menjelaskan mengapa sesi ini penting dan hubungan sesi dengan
keseluruhan tujuan pelatihan.

4. Tulislah hal-hal penting di plano atau di metaplan ketika peserta sedang diskusi untuk
menangkap pokok-pokok penting dari peserta.

5. Ketika menulis, menulislah dengan HURUF KAPITAL, BESAR DAN DAPAT
DIBACA.

6. Tataplah peserta, tapi tetaplah sopan, karena ada kebudayaan tertentu yang sensitif
terhadap tatapan mata, apalagi yang berbeda jenis kelamin.

7. Cermati peserta yang banyak bicara, sedang-sedang dan pendiam. Usahakan agar
semuanya turut aktif berpartisipasi.

8. Bila peserta mengantuk, atau situasi sudah tidak kondusif seperti misalnya mengobrol
sendiri-sendiri, ajaklah untuk melakukan penyegaran.

9. Jika diperlukan buatlah penyimpulan atau penekanan tentang esensi yang dicakup
dalam sesi yang Anda bawakan.

10. Ketika menutup sesi, berterima kasihlah pada para peserta atas kerja samanya dan
mintalah maaf bila ada yang salah dalam perkataan atau perilaku Anda ketika
memfasilitasi.

Selamat Memfasilitasi!
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Bagian I: Pengenalan
Peran dan Fungsi
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Kegiatan 1: Pemetaan Landasan Hukum
Pendidikan

Pengantar

Peraturan — peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya tentang Komite
Sekolah/Madrasah telah banyak diundangkan. Peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan
untuk mengatur penerapannya di lapangan. Namun sayangnya banyak pihak yang
berkecimpung di bidang pendidikan, masih banyak yang tidak paham peraturan-peraturan
perundang-undangan tersebut. Bahkan banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan
perundangan yang menjadi landasan hukum keberadaan komite sekolah/madrasah.

Keadaan yang demikian membuat perkembangan komite sekolah/madrasah menjadi tidak
selaras dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang ada. Akibatnya komite
sekolah/madrasah tidak dapat mengemban peran dan fungsi seperti yang diharapkan. Oleh
sebab itu memaparkan landasan-landasan hukum yang berhubungan dengan keberadaan dan
peranserta fungsi komite sekolah/madrasah sangat penting.

Tujuan

Setelah sesi berakhir, teridentifikasinya pemahaman peserta terhadap landasan hukum peran
dan fungsinya.

Metode
Mengisi checklist dan diskusi

Waktu
45 menit

Peserta

Peserta dalam modul ini adalah kepala sekolah/madrasah, guru dan anggota komite
sekolah/madrasah

Bahan & Alat

Matriks checklist sesuai dengan kondisi masing-masing (misalnya ditulis di papan tulis atau
karton), alat tulis, plano, spidol, lakban kertas, papan tulis.
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Langkah-langkah:

1. Fasilitator menempelkan 5 (lima) tulisan/lambang (Tidak tahu,

Mendengar,

Membaca, Memahami, Melakukan) di 5 (lima) tempat yang agak berjauhan;

2. Fasilitator menyiapkan matriks checklist (dibuat di kertas plano/papan tulis);

3. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan sesi; Salah satu fasilitator menjaga poster
untuk mengisi matriks checklist;

4. Fasilitator membacakan satu per satu tentang keenam produk perundangan yang
tertera dalam matriks, kemudian meminta peserta untuk menuju ke sudut-sudut yang
telah disiapkan dan sudah ada tulisan atau lambang: Tidak tahu, Mendengar,
Membaca, Memahami, dan Melakukan;

5. Fasilitator bersama-sama dengan peserta menjumlahkan hasil pengisian checklist dan
mendiskusikan serta mengkaji hasil checklist;

6. Fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil diskusi dan kajian.

Matriks checklist:

Pemetaan pemahaman peserta tentang UU/PP/Permen/Kepmen yang berhubungan dengan

pendidikan sbb:

UU/PP/Kepmen

Tidak
tahu

Mendengar

Membaca

Memahami

Melakukan

UU No. 20 tahun 2003
tentang Sistim
Pendidikan Nasional

PP No. 19/2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan

Permendiknas No
19/2007 tentang
Standar Pengelolaan
Pendidikan

Kepmen No. 044/2002
tentang Komite
Sekolah/Madrasah dan
Dewan Pendidikan

Kepmendiknas No.
162/U/2003 tentang
Kepala Sekolah

Permendiknas
N0.13/2007 tentang
Standar Kepala
Sekolah/Madrasah

Undang-Undang No. 14
/2005 tentang Guru dan
Dosen

UUPA No. 23/2003
tentang Perlindungan
Anak

Jumlah
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Kegiatan 2: Penjelasan Peran dan Fungsi
Komite Sekolah/Madrasah

Pengantar

Berbeda dengan badan-badan sejenis sebelumnya, Komite Sekolah/Madrasah mempunyai
peran yang lebih luas. Peran Komite Sekolah/Madrasah bukan hanya sekadar pendukung
sekolah/madrasah saja. Komite Sekolah/Madrasah, sesuai dengan Kepmendiknas Nomor
044/U/2002, mempunyai empat peran, yakni:

Peran sebagai pemberi pertimbangan;

Peran sebagai pendukung;

w npoe

Peran sebagai pengontrol; dan
4. Peran sebagai mediator

Banyak Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah yang belum paham bahwa peran
komite sekolah/madrasah jauh lebih luas dari, misalnya, BP3. Sehingga dalam perannya
sehari-hari, Komite Sekolah/Madrasah tak beda dengan BP3.

Supaya komite sekolah/madrasah bisa berperan seperti yang diamanatkan oleh peraturan
perundangan, maka Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah harus paham peran dan
fungsi Komite Sekolah/Madrasah.

Tujuan

Pada akhir sesi ini, peserta (Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah) memahami
peran dan fungsinya masing-masing dengan mengacu pada berbagai peraturan yang ada.

Metode
Diskusi dan Pemaparan

Waktu
60 menit

Peserta

Peserta dalam modul ini adalah kepala sekolah/madrasah, guru dan anggota komite
sekolah/madrasah
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Bahan dan Alat

(1) PowerPoint ”Peran dan Fungsi Komite Sekolah/Madrasah” atau (2) poster plano tentang
peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasah

Langkah-langkah fasilitasi:

1.

Fasilitator menanyakan apa itu komite sekolah/madrasah, mengapa harus ada komite
sekolah/madrasah;

Fasilitator menanyakan beda antara Komite Sekolah/Madrasah dengan BP3;
Fasilitator menanyakan peran Komite Sekolah/Madrasah;

Fasilitator menjelaskan peran Komite Sekolah/Madrasah menurut Payung Hukum
Pendidikan dengan Poster Komite Sekolah/Madrasah yang telah disiapkan (dengan
Power Point atau poster plano);

Peserta memberi tanggapan terhadap penjelasan-penjelasan yang diberikan melalui
PowerPoint (poster plano) dan menghubungkan dengan kondisi nyata di
sekolah/madrasah;

Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan kembali peran dan fungsi Dewan
Pendidik (Kepala Sekolah/Madrasah & Guru) dan Komite Sekolah/Madrasah.
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Lampiran:

Poster Plano (PowerPoint) Peran dan Fungsi Komite Sekolah/Madrasah

Empat

Peran Komite Sekolah:

Memberi Pertimbangan
Memberi Dukungan
Mengontrol

Menjadi Penghubung

Peran:

Memberi Pertimbangan

Perencanaan Sekolah (RKS/M, RKT, dan RKAS/M)
Pelaksanaan Program Sekolah
Pengelolaan Sumberdaya Pendidikan

Peran:

Memberi Dukungan

Pengelolaan Sumberdaya
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Anggaran

Peran:

Mengontrol

Mengontrol Perencanan Pendidikan di Sekolah
Memantau Pelaksanaan Program Sekolah (RKS/M, RKT, dan RKAS/M)
Memantau output (keluaran) Pendidikan

Peran:

Penghubung

Menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, dinas-dinas dan dunia usaha
dalam hal:

Perencanaan
Pelaksanaan Program
Pengelolaan Sumberdaya

Penguatan
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Kegiatan 3: Perumusan Peran dan
Fungsi Komite Sekolah/Madrasah

Pengantar

Setelah memahami peran dan fungsi komite sekolah/madrasah, Dewan Pendidik dan Komite
Sekolah/Madrasah  harus  menerjemahkannya pada  bentuk-bentuk  praktis  di
sekolah/madrasahnya. Sebab tanpa menerjemahkan peran dan fungsi dalam bentuk praktis
yang bisa dikerjakan di sekolah/madrasah, maka pengetahuan tersebut hanya akan tinggal
sebagai pengetahuan.

Tujuan

Pada akhir sesi teridentifikasi kegiatan-kegiatan di tingkat sekolah/madrasah untuk masing-
masing fungsi

Metode
Diskusi kelompok dan Pemaparan

Waktu
90 menit

Peserta

Peserta dalam modul ini adalah kepala sekolah/madrasah, guru dan anggota komite
sekolah/madrasah

Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol besar dan sedang, PowerPoint “Peran dan Fungsi Komite
Sekolah/Madrasah”, poster Komite Sekolah/Madrasah (Berat Sama Dipikul, Ringan sama

Langkah-langkah fasilitasi:

1. Fasilitator menempelkan poster Komite Sekolah/Madrasah di papan tulis/plano,
sehingga seluruh peserta dapat melihat dengan jelas
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2. Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi;

3. Fasilitator menjelaskan peran Komite Sekolah/Madrasah menurut Payung Hukum
Pendidikan dengan Poster Komite Sekolah/Madrasah yang telah disiapkan.

4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 (empat) kelompok (berhitung 1,2,3,4
kemudian nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, 2 dengan 2, dan seterusnya.)

5. Fasilitator meminta kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan fungsi-
fungsi dari setiap peran Komite Sekolah/Madrasah (satu kelompok satu peran);

6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok menuliskan hasil kerjanya pada kertas
plano;

7. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil kerja
kelompoknya;

8. Fasilitator memberikan kesempatan (waktu) kepada peserta untuk bertanya.

9. Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan kembali peran dan fungsi Dewan
Pendidik (kepala sekolah/madrasah dan guru) dan Komite Sekolah/Madrasah dengan
mengambil dari hasil pemaparan.

Peran: (diisi sesuai peran: pemberi pertimbangan; pendukung; pengontrol; penghubung)

Peran Kegiatan di Sekolah/Madrasah
Sebutkan perannya Sebutkan kegiatan yang bisa dilakukan di
sekolah/madrasah untuk menjalankan peran
tersebut
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Kegiatan 4. Pola Hubungan Antara
Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan
Pendidik

Pengantar

Perumusan pola hubungan antara Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah sesuai
dengan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah yang diamanatkan peraturan perundangan
sangatlah penting. Perumusan pola hubungan ini akan membantu saling pengertian di antara
dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah sehingga mereka bisa bekerja sama untuk
memajukan sekolah/madrasahnya.

Tujuan
Di akhir sesi peserta akan:

1. Paham struktur hubungan masing-masing;
2. Mengetahui pola hubungan yang sudah ada saat ini;

3. Mempunyai rencana jelas untuk memperbaiki pola hubungan ke depan.

Peserta

Peserta dalam modul ini adalah kepala sekolah/madrasah, guru dan anggota komite
sekolah/madrasah

Bahan dan Alat
Daftar pertanyaan pola hubungan ukuran plano, spidol, kertas plano, lakban

Waktu
120 Menit

Langkah-langkah:

1. Fasilitator menjelaskan pentingnya mengevaluasi pola hubungan dan membuat
perbaikan pola hubungan. (lihat lampiran);
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Fasilitator mengelompokkan peserta sesuai dengan posisinya (Dewan Pendidik dan
Komite Sekolah/Madrasah);

Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan pola hubungan dalam kelompoknya.
(30 menit);

Setelah masing-masing kelompok selesai tersebut, fasilitator meminta peserta untuk
mendiskusikan secara berpasangan antara Komite Sekolah/Madrasah dengan Dewan
Pendidik; dengan cara sebagai berikut:

a. Pertanyaan 1 dewan pendidik dipasangkan dengan pertanyaan 1 komite
sekolah/madrasah

b. Pertanyaan 2 dewan pendidik dipasangkan dengan pertanyaan 3 komite
sekolah/madrasah

c. Pertanyaan 3 dewan pendidik dipasangkan dengan pertanyaan 2 komite
sekolah/madrasah

d. Pertanyaan 4 dewan pendidik dipasangkan dengan pertanyaan 4 komite
sekolah/madrasah

Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan langkah-langkah ke depan apa yang
harus diperbaiki sehingga hubungan mereka menjadi lebih erat (30 menit);

Fasilitator meminta peserta untuk memajangkan hasil diskusi kelompok rencana
perbaikan yang direncanakan dan meminta peserta lainnya untuk mengomentari (10
menit);

Fasilitator menutup sesi dengan menekankan pada pentingnya mengetahui pola
hubungan (5 menit).

Daftar Pertanyaan 1 (untuk Dewan Pendidik):
Pola hubungan Dewan Pendidik dengan Komite Sekolah/Madrasah

1.
2.

Apa alasan Dewan Pendidik berhubungan dengan Komite Sekolah/Madrasah?

Informasi apa yang seharusnya Dewan Pendidik dapatkan dari Komite
Sekolah/Madrasah?

Informasi apa yang seharusnya Dewan Pendidik berikan kepada Komite
Sekolah/Madrasah?

Cara apa yang dipakai dalam berhubungan dengan Komite Sekolah/Madrasah?
(misalnya: surat, rapat, laporan, dan sebagainya.)

Daftar Pertanyaan 2 (untuk Komite Sekolah/Madrasah):
Pola hubungan Dewan Pendidik dengan Komite Sekolah/Madrasah

1.
2.

Apa alasan Komite Sekolah/Madrasah berhubungan dengan Dewan Pendidik?

Informasi apa yang seharusnya Komite Sekolah/Madrasah dapatkan dari Dewan
Pendidik?
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3. Informasi apa yang seharusnya Komite Sekolah/Madrasah berikan kepada Dewan
Pendidik?

4. Cara apa yang dipakai dalam berhubungan dengan Dewan Pendidik? (misalnya: surat,
rapat, laporan, dan sebagainya.)

Daftar Pertanyaan 3 (untuk Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan
Pendidik, setelah diskusi):
Bagaimana rencana ke depan agar pola hubungan Dewan Pendidik dan Komite
Sekolah/Madrasah bisa lebih erat?
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Lampiran:

Bahan bacaan untuk Fasilitator:

Suatu institusi selalu berhubungan dengan institusi-institusi atau dengan pihak-
pihak lain. Misalnya, Kepala Sekolah berhubungan dengan Guru dan Komite
Sekolah. Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah dan Guru, dan sebagainya.
Pola hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu: status pihak-
pihak yang berhubungan, alasan berhubungan, cara yang dipakai dalam
berhubungan, informasi yang diharapkan, dan informasi yang diberikan. Status
pihak-pihak yang berhubungan sangat penting untuk diketahui kedua belah
pihak. Dengan pemahaman status tersebut, maka mereka bisa mengerti
struktur hubungan mereka. Struktur hubungan misalnya atasan-bawahan,
rekan kerja setara, antardepartemen, dan sebagainya. Pemahaman posisi
masing-masing dalam berhubungan akan membantu kelancaran hubungan
tersebut.

Banyak Kepala Sekolah, Anggota Komite Sekolah dan Guru yang tidak saling
paham struktur hubungan di antara mereka, alasan mereka saling
berhubungan dan informasi apa yang diharapkan didapat dari pihak lain atau
dibutuhkan oleh pihak lain.

Seringkali dalam berhubungan, kita tidak mendapatkan informasi seperti yang
kita harapkan. Demikian juga sering terjadi kita memberikan informasi yang
tidak dibutuhkan oleh pihak yang kita rasa sangat memerlukan informasi yang
kita berikan. Mengevaluasi pola hubungan yang ada saat ini secara terbuka
dan berpasangan akan membantu memperbaiki pola hubungan ke depan.
Dengan demikian akan didapatkan pola hubungan yang lebih baik dan
menghasilkan sesuatu yang lebih baik pula.

Dalam pelatihan ini hanya akan difokuskan hubungan antara Komite Sekolah
dengan Dewan Pendidik (Kepala Sekolah dan Guru)
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Bagian Il: Pemahaman
Kondisi Komsek dan
Rencana Peningkatan
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1. Kepekaan Jencker
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Pengantar

Mengapa kita perlu membahas persoalan gender dalam rangka memperkuat peran komite
sekolah/madrasah?

Pemahaman terhadap gender akan membantu komite sekolah berperan secara lebih baik.
Persoalan gender sangat erat berhubungan dengan Komite Sekolah/Madrasah. Baik itu yang
berhubungan dengan internal komite, seperti representasi atau stereotype (pelabelan)
penugasan (laki-laki sebagai ketua komite, perempuan sebagai sekretaris dan bendahara); atau
dalam pelaksanaan peran komite itu sendiri, misalnya lobi dilakukan laki-laki, urusan
konsumsi rapat adalah urusan perempuan, pertemuan hanya mengundang orang tua laki-laki,
dalam diskusi hanya laki-laki yang berbicara, dan seterusnya. Jika persoalan-persoalan
tersebut bisa diatasi, karena komite sekolah dan kepala sekolah paham gender, maka komite
sekolah akan bisa berperan lebih maksimal.

Istilah gender sering diasosiasikan dengan perempuan (jenis kelamin) atau segala hal yang
menjadi urusan perempuan. Sering juga dipahami sebagai stereotype pandangan baku laki-
laki-perempuan dalam kaitan dengan peran dan pembagian kerja antara laki- laki dan
perempuan. Sering juga diasosiasikan dengan masalah-masalah yang erat berkaitan dengan
perempuan seperti kesehatan reproduksi, pendidikan/pengasuhan anak dan seterusnya.
Gender juga sering berkonotasi negatif, yaitu diartikan sebagai perempuan yang ingin
melawan laki-laki, ingin mendominasi/menguasai, anti-laki-laki. Gender merupakan
pembedaan yang bersifat kultural/berbeda di tiap tempat, pembedaan karena konstruksi sosial
dan dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, ekonomi dan budaya.

Pemahaman gender akan membantu partisipasi semua pihak dengan lebih baik. Gender bisa
menjadi masalah jika terdapat sikap yang diskriminatif yang menunjukkan perlakuan yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan berbeda ini akan berdampak pada
perbedaan akses, kesempatan, manfaat, partisipasi maupun kontrol antara perempuan dan
laki-laki, contoh: perempuan tidak mendapat pendidikan, perempuan tergantung secara
ekonomi pada laki-laki, dan seterusnya. Jika komite sekolah dan kepala sekolah paham
gender, maka hal-hal di atas bisa diminimalkan, atau bahkan dihilangkan.

Gender juga bisa menjadi kekuatan utama dalam melindungi anak. Anak sebagai pribadi dan
peserta didik khususnya di kelas awal. Ada yang mengatakan bahwa “lelaki dan perempuan
adalah soal takdir; sementara perempuan dan pria adalah soal pilihan”. Tampaknya paruh
kedua peribahasa ini amat relevan dengan peran dan fungsi komite sekolah/madrasah
terutama peran perempuan. Perempuan yang lebih “dekat” dan mengerti kebutuhan anak
(sandang, pangan, bermain, beristirahat, pekerjaan rumah, dan lain-lain) sepanjang siklus
rumah—sekolah/madrasah—rumah/masyarakat, pasti membuat sang anak lebih siap sebagai
pembelajar. Pada gilirannya akan mendorong meningkatnya mutu pembelajaran.

Tujuan

Memahami pengertian gender sehingga menumbuhkan kepekaan gender pada komite
sekolah/madrasah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung
sekolah/madrasah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
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Waktu
120 menit (2 jam).

Peserta
Peserta pada sesi ini adalah Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Penataan Ruang

Ruangan sebaiknya ditata dengan duduk model lingkaran atau setengah lingkaran, bisa juga
duduk di tikar. Hindari penataan seperti ruang kelas kuno dengan guru mengajar searah dan
murid hanya mendengarkan.

Alat dan Bahan
1. Tikar (bila duduk melantai di bawah),

2. Spidol/kapur tulis, kertas plano,

3. Papan tulis/flip chart,

4. Spidol marker yang besar dengan warna biru, hitam,
5. Meta plan warna warni ukuran 10x20cm,

6. Selotip kertas,

7. Bahan bacaan untuk peserta (gandakan sebanyak peserta yang hadir).

Metode
1. Diskusi kelompok

2. Bermain kuis

3. Mengisi list

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 31



Kegiatan 1. Pemahaman Gender

Langkah-langkah:

1. Tanyakan pada peserta apa yang ada dalam pikirannya ketika mendengar istilah
gender? Tuliskan jawaban-jawaban peserta di kertas plano dengan menggunakan
spidol (5 menit).

2. Mintalah peserta untuk membuat daftar dalam kertas kosong fungsi dan peran yang
mereka lakukan di rumah (10 menit).

3. Mintalah satu persatu peserta untuk membacakan apa yang telah mereka tulis untuk
didengar oleh peserta lainnya (15 menit).

4. Fasilitator menuliskan jawaban tersebut pada dua kertas plano. Satu plano untuk
LAKI-LAKI dan satu plano untuk PEREMPUAN.

LAKI-LAKI PEREMPUAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN
menanam, dsbnya memasak, dsbnya

5. Diskusikan dan buatlah curah pendapat, alasan-alasan perbedaan dalam peran yang
dipraktekkan oleh perempuan dan laki-laki (15 menit).

6. Fasiltitor menerangkan tentang konsep gender dan bedanya dengan jenis kelamin
(lihat lampiran 1) (30 menit)

7. Mintalah peserta untuk berbaris dalam dua barisan. Jelaskan aturan mainnya. Barisan
sebelah kiri adalah mereka yang memilih gender dan yang kanan adalah yang
memilih jenis kelamin dengan pernyataan yang anda bacakan. Mulailah permainan
(15 menit).
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Bergeraklah ke sebelah KIRI bagi yang memilih JENDER dan
bergeraklah ke KANAN bagi yang memilih JENIS KELAMIN?

1.
2.
3.

10. Dalam bencana, perempuan dan anak-anak biasanya lebih rentan dari
11. Prestasi belajar anak-anak SD secara nasional, lebih baik anak

12."Ibunya masih sibuk dengan memasak. Ani segera berganti baju dan

13. Imah, gadis kecil itu sibuk memberesi dapur. Adiknya, Luhut sedang

Catatan: Silakan menambahkan daftar refleksi berdasarkan kasus-kasus

Perempuan melahirkan bayi, dan laki-laki tidak (jenis kelamin)
Anak kecil perempuan halus, dan anak kecil laki-laki kasar (gender)

Kewajiban utama seorang perempuan yang menikah adalah merawat
anak-anak, suami, dan rumah. (jender)

Di antara buruh pertanian, perempuan diupahi 40-60 persen dari upah
laki-laki (gender)

Perempuan dapat menyusui bayi, laki-laki dapat membuatkan
susu botol dan memberikannya kepada bayi (jenis kelamin)

Suara laki-laki membesar pada usia puber dan suara perempuan tidak
(jenis kelamin)

Kebanyakan buruh bangunan di Indonesia adalah kaum pria (gender)

Dalam kebudayaan Mesir kuno laki-laki tinggal di rumah dan
memintal. Perempuan menangani usaha keluarga. Perempuan
mewarisi harta dan laki-laki tidak (gender)

Anak laki-laki umumnya lebih melek huruf dari pada anak perempuan,
dengan demikian selalulah mendukung pendidikan anak perempuan
(gender)

pada laki-laki (jenis kelamin dan gender)
perempuan dari anak laki-laki (gender)

pergi ke dapur. la mencuci sayuran. la mencuci gelas dan piring yang
kotor". Dikutip dari J.P.P Suroyo dan
Y.B. Sudamanto, 2001, PPKn: Grasindo) (gender)

bermain gasing di lantai (Surana, 2004, Aku Cinta Bahasa Indonesia
3A.Tiga Serangkai) (gender)

dalam konteks daerah masing-masing.

10.

Mereka yang tidak setuju bergabung dengan barisan kanan sementara mereka yang
setuju bergabung dengan barisan kiri. Mintalah pandangan dari satu atau dua orang di
masing-masing barisan mengapa mereka memilih setuju atau tidak setuju.

Jika terjadi perdebatan sebaiknya Anda meminta peserta untuk mendiskusikannya
kembali. Jika dibutuhkan, berikan lagi penjelasan kepada peserta tentang kedua
konsep ini secara perlahan-lahan.

Akhiri pertemuan dengan beberapa poin penting: ’Gender adalah pembedaan
perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis
kelamin yang dibentuk secara sosial, serta bisa berubah sesuai dengan
konteks waktu, tempat dan budaya’. (lihat lampiran 2) (5 menit).
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Kegiatan 2: Implementasi Gender dalam
Komite Sekolah/Madrasah (60 Menit)

Langkah-langkah:

1. Setelah peserta memahami tentang konsep gender, tanyakan pada peserta hal-hal
berikut ini :

a. Apa saja permasalahan-permasalahan gender yang berhubungan dengan
komite sekolah/madrasah?

b. Bagaimana kondisi permasalahan-permasalahan tersebut di sekolah/madrasah
Anda?

c. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

d. Apa rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Komite Sekolah/Madrasah
untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut?

2. Tulislah jawaban peserta pada kertas plano dengan format sebagai berikut:

Permasalahan
gender yang
berhubungan
dengan Komite
Sekolah/Madrasah

Kondisi di Upaya yang Rencana ke
Sekolah/Madrasah | sudah dilakukan depan

3. Mintalah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan
kelompok lain memberikan masukan dan tanggapan.

4. Setelah semua kelompok presentasi, akhiri kegiatan ini dengan memberikan
catatan-catatan penting dari hasil diskusi.

Catatan bagi Fasilitator: Permasalahan gender yang berhubungan dengan
Komite Sekolah bisa berupa persoalan representasi gender, stereotipy
penugasan perempuan (misalnya sebagai sekretaris atau bendahara, dan
tidak sebagai ketua); atau bisa dalam hal pelaksanaan peran komite sekolah,
misalnya yang melakukan lobi adalah laki-laki, rapat komite hanya
mengundang orang tua laki-laki peserta didik, dan sebagainya.
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Lampiran 1:

Jenis Kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah
ada sejak lahir. Seks juga bersifat umum dan berlaku di mana-mana. Ciri-ciri
biologis ini mencakup: laki-laki memiliki penis, sperma, testis, sedangkan
perempuan memiliki vagina, rahim, sel telur, dan payudara yang berkelenjar
mamae.

Jenis kelamin pada umumnya tidak bisa berubah, bersifat umum/universal,
artinya berlaku di mana-mana.

GENDER

Kata gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "genus”, berarti tipe atau jenis.
Gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis
kelaminnya dalam hal sifat, peran, posisi, tanggung jawab, akses, fungsi,
kontrol, yang dibentuk/dikonstruksi secara sosial yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor: budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain-
lain, yang bisa berubah sesuai konteks waktu, tempat dan budaya. Misalnya:
peran perempuan adalah mengelola rumah tangga, memiliki sifat emosional,
lemah lembut, dan tidak tegas. Sedangkan peran laki-laki adalah sebaliknya,
yaitu mencari nafkah untuk keluarga dan memiliki sifat yang rasional,
bijaksana, dan pintar.

Berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah sosial, budaya, dan
psikologis daripada konotasi biologis. Gender didefinisikan dalam istilah-
istilah femininitas dan maskulinitas. Istilah yang tepat untuk
menggambarkan seks adalah laki dan perempuan sementara istilah yang
berkaitan dengan gender adalah maskulin dan feminin. Menurut Stoler, gender
adalah jumlah ciri-ciri maskulinitas atau femininitas yang ada di dalam diri
seseorang individu.

Tetapi sampai saat ini masyarakat masih menganggap gender sebagai
sesuatu yang alamiah, sudah seharusnya demikian, dan merupakan
ketentuan Tuhan, sehingga tidak perlu dipertanyakan dan digugat.
Berdasarkan konsep gender ini umumnya perempuan dan laki-laki telah
dibedakan sifat, peran dan posisinya seperti tergambar dalam tabel di bawah
ini.

PEREMPUAN LAKI - LAKI

e Lembut e Gagah

e Pemalu e Pemberani

e Sabar e Kasar
SIFAT e Emosional e Bijaksana

e Pendiam e Bertanggung jawab

e Keibuan e Pintar

e Agresif

¢ Mengurus rumah tangga e Pencari nafkah

e Mencari nafkah tambahan utama Pelindung
PERAN/FUNGSI e Melahirkan ¢ Menjadi panutan, dsb

¢ Menyusui

o Hamil
POSIS e |bu rumah ta.ngga o Kepa_lla k_eluarga

e Yang dipimpin e Pemimpin
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Lampiran 2:

Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin

GENDER

Alami

Gender bersifat sosial budaya dan merupakan
buatan manusia

Sama di mana pun (universal)

Pembedaan yang bersifat kultural/berbeda di
tiap tempat

Tidak bisa berubah

Dapat berubah dari waktu ke waktu, dari
satu budaya ke budaya lain, dari satu
keluarga ke keluarga lain

Seks bersifat biologis

Gender bersifat sosial budaya dan ini
mengacu pada kualitas feminin dan maskulin,
pola, perilaku, peran, tanggung jawab, dan
lain-lain
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Lampiran 3:

Temuan Penting

Orangtua memiliki pandangan bahwa baik anak laki-laki maupun
perempuan memiliki kecepatan belajar yang sama. Namun demikian,
beberapa orangtua berpendapat bahwa lebih penting bagi anak laki-laki
untuk menyelesaikan SMP.

Data mengenai kegiatan anak saat ini menunjukkan bahwa 74 persen anak
perempuan usia 12-15 tahun bersekolah dibandingkan dengan 82 persen
anak laki-laki.

Sumber: Sikap terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia, ILO
(Organisasi Perburuhan Internasional/Salah satu lembaga PBB, 2006:
49)

Terdapat kesetaraan gender di tingkat sekolah dasar, namun rasio di sekolah
lanjutan pertama cenderung lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan proporsi
perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Faktor yang menghambat akses perempuan ke sekolah lanjutan atas dan
perguruan tinggi di antaranya akses yang masih terbatas. Jumlah sekolah
yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh diduga lebih membatasi anak
perempuan untuk bersekolah dibandingkan dengan laki-laki. Perkawinan dini
juga diduga menjadi sebab mengapa anak perempuan tidak melanjutkan
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Gejala pemisahan gender dalam jurusan dan program studi sebagai salah
satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela ke dalam bidang keahlian
masih banyak ditemukan. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan
lebih dikaitkan dengan fungsi domestik; sementara itu anak laki-laki
diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus
lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri.

Sumber: Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium Indonesia, h.45.
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Ketika Diskriminasi Diformalkan
Ninuk Mardiana Pambudy

Pembedaan berdasarkan jenis kelamin jelas sebuah diskriminasi. Tetapi,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
menyebutkan, diskriminasi juga menyangkut pembedaan yang diakibatkan
asumsi sosial budaya.

Diskriminasi itu ada di masyarakat, meskipun Undang-Undang Dasar
1945 menjamin hak setiap warga negara sama di depan hukum.
Kenyataannya, diskriminasi itu dikukuhkan melalui peraturan daerah.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menemukan
setidaknya 16 peraturan daerah (Perda), dua keputusan bupati, tiga surat
edaran bupati, dua rancangan peraturan daerah (Raperda), dan satu
peraturan desa (Perdes) yang isinya mendiskriminasi perempuan. Analisis
dilakukan terhadap dokumen dan menggunakan pisau analisis Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Kompas, Senin, 2 Oktober 2006, Swara.
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Lampiran 4:

Contoh-contoh Permasalahan Gender dalam Pendidikan

(DBE3, Ani Soetjipto, The Asia Foundation)

1.

10.

11.

Kesempatan yang berbeda antara anak laki dan perempuan dalam akses dan
kesempatan dalam pendidikan ( % perempuan buta huruf dibandingkan laki laki;%
perempuan yang lulus pendidikan dasar/menengah/tinggi).

Akses terhadap pelatihan dan kursus keterampilan (rasio perempuan pada kursus
komputer/bengkel/atau laki-laki pada keterampilan memasak, menjahit, salon).

Apakah kurikulum melanggengkan peran dan ideologi gender lewat pelajaran bahasa
Indonesia, pendidikan kewarganegaraan?

Apakah ilustrasi dan buku-buku pelajaran menunjukan adanya stereotype gender
misalnya menenun, menumbuk padi: perempuan, membajak dan alat industri: laki-
laki?

Apakah dalam buku-buku pelajaran ditemukan kesenjangan ragam peran dan
aktivitas antara laki-perempuan? (gambar, nama, aktivitas, tokoh di mana sosok anak
laki lebih sering daripada sosok perempuan)

Apakah konteks sosial mengizinkan perempuan dan laki untuk secara penuh
mengamalkan ilmunya? Adakah korelasi antara pendidikan dan pekerjaaan?

Apakah jarak sekolah/madrasah cukup terjangkau dari tempat tinggal sehingga bisa
diakses perempuan?

% guru perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
% kepala sekolah/madrasah, pimpinan universitas/ketua program laki dan perempuan.

Masalah gender dalam pendidikan yang muncul karena dampak dari faktor
kemiskinan, pembagian kerja domestik, konsepsi tentang anak perempuan, biaya
pendidikan yang mahal, dan seterusnya.

Pendidikan vs kebutuhan pasar — proses memanusiakan, membudayakan, dan
memerdekakan manusia vs tenaga kerja siap pakai merespon kebutuhan pasar.
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2. Kepekaan Terhadap Keragamean dan Kelompok-Kelompok Rertian
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Pengantar

Kita sebagai manusia — secara moral dianggap setara -- walaupun dalam kenyataan hidup
berbeda-beda (jamak atau banyak atau beragam). Keragaman itu, mulai dari perbedaan bentuk
tubuh, ada yang besar, kecil, ada yang langsing, gemuk dan sedang-sedang saja. Lalu ada juga
perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa, warna kulit, perbedaan ekonomi (kaya,
sedang-sedang, miskin) dan banyak lagi berbagai perbedaan lainnya.

Sayangnya perbedaan-perbedaan dalam kenyataan sehari-hari tersebut, dijadikan dasar untuk
mendiskriminasikan orang dan juga anak-anak. Dalam kenyataan hidup, ada kelompok-
kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau pembedaan; seperti anak-anak, perempuan,
manusia lanjut usia, penyandang cacat, kelompok minoritas. Demikianlah perbedaan-
perbedaan itu bukan dipandang sebagai keragaman melainkan sebagai dasar dari diskriminasi.

Komite Sekolah/Madrasah dibentuk untuk kemajuan sekolah/madrasah dan terutama atau
berpusat pada anak-anak atau untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anak. Pemahaman
tentang keragaman, kelompok-kelompok rentan ini penting untuk Komite Sekolah/Madrasah
dan Dewan Pendidik agar peka dan tanggap terhadap persoalan diskriminasi dan
ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan. Dengan kepekaan, maka
diharapkan mereka dapat mengubah situasi ketidakadilan menjadi adil.

Tujuan

Menumbuhkan kepekaan terhadap keragaman dan keberadaan kelompok-kelompok rentan
(kaum miskin, diffable, kelompok minoritas)

Waktu
120 menit (2 jam)

Peserta
Peserta pada sesi ini adalah Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Penataan Ruangan

Ruang sebaiknya ditata bisa dengan duduk melingkar di tikar, supaya lebih santai. Bisa juga
dengan kursi saja, tanpa perlu meja. Kalau meja akan digunakan, maka sebaiknya dibentuk
model restoran.

Hindari penataan model ceramah dengan pembicara di depan dan pendengar di belakang.

Alat dan Bahan

1. Tikar (bila duduk melantai di bawah),
2. Spidol/kapur tulis, kertas plano,

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 43



Papan tulis/flip chart,

Spidol marker yang besar dengan warna biru, hitam,

Meta plan warna warni ukuran 10x20cm,

Selotip kertas,

Bahan bacaan untuk peserta (gandakan sebanyak peserta yang hadir).

No akw

Metode/Aktivitas

1. Permainan bergerak ke tempat yang sudah ada tulisan, berbaris dan berkelompok
2. Diskusi kelompok
3. Bermain peran

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Fasilitator menjelaskan sekilas tentang keragaman dan tujuan sesi
2. Peserta diajak untuk berefleksi sambil bermain

1. Perbedaan- Perbedaan Fisik (15 menit)
Mintalah para peserta untuk berdiri dan berjalan menuju tulisan sesuai dengan perbedaan
berikut ini:

1. Berdasarkan: Jenis Kelamin
2. Berdasarkan: Bentuk tubuh, yang kurus, sedang/langsing, agak gemuk dan gemuk

Mintalah para peserta untuk berdiri dan berbaris:

1. Berdasarkan: Usia dari yang paling muda terdepan dan selanjutnya yang tertua di
belakang
2. Berdasarkan: Tinggi badan, yang paling kecil di depan dan yang tertinggi di depan.

Tunggulah sampai peserta sudah berkumpul atau berbaris berdasarkan kategori-kategori yang
diminta fasilitator.

2. Refleksi (15 menit)

Dengan tetap sambil berdiri, tanyakan kepada para peserta (penting untuk membatasi waktu
peserta yang cenderung untuk bicara berpanjang-panjang):

1. Bagaimana perasaannya ketika dibagi berdasarkan jenis kelamin? Tanyakan kepada
peserta laki-laki maupun perempuan dalam jumlah yang seimbang.

2. Bagaimana ketika dibagi berdasarkan usia, bagaimana rasanya menjadi yang paling
tua dan berarti ditempatkan paling belakang, dan yang paruh baya di tengah dan yang
termuda di depan. Mintalah kepada tiga peserta.

3. ”Bagaimana perasaan Anda sebagai peserta terkecil? Dan sebagai peserta yang
tertinggi?” tanyakan hal ini kepada dua peserta. Tanyakan juga kepada mereka
apakah pernah merasa dibedakan karena bentuk tubuh mereka yang kecil dan tinggi?
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4.

Tanyakan juga kepada peserta yang kurus, yang sedang/langsing dan mereka yang
bertubuh gemuk. Apa dan bagaimana perasaan mereka terhadap tubuh mereka,
apakah pernah merasa malu atau risi atau diejek karena bentuk tubuh mereka?

Selama peserta menjawab, fasilitator menuliskan inti-inti atau pokok-pokok dari
jawaban-jawaban tersebut pada kertas plano dengan huruf yang dapat dibaca dari
jarak jauh.

3. Perbedaan-Perbedaan Kelas Sosial, Kepercayaan (15 Menit)

Mintalah para peserta untuk berdiri dan membentuk kelompok dengan membuat lingkaran-
lingkaran:

1.

Berdasarkan: yang mempunyai sepeda motor, mobil, sepeda ontel, tidak mempunyai
kendaraan pribadi.

Berdasarkan: pekerjaan peserta (perempuan dan laki-laki), petani, guru, pedagang,
ibu rumah tangga, buruh cuci, pembantu rumahtangga, buruh pabrik, tukang becak,
pegawai di kantor pemerintahan, tentara, polisi, jualan kecil-kecilan, makelar. Bisa
juga diajukan pertanyaan berdasarkan pendidikan untuk mencermati latar belakang
pendidikan anggota komite sekolah/madrasah.

Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kepercayaan/Kejawen.
Untuk pertanyaan tentang agama, cermati konteks daerah tersebut, apakah memang
beragam atau seagama.

Refleksikan: (15 menit)

1.

Tanyakan perasaan/pikiran peserta yang tidak memiliki apa-apa, atau memiliki
sepeda ontel saja, atau memiliki sepeda motor atau mempunyai mobil.

Tanyakan pikiran dan perasaan peserta tentang pekerjaan mereka, apa dan bagaimana
status sosial dan ekonomi? (kaya, sedang-sedang, atau miskin).

Tanyakan perasaan mereka tentang mayoritas dan minoritas dalam konteks
keindonesiaan? Sebagai penganut agama mayoritas bagaimana perasaan mereka?
Demikian pula sebagai penganut agama minoritas apa perasaan mereka? (Pertanyaan
ini tergantung konteksnya, bila memang ada penganut agama yang berbeda maka
pertanyaan ini bisa diajukan).

Selama peserta menjawab, fasilitator menuliskan inti-inti atau pokok-pokok dari
jawaban-jawaban tersebut pada kertas plano dengan huruf yang dapat dibaca dari
jarak jauh.

Hormatilah peserta yang keberatan menjawab pertanyaan Anda sebagai fasilitator.

4. Diskusi Kelompok: Berdasarkan Pengalaman Diskriminasi. (20 menit)

1.
2.

Fasilitator membagi kelompok (4-5 orang per kelompok).

Bagikan fotokopi bacaan lampiran yang berjudul, "Daftar Dasar-dasar Diskriminasi
terhadap Anak-anak”.

Lihat lampiran tugas persiapan fasilitator. Tulislah di papan atau di plano tugas
kelompok, lalu dibacakan.
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Tugas kelompok:

1. Bacalah bersama-sama bacaan Daftar Dasar-dasar Diskriminasi terhadap

Anak-anak.

2. Setelah membaca, bandingkanlah bahan bacaan dengan:

o Pengalaman berbaris, dikelompokkan dan berjalan menuju kategori
tadi serta bacaan.

0 Sebagai manusia apakah Anda pernah merasakan/mengalami
diskriminasi atau diperlakukan tidak adil? Bila ya? Bagaimana
kisahnya? Apa saja bentuk diskriminasi itu?

0 Saling berbagi kisah nyata dalam kelompok, peserta penting
mendengarkan dengan seksama.

3. Pilihlah salah satu kisah nyata anggota kelompok untuk role-play (bermain
peran/drama mini) sesuai pengalaman anggota kelompok berdasarkan
curahan hati pengalaman peserta untuk pentas selama 5 menit saja.

5. Pentas Kelompok, Fasilitator meminta atau memilih dua orang yang
menjadi penjaga waktu (30 menit)
Setiap kelompok mementaskan hasil diskusi kelompoknya selama 5 (lima) menit, yang

kelebihan waktu langsung dihentikan dengan sopan. Selama pentas, fasilitator mencatat
pokok-pokok dari pentas, contoh-contoh diskriminasi apa saja yang ditampilkan.

6. Kesimpulan Sementara (5 menit)

Bersama-sama dengan peserta, fasilitator menegaskan bahwa dalam Komite
Sekolah/Madrasah penting untuk mencermati adanya keberagaman dan peka terhadap mereka
yang miskin, punya kemampuan yang berbeda dengan memperhatikan fasilitas yang
mendukung mereka untuk tetap bersekolah, mereka yang orang tua tunggal, anak yatim/piatu,
dan sebagainya.
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Lampiran:

1. Bahan Persiapan Fasilitasi

Tuliskan dulu dalam kertas metaplan (karton warna-warni): dengan huruf besar (KAPITAL),
SETIAP KATEGORI DENGAN WARNA YANG BERBEDA-BEDA dan tempelkan dalam
tempat yang berbeda/terpisah

LAKI-LAKI PEREMPUAN
KURUS/CEKING SEDANG/LANGSING AGAK GEMUK
GEMUK/BESAR

2.Tulislah di papan atau di plano tugas kelompok lalu bacakan

Tugas kelompok:

1. Bacalah bersama-sama bacaan Daftar Dasar-dasar Diskriminasi terhadap Anak-anak.

2. Bagaimana pengalaman berbaris, dikelompokkan dan berjalan menuju kategori tadi?

3. Sebagai manusia apakah Anda pernah merasakan/mengalami diskriminasi atau
diperlakukan tidak adil? Bila ya, apa saja bentuk diskriminasi itu?

4. Buatlah role-play sesuai pengalaman anggota kelompok berdasarkan curahan hati
pengalaman Anda-Anda untuk pentas selama 5 (lima) menit saja.

3. Bacaan untuk Peserta (gandakan)
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Daftar Dasar-dasar Diskriminasi terhadap Anak-anak

Dasar-dasar pembedaan (diskriminasi) terhadap anak-anak yang
diidentifikasikan oleh Komite Hak Anak (urutan di bawah ini bukan
urutan prioritas/ranking):

Gender
Disability (ketidakmampuan/penyandang cacat) -> tunanetra, tunarungu,
tunagrahita, tunawicara, dan sebagainya
Ras (kulit hitam, kulit cokelat), xenophobia (kebencian terhadap barang atau
orang asing) dan rasisme (aliran/cara berpikir yang membenci atau
mendiskriminasi ras yang lain)
Asal etnis/suku bangsa
Orientasi seksual
Kasta, suku-suku bangsa tertentu
Kelompok yang tak tersentuh
Bahasa
Anak yang tidak terdaftar pada waktu lahir (tidak mempunyai akte kelahiran)
Anak lahir kembar
Anak lahir pada hari sial
Anak lahir dalam posisi sungsang
Anak lahir dalam keadaan abnormal
Anak yang lahir dalam konteks kebijakan "satu” anak atau "tiga” anak
Anak yatim piatu
Tempat tinggal:
Perbedaan antara provinsi yang berbeda/area/negara bagian, dsb
Kampung/desa/dusun (termasuk bedol desa atau penggusuran)
Anak yang hidup di kampung kumuh
Anak di daerah terpencil dan pulau terpencil
Anak yang digusur
Anak tanpa rumah
Anak yang diabaikan
Anak yang ditempatkan pada penitipan alternatif
Anak kelompok etnik minoritas yang ditempatkan pada penitipan
alternatif (panti asuhan)
Anak yang di panti-asuhan
Anak yang hidup dan atau bekerja di jalanan
Anak yang terlibat dengan hukum
Khususnya, anak yang kebebasannya dibatasi
Anak yang terpengaruh karena konflik bersenjata/perang
Pekerja anak
Anak yang menjadi subyek/target kekerasan
Pengemis anak
Anak yang terpapar HIV dan AIDs
Anak yang orang tuanya hidup dengan HIV dan AlDs
Ibu-ibu tunggal yang masih muda (masih dalam usia anak — di bawah 18
tahun)
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Tidak/tanpa kebangsaan, termasuk:

Anak imigran

Anak imigran tanpa dokumen atau sering disebut illegal imigran

Anak dari buruh migran (TKI/TKW)

Pengungsi atau anak pencari suaka

Termasuk pengungsi yang tidak didampingi

Anak yang terkena bencana-bencana alam
Anak yang hidup dalam kemiskinan/kemiskinan yang sangat
Distribusi ketimpangan kekayaan nasional
Status sosial/kerugian sosial/ketimpangan sosial
Anak yang terpengaruh karena perubahan/masalah ekonomi
Status ekonomi dari orang tua yang mengakibatkan pemisahan rasial pada
tingkat sekolah
Hak milik orang tua
Agama orang tua
Status hukum individu
Anak yang lahir di luar perkawinan (sering kali disebut anak haram, suatu
istilah yang mendiskriminasikan)
Anak dari keluarga tunggal
Anak hasil hubungan incest (hubungan seks antara keluarga inti/dekat seperti
anak dengan ayah, kakak-adik, anak dengan paman)
Anak dari perkawinan antara orang berbeda sukubangsa/etnis/agama atau
kebangsaan.
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1 Pembentukanden Ketiewakilan
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Pengantar

Diluncurkannya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 telah mengantarkan dibentuknya Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah/Madrasah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada
2005 menyebutkan bahwa pembentukan komite sekolah/madrasah harus dilakukan secara
transparan, akuntabel, dan demokratis.

Dilakukan secara transparan artinya Komite Sekolah/Madrasah harus dibentuk secara
terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, mulai dari tahap pembentukan panitia
persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi
calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil
pemilihan. Dilakukan secara akuntabel maksudnya panitia persiapan hendaknya
menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kkinerjanya maupun penggunaan dana
kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis artinya dalam proses pemilihan anggota dan
pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota
komite dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Dengan proses seperti ini diharapkan anggota komite sekolah/madrasah yang terpilih benar-
benar mewakili berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat serta mampu melakukan peran
dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara optimal sesuai harapan
masyarakat. Berdasarkan berbagai pengalaman di banyak sekolah/madrasah, apabila komite
sekolah/madrasah dipilih secara transparan, partisipatif, dan demokratis, maka kinerja komite
sekolah/madrasah lebih bagus daripada komite yang dipilih melalui penunjukan.

Pada saat ini, secara formal hampir seluruh sekolah/madrasah di pelosok tanah air telah
membentuk komite sekolah/madrasah. Pada kenyataannya keterwakilan keanggotaan komite
sekolah/madrasah masih belum luas. Kebanyakan dari mereka berasal dari orang terpandang,
tokoh setempat, guru, maupun pensiunan guru. Di samping itu masih sangat jarang
perempuan yang menjadi anggota komite sekolah/madrasah. Dalam kepengurusan komite
sekolah/madrasah, kalaupun menjadi pengurus komite biasanya mereka dipilih atau
memposisikan diri sebagai sekretaris atau bendahara. Selain itu unsur-unsur anggota komite
sekolah/madrasah sebagian besar belum mengacu kepada ketentuan yang ada. Dalam proses
pembentukannya pun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada.

Modul ini berupaya untuk membantu sekolah/madrasah membentuk komite sekolah/madrasah
yang sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Dengan demikian diharapkan komite
sekolah/madrasah  yang terbentuk bisa menggambarkan komposisi masyarakat
sekolah/madrasah dan mempunyai kemampuan untuk mengemban peran dan fungsinya.
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Kegiatan 1. Keterwakilan Komite
Sekolah/Madrasah

Tujuan
Setelah akhir kegiatan peserta:

1. Memahami pentingnya memperluas keterwakilan komponen/unsur dalam Komite
Sekolah/Madrasah

2. Mampu mengidentifikasi komponen/unsur yang penting untuk duduk dalam Komite
Sekolah/Madrasah

Waktu
80 menit

Peserta

Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, Komite Sekolah/Madrasah, dan Orang Tua murid, (anggota
yayasan bagi madrasah/sekolah yang bernaung di bawah yayasan).

Penataan Ruangan

Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dalam ruang kosong yang cukup luas. Apabila
memungkinkan disediakan meja (bisa dipakai oleh 5-6 orang) sejumlah kelompok beserta
kursinya. Apabila tidak ada meja, maka cukup kursi sejumlah peserta yang ditata melingkar
hanya 1 lapis saja, atau bisa juga menggunakan tikar.

Alat dan Bahan
1. Kertas plano/flip chart

2. Spidol ukuran sedang
3. Lakban kertas
4. OHP/LCD/papan tulis & kapur (sesuai dengan yang tersedia)

Metode/Aktivitas
1. Diskusi kelompok

2. Pemaparan
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Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Pengantar: 10 menit

Fasilitator melakukan tanya jawab tentang pengalaman sekolah/madrasah mengenai
keanggotaan komite saat ini. Misalnya, berapa jumlah angggotanya? Mewakili unsur apa
saja? Apakah masing-masing anggota telah menjalankan peran dan fungsinya? Apa kendala
yang dihadapi sehingga Komite Sekolah/Madrasah belum bisa menjalankan peran dan
fungsinya secara optimal? Fasilitator menuliskan pada komputer dan ditayangkan ke layar
(apabila tidak ada LCD bisa dituliskan di kertas plano, atau papan tulis).

Catatan untuk fasilitator: Apabila peserta pernah mengikuti modul “Mawas
Diri”, maka hasil dari mawas diri ini dapat digunakan untuk memandu diskusi
dengan peserta.

2. Diskusi kelompok: (30 menit)

a. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 (lima)
orang.

b. Fasilitator menanyakan kepada peserta sebagai berikut:

Agar komite sekolah/madrasah dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan
baik, maka:

o Siapa saja yang perlu diwakili dalam anggota komite?
o Ciri-ciri atau sifat seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang layak
dipilih sebagai anggota komite? (misalnya: bisa dipercaya, jujur, memiliki
waktu, dll.).
o Kecakapan apa saja yang diperlukan anggota komite sekolah/madrasah, agar
mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik?
Fasilitator meminta anggota kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan
tersebut, dan menuliskan kesimpulannya pada kertas plano.

Catatan _untuk fasilitator: jika tidak muncul perempuan, maka fasilitator
harus menanyakan lebih lanjut: Mengapa tidak ada perempuan yang menjadi
anggota pengurus Komite Sekolah atau menjadi pengurus? Berikan contoh
bahwa wakil pihak perempuan penting untuk duduk dalam Komite Sekolah.

3. Pemaparan: (30 menit)

Fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok memaparkan hasil kerja kelompoknya.
Peserta lain diminta memberikan masukan/tanggapan.

4. Penegasan: (10 menit)

Fasilitator mengulas kesimpulan hasil kerja kelompok dan pemaparan. (Tekankan bahwa
semua komunitas sekolah/madrasah mesti mempunyai wakil di Komite Sekolah/Madrasah
dan pentingnya anggota perempuan dalam Komite Sekolah/Madrasah).
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Kegiatan 2: Pembentukan Komite
Sekolah/Madrasah

Tujuan
Setelah akhir kegiatan peserta

1. Memahami prinsip, mekanisme, dan penetapan pembentukan Komite
Sekolah/Madrasah

2. Mendemonstrasikan proses pembentukan komite sekolah/madrasah sesuai dengan
ketentuan

Waktu
115 menit

Peserta
Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, Komite Sekolah/Madrasah, Orang Tua murid

Penataaan Ruangan

Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dalam ruang kosong yang cukup luas. Apabila
memungkinkan disediakan meja (bisa dipakai 5-6 orang) sejumlah kelompok beserta
kursinya. Apabila tidak ada meja, maka cukup kursi sejumlah peserta yang ditata melingkar
hanya satu lapis saja, atau bisa juga menggunakan tikar.

Alat dan Bahan
1. Kertas plano/flip chart

2. Spidol ukuran sedang
3. Lakban kertas
4. OHP/LCD/papan tulis & kapur (sesuai dengan yang tersedia)

Metode/Aktivitas
a. Pemaparan/tanya jawab

b. Diskusi kelompok
c. Belanja (shopping)
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Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Pengantar: 10 menit

1. Fasilitator membagi materi tentang Proses Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah
sebagaimana yang tertuang dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Manajemen Dasar dan
Menengah, 2005) (Lampiran 1).

2. Fasilitator menjelaskan proses pembentukan Komite Sekolah/Madrasah dengan
menggunakan LCD/OHP/Poster Plano (Lampiran 2).

3. Fasilitator membuka diskusi dengan para peserta mengenai hal-hal yang belum jelas.

2. Diskusi kelompok: 75 menit
1. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok sekolah/madrasah.

2. Fasilitator membagi kasus  “Pembentukan Komite Sekolah SD Handayani”
(Lampiran 3).

3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mempelajari kasus tersebut, serta
mendiskusikan “Proses Pemilihan Komite Sekolah/Madrasah Kami” (Pembentukan
panitia, Sosialisasi kepada masyarakat tentang Komite Sekolah/Madrasah, Pemilihan
anggota komite dan pengurusnya, Penetapan Komite Sekolah/Madrasah, Sosialisasi
hasil pemilihan komite sekolah/madrasah, dan Pembuatan contoh Berita Acara
masing-masing kegiatan).

Dalam proses ini, produk yang harus dihasilkan oleh kelompok antara lain:

a. Daftar panitia pemilihan anggota komite sekolah/madrasah (siapa saja,
mewakili unsur apa).

b. Contoh media yang digunakan untuk sosialisasi pemilihan anggota komite
sekolah/madrasah (misalnya Pengumuman, Poster, Iklan, dil).

c. Rancangan proses pemilihan anggota komite sekolah/madrasah (siapa yang
diundang, di mana tempatnya, bagaimana acaranya).

d. Contoh Berita Acara (misalnya: penyusunan panitia dan pemilihan Komite
Sekolah/Madrasah) (lampiran 4).

Hasil kerja kelompok dipajang di dinding.

3. Belanja: 20 menit

1. Fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok untuk mengunjungi pajangan
dari kelompok lain, dan mencatat hal-hal yang bagus dari kelompok lain, namun
belum tercantum dalam hasil kerja kelompoknya. (Catatan: salah satu anggota
kelompok diminta untuk menjaga pajangan dan menerangkan kepada kelompok lain
yang bertanya).
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2. Fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok menyempurnakan hasil kerja
kelompoknya berdasarkan hasil kunjungannya ke kelompok lain.

4. Refleksi: 10 menit

Fasilitator menanyakan kepada para peserta, bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan
ini? Apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Proses manakah yang paling sulit?
Bagaimana agar lebih mudah?
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Kegiatan 3: Rencana Kerja Tindak
Lanjut (RKTL)

Tujuan

Setelah akhir kegiatan peserta membuat rencana pemilihan anggota dan pengurus komite
sekolah/madrasah sesuai dengan standar/aturan yang berlaku

Waktu
100 menit

Peserta
Kepala Sekolah/Madrasah, Guru, Komite Sekolah/Madrasah, Orang Tua murid

Penataaan Ruangan

Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dalam ruang kosong yang cukup luas. Apabila
memungkinkan disediakan meja (bisa dipakai 5-6 orang) sejumlah kelompok yang ada
beserta kursinya. Apabila tidak ada meja, maka cukup kursi sejumlah peserta yang ditata
melingkar hanya satu lapis saja, atau bisa juga menggunakan tikar.

Alat dan Bahan
1. Fotokopi contoh lembar RKTL

2. Kertas plano/flip chart
3. Spidol ukuran sedang
4. Lakban kertas

5. Papan tulis dan kapur

Metode/Aktivitas
Diskusi kelompok
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Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Pengantar: 10 menit
1. Fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan

2. Fasilitator menerangkan tugas peserta. Intinya: menyusun rencana pemilihan anggota
dan pengurus komite di sekolah/madrasah masing-masing, yang antara lain meliputi:

a. Kegiatan yang akan dilakukan (pembentukan panitia, sosialisasi pemilihan,
pemilihan, dan sosialisasi anggota dan pengurus terpilih)

b. Jadwal masing-masing kegiatan
c. Penanggung jawab masing-masing kegiatan

Catatan: Untuk mempermudah proses diskusi, peserta dapat menggunakan format
RKTL (lampiran 5).

2. Diskusi kelompok: (60 menit)

1. Fasilitator mempersilakan peserta untuk berkelompok sesuai dengan asal
sekolah/madrasah masing-masing. (Catatan: apabila peserta hanya berasal dari satu
sekolah/madrasah, maka tidak perlu dikelompokkan)

2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok.

3. Pemaparan dan tanggapan (30 menit)

1. Fasilitator mempersilakan masing-masing kelompok memaparkan hasil Kkerja
kelompoknya. Peserta lain diminta memberikan masukan/tanggapan.

2. Fasilitator bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pemaparan.

Proses Pembentukan Komite Sekolah

Pembentukan Panitia

Sosialisasi kepada masyarakat tentang Komite Sekolah
Pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah
Penetapan Komite Sekolah

©No O
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Lampiran 1:

Mekanisme Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah

(Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Departemen
Pendidikan Nasional, 2005)

Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang
dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dan/atau oleh masyarakat. Panitia persiapan
berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri dari atas kalangan praktisi pendidikan
(seperti guru, Kepala Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan), pemerhati pendidikan
(LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha/industri), orang tua
peserta didik, dll.

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sekolah/madrasah dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk  komite
sekolah/madrasah yang sudah terbentuk, majelis sekolah/madrasah) tentang Komite
Sekolah/Madrasah

2. Menyusun kriteria dan mengidentifikasikan calon anggota berdasarkan usulan
masyarakat

3. Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat

4. Mengumumkan nama-nama calon anggota komite sekolah/madrasah kepada
masyarakat

5. Menyusun nama-nama anggota yang diusulkan oleh masyarakat
6. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah/madrasah

7. Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah/madrasah kepada kepala
satuan pendidikan

Panitia dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah/Madrasah terbentuk.

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 61



Lampiran 2:

Proses Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah
1. Pembentukan Panitia

2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Komite Sekolah/Madrasah
3. Pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah/madrasah
4. Penetapan Komite Sekolah/Madrasah

(Catatan bagi fasilitator: Masing-masing butir di atas harus dijelaskan langkah-langkahnya
sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002)
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Lampiran 3:

Bahan Kasus (digandakan sejumlah peserta)

Kasus: Pembentukan Komite Sekolah SD Handayani

Di akhir tahun ajaran baru ini, sekolah mengadakan musyawarah bersama
untuk merencanakan program sekolah pada tahun yang akan datang. Salah
satu hasil penting dari musyawarah tersebut adalah dilakukan pembentukan
Komite Sekolah baru karena masa tugasnya telah berakhir dan sebagian
besar anggota komite sekolahnya menginginkan ada perubahan dalam
kepengurusan komite sekolah. Kepala sekolah, guru, dan wakil dari orang tua
murid sepakat akan melakukan proses pemilihan komite sekolah dan
pengurusnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kepmendiknas
No. 044/U/2002 dan Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
(Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah, 2005).
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Lampiran 4:
Contoh Berita Acara

BERITA ACARA PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN
KOMITE SEKOLAH/MADRASAH SD/MI

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ... tahun
..................... , kami yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat,
melalui forum musyawarah Pemilihan dan Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah SD/MI, yang
dihadiri oleh anggota masyarakat ......... orang”, dalam rangka pelaksanaan:
Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah ~ : SD/MI ........cccoiiiiiiiiiiiiiii s
Lokasi 1DESA e , Kecamatan ................ccee ,

Kabupaten ..............c.ooeeenn. :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Komite Sekolah/Madrasah SD/MI telah dipilih melalui cara........................ dan dengan penuh tanggung
jawab serta tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dari hasil musyawarah tersebut, ditetapkan bahwa :
NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Bendahara

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

................ peeenenenrenenenenenn 200

Mengetahui, Ketua Panitia Pemilihan

Kepala Sekolah/Madrasah
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Lampiran 5:

Format Rencana Kerja Tindak Lanjut

Nama
Kegiatan

Waktu

Penanggung
Jawab

Jumlah
Dana

Sumber Dana

......... D1 0 B

Kepala Sekolah/Madrasah
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Lampiran 6:

Contoh Daftar Hadir

Daftar Hadir

No Nama Jenis Umur/ Jabatan Tanda-
' Kelamin | Pendidikan tangan
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Lampiran 7:

Penetapan Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah

(Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah,
Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

Calon anggota Komite Sekolah/Madrasah yang disepakati selama musyawarah atau mendapat
dukungan suara terbanyak melalui pungutan suara, secara langsung menjadi anggota komite
sekolah/madrasah sesuai dengan jumlah anggota yang disepakati dari masing-masing unsur.
Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Kepala
Satuan Pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Komite Sekolah/Madrasah.

Pengurus dan anggota komite terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan Dinas
Pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, Komite Sekolah/Madrasah dapat
dikukuhkan oleh pejabat pemerintah setempat. Misalnya Komite Sekolah/Madrasah untuk
SD dan SLTP dikukuhkan olen Camat dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
untuk SMU/SMK dikukuhkan oleh Kepala Dinas P & K Kabupaten/Kota.
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2. MawesDin
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Komite Sekolah/Madrasah

Komite Sekolah/Madrasah adalah institusi penting yang dibentuk untuk menjadi mitra
sekolah/madrasah dalam mengembangkan sekolah/madrasah. Komite Sekolah/Madrasah,
merupakan representasi dari komunitas sekolah/madrasah. Lembaga ini merupakan institusi
yang tepat untuk menyuarakan apa yang diinginkan oleh para orang tua murid dan pihak-
pihak lain ke sekolah/madrasah atau sebaliknya. Namun pada kenyataannya, saat ini
kebanyakan komite sekolah/Madrasah belumlah bisa mengemban tugas tersebut. Ini
disebabkan karena persoalan internal di dalam komite sekolah/madrasah sendiri dan karena
ketidak-mengertian pihak-pihak yang berhubungan dengan Komite Sekolah/Madrasah. Hanya
Komite Sekolah/Madrasah yang kuat dan mendapatkan tempat yang selayaknya yang bisa
mengemban peran yang telah ditentukan.

Tabel-tabel berikut ini (lampiran 1) diperlukan untuk mengetahui kondisi komite
sekolah/madrasah dan perannya dalam mendukung sekolah/madrasah dalam tiga tahun
terakhir. Dengan mengetahui kondisi komite sekolah/madrasah, maka bisa dipikirkan
program-program untuk memperkuat mereka, sehingga dengan demikian peran mereka dalam
mendukung sekolah/madrasah bisa semakin meningkat.

Modul ini akan membantu anggota/calon anggota komite sekolah/madrasah untuk melihat
kondisi komite sekolah/madrasah yang ada. Harapan ke depan, berdasarkan kegiatan mawas
diri tersebut, komite sekolah/madrasah akan bisa memperbaiki diri.

Alat dan Bahan yang dibutuhkan
1. Format mawas diri

2. Kertas plano, spidol, lakban, papan tulis

Metode
1. Mawas diri individu

2. Diskusi sekolah/madrasah untuk membahas hasil mawas diri individu

3. Menyusun rencana peningkatan mutu komite sekolah/madrasah
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Kegiatan 1: Mawas Diri Individu

Bagikan format mawas diri (lampiran 1) kepada seluruh anggota komite
sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasan dan guru-guru. (Jika komite
sekolah/madrasah hanya terdiri dari beberapa orang, bagikan format mawas diri
kepada beberapa orang tua murid yang berpotensi menjadi komite sekolah/madrasah).

Jelaskan bagaimana cara mengisi format tersebut. (Bahas bersama salah satu pokok
yang ada sampai membuat kesimpulan).

Minta mereka untuk merenungkan sebelum mengisi. Jelaskan kepada mereka bahwa
mereka mempunyai waktu satu minggu.

Sampaikan kepada mereka bahwa sekolah/madrasah akan mengadakan pertemuan
untuk membahas komite sekolah/madrasah pada tanggal X bulan Y (sebaiknya
minimal satu minggu setelah format dibagikan).

Ingatkan kepada mereka bahwa mereka harus membawa format yang sudah diisi pada
saat pertemuan nanti.
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Kegiatan 2: Diskusi Sekolah/Madrasah
untuk Membahas Hasil Mawas Diri

Individu

1. Buka pertemuan dengan permainan ’Melukis pasangan sedetail mungkin® (lihat
lampiran 2). Pajang hasilnya.

2. Diskusikan pokok-pokok yang ada dalam format mawas diri dengan cara masing-
masing peserta menulis hasil kesimpulannya pada kertas metaplan. Bahas semua
kesimpulan dan buat kesepakatan yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
dari komite sekolah/madrasah.

1
2.
3.
4

Pokok-pokok Mawas Diri

Keorganisasian Komite Sekolah

1. Pembentukan dan tata kerja
2.
3.

Hubungan Komite Sekolah dengan Orang Tua Peserta Didik

Komposisi anggota
Pertemuan anggota

Peran Komite Sekolah

Pemberi Pertimbangan
Pendukung
Pengontrol

Mediator

3. Setelah pokok demi pokok didiskusikan, beri kesempatan kepada masing-masing

peserta kalau masih ada komentar-komentar tambahan. Catat komentar mereka.
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Kegiatan 3: Menyusun Rencana
Peningkatan Kualitas Komite
Sekolah/Madrasah

Diskusikan dengan peserta, pada bagian mana komite sekolah/madrasah mereka
memerlukan peningkatan kualitas?

Tanyakan: Apakah komite sekolah/madrasan mempunyai rencana untuk
meningkatkan kualitasnya?

Tanyakan: Jika ada program yang bisa membantu meningkatkan kualitas komite
sekolah/madrasah, apakah mereka bersedia? Apakah mereka bisa menyediakan
waktu?

Jika mereka sepakat meningkatkan kualitas komite sekolah/madrasah, ajak mereka
untuk melihat kembali hasil mawas diri dan cocokkan hasil tersebut dengan pokok-
pokok pelatihan yang bisa mereka dapatkan, sebagai berikut:

Pokok-pokok Mawas diri | Pilihan | Pokok-pokok Pelatihan
Keorganisasian Komite Organisasi Komite
Sekolah/Madrasah Sekolah/Madrasah dan AD/ART

Program Kerja Komite
Sekolah/Madrasah
Hubungan Komite Partisipasi, transparansi dan
Sekolah/Madrasah dengan akuntabilitas
Orang Tua Peserta Didik dan
Masyarakat
Menjaring Aspirasi Masyarakat
Kemitraan
Pendanaan alternatif
Musrenbang Desa/Kelurahan
Sumber-Sumber Pendanaan Sekolah
Peran Komite Sekolah/Madrasah Memakai RKS/M sebagai acuan

kerja

Pembukuan sederhana

Identifikasi sumber-sumber belajar

5. Minta mereka untuk memilih pokok-pokok pelatihan yang menurut mereka sangat

penting untuk dilakukan.
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6. Jelaskan bahwa satu pelatihan memerlukan kira-kira tiga jam pertemuan. Sesudah
pertemuan tersebut akan ada kegiatan yang harus mereka lakukan di tingkat
sekolah/madrasah atau komite sekolah/madrasah.

7. Sepakati kapan waktu masing-masing pelatihan.
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Lampiran 1:
Format Mawas Diri

Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah

1. Pembentukan dan Tata Kerja

Tabel 1: Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah — Pembentukan dan Tata Kerja

Pembentukan dan Tata kerja Ya Tidak
1 Apakah anggota komite sekolah mengerti tujuan, peran dan
' fungsi sebagai Komite Sekolah/Madrasah?
’ Apakah anggota komite sekolah/madrasah dipilih secara
' demokratis?
3 Apakah Komite Sekolah/Madrasah memiliki  struktur

organisasi?

4. Apakah Komite Sekolah/Madrasah memiliki AD/ART?

Jika "Ya’, apakah AD/ART tersebut disusun secara

S partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan?

5 Apakah Komite Sekolah/Madrasah mempunyai program
’ kerja?

5 Jika "Ya’, apakah Program Kerja disusun berdasarkan

RKS/M?

8. Apakah ada laporan pertanggungjawaban?

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris (1) sampai (8), isilah dengan tanda (V) sesuai jawaban Anda
mengenai berbagai hal terkait pembentukan dan tata kerja komite sekolah/madrasah

2. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan
tuliskan pada kotak kesimpulan

Kesimpulan:
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2. Komposisi Anggota

Tabel 2: Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah — Komposisi Anggota

Komposisi Anggota L P Jml

Orang Tua peserta didik mampu

Orang Tua peserta didik kurang mampu

Ahli Pendidikan

Tokoh Masyarakat

AR e B A

Yang Berpotensi Sebagai Donor

Keterangan:
L = Laki-laki; P = Perempuan; Jml = Jumlah

Jika ada anggota komite yang masuk pada beberapa kelompok (misalnya: orang tua murid
mampu sekaligus tokoh masyarakat) pilih salah satu saja yang paling menonjol.

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris (1) sampai (5), isilah jumlah anggota pengurus komite
sekolah/madrasah menurut kelompoknya sebagaimana tertulis pada kolom (1)

2. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.

Kesimpulan:
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3. Pertemuan Anggota
Tabel 3: Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah — Pertemuan Anggota

Pertemuan Anggota

Ya Tidak

1. | Adakah pertemuan anggota yang terjadwal?

tahun ?

Jika "Ya", berapa kali pertemuan dilakukan dalam satu -

a.

Satu kali

. Dua kali

. Tiga kali

Empat kali

b
c
d.
e. Lebih dari empat

(sebutkan): ................l

kali

2. | Pertemuan tidak terjadwal

3. | Tidak ada pertemuan

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris (1) sampai (3), termasuk sub-baris, isilah dengan tanda (\) sesuai
keadaan nyata mengenai pertemuan anggota komite sekolah/madrasah,

2. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.

Kesimpulan:
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Hubungan Komite Sekolah/Madrasah dengan Orang Tua Peserta Didik

Tabel 4: Hubungan Komite Sekolah/Madrasah dengan Orang Tua Peserta Didik

1. Pertemuan Ya | Tidak

Apakah ada pertemuan terjadwal dengan Orang Tua Peserta

Didik?

1) Jika "Ya”, berapa kali pertemuan dalam satu tahun ? _
a. Satu kali
b. Dua Kkali
c. Tiga kali

d. Empat kali

e. Lebih dari empat kali (sebutkan): ............cccccovrnnnnne

Pertemuan dengan Orang Tua Peserta Didik dilakukan tidak
terjadwal

3. Tidak ada pertemuan dengan Orang Tua Peserta Didik

2. Topik/materi yang dibahas dalam pertemuan

Prestasi belajar murid

Peningkatan proses pembelajaran

Kondisi fisik sekolah/madrasah

Program kerja Komite Sekolah/Madrasah

Al |lw|d|F

Lainnya (sebutkan): .............uevevvieereeieeereeeieeereereereeeeene.

3. Pelaporan kepada Orang Tua Peserta Didik

1. | Pelaporan pelaksanaan program kerja

1) Frekuensi pelaporan:

a. Pelaporan dilakukan per tahun

C. Lain-lain (sebutkan): ..........cccoooiiiiiiiiiic

2. Pelaporan keuangan

1) Frekuensi pelaporan:

b. Pelaporan dilakukan per semester

a. Pelaporan dilakukan per tahun

b. Pelaporan dilakukan per semester

c. Lain-lain (sebutkan): ..........cccoviiiiiiiiiii e

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris pada tabel tersebut isilah dengan tanda (\) sesuai keadaan nyata
mengenai hubungan Komite Sekolah/Madrasah dengan Orang Tua Murid, untuk
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aspek pertemuan, topik/materi yang dibahas dalam pertemuan, dan pelaporan kepada
Orang Tua Murid, dengan cara sebagai berikut:

l.a pada kolom (3) untuk jawaban “Ya”, atau

1.b pada kolom (4) untuk jawaban "Tidak”.

2. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.
Kesimpulan:
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Peran Komite Sekolah/Madrasah

1. Pemberi Pertimbangan

Tabel 5: Peran Komite Sekolah/Madrasah — Pemberi Pertimbangan

Pemberi Pertimbangan Ya | Tidak
1 Apakah anggota komite sekolah/madrasah mengerti
' perannya sebagai pemberi pertimbangan?
2 Memberi pertimbangan secara aktif dalam penyusunan
___ | RKS/M
3 Memberi pertimbangan secara aktif dalam penyusunan
" | RKAS/M

4, Memberi pertimbangan dalam pelaksanaan program

5. Memberi pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya:

1) SDM

2) Sarana Prasarana

3) Anggaran

4) Memberi pertimbangan lainnya (sebutkan):

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris pada tabel tersebut isilah dengan tanda (V) sesuai keadaan nyata
mengenai peran komite sekolah/madrasah sebagai pemberi pertimbangan.

2. Dimungkinkan untuk menambah baris baru untuk jenis pertimbangan yang belum tertera
pada tabel tersebut.

3. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.

Kesimpulan:
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2. Pendukung

Tabel 6: Peran Komite Sekolah/Madrasah — Pendukung

Pendukung Ya Tidak

1 Apakah anggotg komite sekolah/madrasah mengerti

perannya sebagai pendukung sekolah/madrasah?
2. | Bentuk dukungan: _

1) Gagasan/pemikiran

2) Pendanaan

3) Barang

4) Jasa (misalnya mendesain pembangunan WC)

5) Tenaga kerja
3. | Tujuan dukungan: -

1) Pembelajaran

2) Peserta didik

3) Personalia

4) Sarana prasarana

5) Keuangan

6) Hubungan dengan masyarakat

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris pada tabel tersebut isilah dengan tanda (\) sesuai keadaan nyata
mengenai peran komite sekolah/madrasah sebagai pendukung sekolah/madrasah.

2. Jelaskan dengan rinci bentuk dukungan yang diberikan pada lembar kertas terpisah.

3. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.
Kesimpulan:
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3. Pengontrol

Tabel 7: Peran Komite Sekolah/Madrasah — Pengontrol

3. Pengontrol Ya | Tidak

Apakah anggota komite sekolah/madrasah mengerti perannya
sebagai pengontrol sekolah/madrasah?

2. | Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RKS/M

3. | Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RKAS/M

Melakukan monitoring terhadap output pendidikan di
4. )
sekolah/madrasah:

1) Hasil evaluasi belajar

2) Angka mengulang sekolah/madrasah

3) Angka bertahan sekolah/madrasah

4) Angka partisipasi sekolah/madrasah

5. | Mendapat laporan keuangan sekolah/madrasah

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris pada tabel tersebut isilah dengan tanda (\) sesuai keadaan nyata
mengenai peran komite sekolah/madrasah sebagai pengontrol sekolah/madrasah.

2. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.

Kesimpulan:
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4. Mediator (Penghubung)

Tabel 8: Peran Komite Sekolah/Madrasah — Mediator (penghubung)

4. Mediator (Penghubung) Ya | Tidak
Apakah anggota komite sekolah mengerti perannya sebagai
1. mediator antara sekolah/madrasah dengan para pemangku
kepentingan?
Menyampaikan usulan-usulan dari Orang Tua Peserta Didik
2.
ke sekolah/madrasah
Membantu  hubungan dengan Dinas/Cabang Dinas
3. o
Pendidikan
4. Membantu hubungan dengan berbagai Dinas yang lain
5. Membantu hubungan dengan aparat desa/kelurahan
5 Membantu hubungan dengan tokoh masyarakat/tokoh
' agama
7. Membantu hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri

Cara Pengisian:

1. Untuk setiap baris pada tabel tersebut isilah dengan tanda (V) sesuai keadaan nyata
mengenai  peran  komite sekolah/madrasah  sebagai mediator antara
sekolah/madrasah dengan para pemangku kepentingan.

2. Simpulkan hal-hal yang menonjol, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan tuliskan
pada kotak kesimpulan.

Kesimpulan:
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Lampiran 2:

Melukis Pasangan Sedetail Mungkin

Langkah-langkah:
1. Buat kelompok 2 (dua) orang.
2. Minta peserta untuk menggambar pasangannya sedetail mungkin.

3. Setelah selesai, berikan gambar kepada si empunya wajah. Minta si empunya wajah
untuk memberi komentar, apakah detail yang ada sudah menggambarkan ciri khusus
yang diharapkan muncul.

Refleksi:

1. Mengapa gambar dari pihak lain seringkali tidak menggambarkan kondisi kita
sesungguhnya?

2. Mana lebih menyenangkan dipotret orang lain atau menggambarkan diri sendiri?

3. Mengapa mawas diri lebih bermanfaat dalam membangun diri daripada masukan dari
pihak lain?
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Bagian lll: Penguatan
Keorganisasian Komite
Sekolah/Madrasah
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1. Orgnisesi Kormite Sekolah en AD/ART

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah
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Pengantar

Dukungan dan peranserta masyarakat yang lebih optimal sangat dibutuhkan untuk mencapai
tujuan pendidikan di masing-masing sekolah/madrasah. Pemerintah telah menyediakan wadah
bagi masyarakat untuk berperanserta dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah. Wadah
tersebut adalah KOMITE SEKOLAH/MADRASAH. Berbeda dengan wadah-wadah sejenis
sebelumnya, Komite Sekolah/Madrasah tidak berada dalam sub-ordinasi kepala
sekolah/madrasah. Komite Sekolah/Madrasah adalah wadah yang independen, wadah yang
setara dengan dewan pendidik. Dengan sifatnya yang independen tersebut komite
sekolah/madrasah mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi wadah aspirasi
masyarakat dalam memajukan sekolah/madrasah.

Sebagai wadah yang independen, Komite Sekolah/Madrasah memerlukan organisasi yang
baik. Komite Sekolah/Madrasah harus mempunyai sistem di dalam dirinya yang mengatur
hubungan di dalam dan hubungan komite sekolah/madrasah dengan pihak luar. Oleh sebab itu
Komite Sekolah/Madrasah harus mengembangkan struktur organisasi, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga. Komite Sekolah/Madrasah juga perlu mempunyai program Kerja
sebagai pegangan untuk menjalankan mandatnya.

Tujuan

1. Peserta memahami arti penting struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah

2. Peserta memiliki keterampilan untuk membuat dan memperbaiki AD/ART Komite
Sekolah/Madrasah.

Waktu
210 menit

Peserta
Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Penataan Ruangan

Ruangan bisa diatur sebagai berikut: Huruf U dan mungkin hanya duduk dengan bangku saja.

Alat dan Bahan
1. Contoh-contoh susunan struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah
2. Draf AD/ART

Metode
1. Curah pendapat
2. Diskusi kelompok
3. Presentasi
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Kegiatan 1. Keorganisasian

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, metode, dan waktu dari sesi ini.
2. Peserta dibagi menjadi kelompok kecil (4-5 orang), untuk mendiskusikan perihal
keorganisasian dan struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah.

Pertanyaan diskusi:

a) Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah?

b) Mengapa struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah penting?

c) Bidang-bidang apa saja yang seharusnya ada di struktur organisasi Komite
Sekolah/Madrasah Anda?

d) Mengapa bidang-bidang tersebut dianggap penting?

e) Bagaimana tata hubungan antara komite sekolah/madrasah dengan: dewan
pendidik, orang tua peserta didik, masyarakat, dinas pendidikan, yayasan, dan
dewan pendidikan?

f) Gambarkan struktur organisasi Komite Sekolah/Madrasah?

3. Masing-masing kelompok diminta memajang hasil diskusinya.

4. Setiap kelompok diminta mempresentasikan satu pertanyaan dan kelompok lain
memberi tanggapan apabila berbeda pendapat.

5. Fasilitator memberikan penegasan (kesimpulan) hasil diskusi masing-masing
kelompok.
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Kegiatan 2: Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART)

=

Mulailah sesi dengan menjelaskan tujuan sesi.
2. Tanyakan kepada peserta:

o Apakah AD/ART itu?

e Apabeda AD dan ART?

3. Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok beranggotakan tiga orang. Minta mereka
mendiskusikan hal di bawah ini satu per satu. Setiap selesai satu pertanyaan, masing-
masing kelompok membagikan pendapatnya kepada kelompok lain. (Jika ada
kelompok yang pendapatnya sudah sama, tidak perlu disampaikan). Catat semua
pendapat kelompok dan simpulkan.

e Mengapa organisasi komite sekolah/madrasah memerlukan AD/ART?
e Apasajaisi AD dan ART?

e Siapa yang harus menyusun AD/ART?

e Siapa dan di mana seharusnya mensahkan AD/ART?

4. Fasilitator menanyakan kepada peserta apakah komite sekolah/madrasahnya telah
memiliki AD dan ART.

5. Fasilitator meminta kepada peserta untuk berkelompok sesuai dengan
sekolah/madrasah masing-masing.

6. Fasilitator meminta kepada kelompok untuk merancang draf kerangka AD dan ART.
Jika Komite Sekolah/Madrasah sudah memiliki AD/ART, mintalah mereka untuk
melihat kembali apakah AD/ART yang ada sudah sesuai?

7. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan
kelompok lain memberikan tanggapan.

8. Fasilitator memberikan penegasan dari hasil diskusi masing-masing kelompok.

9. Fasilitator membagikan hal minimal yang harus ada pada AD/ART Komite
Sekolah/Madrasah kepeda setiap kelompok.

10. Mintalah masing-masing sekolah/madrasah untuk merancang pertemuan guna

menyusun AD/ART (tempat, waktu dan peserta harus jelas).
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Lampiran:

Pokok-Pokok Minimal yang Harus Ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga Komite Sekolah (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002)

ANGGARAN DASAR

Nama dan tempat kedudukan

Dasar, tujuan, dan kegiatan

Keanggotaan dan kepengurusan

Hak dan kewajiban anggota pengurus

Keuangan

Mekanisme kerja dan rapat-rapat

Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus
Rincian tugas Komite Sekolah

Mekanisme rapat

Kerjasama dengan pihak lain

Ketentuan penutup
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2. Program Kerja Komite Sekolah
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Program Kerja Komite
Sekolah/Madrasah

Sebagai organisasi yang mempunyai peran sangat penting, Komite Sekolah/Madrasah perlu
mempunyai program kerja yang jelas. Program kerja yang jelas akan membantu komite
sekolah/madrasah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, seperti yang
diamanatkan dalam Kepmendiknas 044/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan
Pendidikan. Program kerja tersebut haruslah mencakup keempat peran Komite
Sekolah/Madrasah.

Modul ini disusun untuk membantu Komite Sekolah/Madrasah menyusun Progran Kerja yang
baik. Program kerja itu mengacu pada peran dan fungsi komite dan mendukung pelaksanaan
program kerja sekolah/madrasah yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
(RKS/M) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
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Kegiatan 1: Apa itu Program Kerja?

Pengantar

Setiap organisasi mempunyai peran untuk dijalankan. Supaya organisasi bisa menjalankan
perannya dengan baik, organisasi perlu menata cara kerjanya. Salah satu alat yang sangat
berguna dalam menata cara kerja organisasi adalah program kerja atau rencana kerja.

Tujuan
1. Peserta mengetahui apa itu program kerja dan pentingnya program Kkerja bagi
organisasi

2. Peserta paham mengapa komite sekolah/madrasah perlu menyusun program kerja
3. Peserta paham hubungan antara program kerja Komite Sekolah/Madrasah dengan
Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M)

Metode
Game, diskusi

Waktu
45 menit

Peserta

Peserta dalam modul ini adalah kepala sekolah/madrasah, guru dan anggota komite
sekolah/madrasah

Bahan & Alat
1. Ruang yang cukup lapang dengan kursi dan meja yang mudah dipindahkan

2. Papan tulis, spidol, kertas HVS fotokopi, kertas plano

Langkah-langkah:

1. Main game: Bagilah peserta menjadi dua kelompok. Minta mereka berbaris saling
berhadapan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter atau merapat ke dinding. Bagikan
kertas fotokopi masing-masing satu lembar per peserta. Minta mereka untuk melipat
kertas dan menembak pasangan yang berada di barisan lawan. Siapa yang paling
cepat menembak lawan, mereka yang menang. (Biasanya mereka akan membuat
lipatan kapal terbang dan mencoba menembak).
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Jika sudah ada satu atau dua orang yang tertembak, mintalah masing-masing barisan
mendiskusikan bagaimana cara tercepat untuk menembak lawan. (Biasanya mereka
akan membuat bola dari kertas masing-masing dan melempar ke lawannya).

Diskusikan mengapa setelah berdiskusi (kelompok membuat rencana), kelompok
menjadi lebih berhasil?

2. Diskusikan mengapa Komite Sekolah/Madrasah perlu membuat program kerja?
Beri penjelasan pentingnya program kerja. (Pakai pengalaman permainan di atas).

4. Beri penjelasan singkat tentang RKS/M dan RKAS/M (sekadar untuk menyegarkan
peserta).

5. Mintalah kepada peserta untuk mendiskusikan bagaimana seharusnya hubungan
antara program kerja komite dengan RKS/M/RKAS/M?

6. Minta salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi dan kelompok lain
menambahkan hasil mereka yang belum dijelaskan oleh kelompok lainnya.
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Kegiatan 2: Lima Area Program Kerja
Komite Sekolah/Madrasah

Pengantar

Program kerja Komite Sekolah/Madrasah haruslah mengacu pada peran yang diembannya.
Dalam Kepmendiknas 044/U/2002, dijelaskan bahwa Komite Sekolah/Madrasah memiliki
empat peran, yaitu sebagai: (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengontrol, dan (4)
penghubung. Tentu saja keempat peran tersebut dijalankan dalam kerangka Rencana Kerja
Sekolah/Madrasah (RKS/M) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah
(RKAS/M).

Selain dari keempat peran tersebut, Komite Sekolah/Madrasah juga perlu meningkatkan
kinerja organisasinya. Oleh sebab itu program kerja komite sekolah/madrasah sebaiknya juga
mencakup aspek keorganisasian komite sekolah/madrasah.

Tujuan

1. Peserta mengetahui area program kerja komite sekolah/madrasah
2. Peserta paham format program kerja komite sekolah/madrasah
3. Peserta bisa membuat program kerja

Metode
Penjelasan, diskusi

Waktu
60 menit

Peserta

Peserta dalam modul ini adalah kepala sekolah/madrasah, guru dan anggota komite
sekolah/madrasah

Bahan & Alat
1. Ruang yang cukup lapang dengan kursi dan meja yang mudah dipindahkan

2. Papan tulis, spidol, kertas HVS fotokopi, kertas plano
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Langkah-langkah Fasilitasi:

1.

10.

Jelaskan kepada peserta tentang peran Komite Sekolah/Madrasah (sekadar untuk
menyegarkan kembali); Bisa juga dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta
tentang peran Komite Sekolah/Madrasah.

Tanyakan kepada peserta peran demi peran, apa yang telah mereka kerjakan di
sekolah/madrasah. Catat hasilnya di kertas plano.

Bagikan kinerja kegiatan komite sekolah/madrasah (Lampiran 3). Beri kesempatan
kepada mereka sekitar 10 menit untuk mempelajarinya. Diskusikan.

Jelaskan kembali hasil diskusi di kegiatan 1 tentang hubungan antara program kerja
komite dengan RKS/M atau RKAS/M.

Ajak mereka untuk melihat hasil mawas diri yang juga termuat di Profil
Sekolah/Madrasah kategori 7 (peranserta masyarakat dan kemitraan). Lihatlah apa-
apa yang perlu dibenahi dari masing-masing area. (Misalnya, bagian keorganisasian
belum ada AD/ART, sehingga program kerja yang perlu adalah menyusun AD/ART,
dsb.)

Ajak mereka melakukan analisis dan membuat prioritas dari masing-masing area
dengan format Analisis (Lampiran 1). Dalam melakukan analisis dan menentukan
prioritas, gunakan hasil mawas diri (yang juga tercantum di Profil Sekolah/Madrasah
kategori 7), program-program yang ada di RKT, dan Indikator Kegiatan Operasi
Komite Sekolah/Madrasah.

Bagikan format Program Kerja Sekolah/Madrasah (Lampiran 2). Diskusikan.

Bagilah peserta menjadi kelompok sekolah/madrasah. Minta mereka untuk mencoba
membuat program kerja dengan memilih salah satu area. (Sebaiknya setiap kelompok
memilih area yang berbeda.)

Pandulah mereka dalam mengisi target. Target adalah apa yang akan mereka hasilkan
setelah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Misalnya, untuk
area keorganisasian: Komite Sekolah/Madrasah baru, terbentuk. Ada AD/ART.

Minta masing-masing kelompok menukarkan hasilnya ke kelompok lain secara
bergilir (teknik belanja).

Catatan: Karena waktu yang tidak memadai, setiap sekolah/madrasah hanya
punya pengalaman menyusun satu area saja.

Pada akhir sesi, tanyakan kepada peserta apakah ada komite sekolah yang
berminat untuk menyusun program kerja. Jika ada, sepakati kapan Anda akan
datang untuk mendampingi
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Lampiran 1:

Format Analisis Kondisi Komite Sekolah/Madrasah dan Membuat Prioritas

Area 1: Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah

No | Kondisi terkini Tantangan Usulan program Prioritas
Area 2: Peran Sebagai Pemberi Pertimbangan
No | Kondisi terkini Tantangan Usulan program Prioritas
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Area 3: Peran Sebagai Pemberi Dukungan

No | Kondisi terkini Tantangan Usulan program Prioritas
Area 4. Peran Sebagai Pengontrol

No | Kondisi terkini Tantangan Usulan program Prioritas
Area 5: Peran Sebagai Penghubung

No | Kondisi terkini Tantangan Usulan program Prioritas
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Lampiran 2:

Format Program Kerja

Program Kerja Komite Sekolah/Madrasah
SD/MI

Tahun Ajaran

Keorganisasian Komite Sekolah/Madrasah

Target:
1.
2.
3.
No | Kegiatan Penanggung Bulan
Jawab Jul Agus | Sep Okt | Nop | Des Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun
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Memberi Pertimbangan

Target:
1.
2.
3.
No | Kegiatan Penanggung Bulan
Jawab Jul Agus | Sep Okt | Nop | Des Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun
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Pemberi Dukungan

Target:
1.
2.
3.
No | Kegiatan Penanggung Bulan
Jawab
Jul Agus | Sep Okt | Nop | Des Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun
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Pengontrol

Target:
1.
2.
3.
No | Kegiatan Penanggung Bulan
Jawab
Jul Agus | Sep Okt | Nop | Des Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun
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Menjadi Penghubung

Target:
1.
2.
3.
No | Kegiatan Penanggung Bulan

Jawab

Jul Agus | Sep Okt | Nop | Des Jan Feb Mar | Apr | Mei Jun

...................... peeenyenenn, 200,

(Sekretaris Komite Sekolah/Madrasah)

(Ketua Komite Sekolah/Madrasah)
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Lampiran 3:

Indikator Kegiatan Operasi Komite Sekolah/Madrasah

No Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator
Sekolah/Madrasah Pendidikan
1 | Badan Pertimbangan Perencanaan Mengidentifikasi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat
(Advisory Agency) Sekolah/Madrasah Memberi masukan untuk penyusunan RKS/M atau RKAS/M
Menyelenggarakan rapat RKS/M/ atau RKAS/M (sekolah/madrasah, orang tua
peserta didik, masyarakat)
Memberi pertimbangan perubahan RKAS/M
Ikut mengesahkan RKS/M atau RKAS/M (bersama kepala sekolah/madrasah)
2. Pelaksanaan Program: Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di
A Kurikulum sekolah/madrasah
b. PBM Memberi masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru
c. Penilaian
3. Pengelolaan Sumberdaya Mengidentifikasi potensi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat
Pendidikan: Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat
a. SDM diperbantukan di sekolah/madrasah
b. Sarana dan Prasarana Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat
¢. Anggaran diperbantukan di sekolah/madrasah
Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di
sekolah/madrasah
2 | Badan Pendukung | 1. Pengelolaan Sumberdaya Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah/madrasah
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No Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator
Sekolah/Madrasah Pendidikan
(Supporting Agency) b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di
sekolah/madrasah

c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan

Pengelolaan sarana dan a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah/madrasah

prasarana b. Mobilisasi bantuan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
¢. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah/madrasah
d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah/madrasah

Pengelolaan anggaran a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah/madrasah
b. Memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah/madrasah
¢. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di

sekolah/madrasah
d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah/madrasah
3 | Badan Pengontrol Mengontrol perencanaan a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah/madrasah
(Controling Agency) pendidikan di b. Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah/madrasah

sekolah/madrasah
c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah/madrasah
d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah/madrasah
e. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah/madrasah

Memantau pelaksanaan a. Memantau organisasi sekolah/madrasah

program sekolah/madrasah b. Memantau penjadwalan program sekolah/madrasah
¢. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah/madrasah
d. Memantau sumber daya pelaksanaan program sekolah/madrasah
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No Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator
Sekolah/Madrasah Pendidikan
e. Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan program
sekolah/madrasah

Memantau output a. Memantau hasil ujian akhir

pendidikan b. Memantau angka partisipasi sekolah/madrasah
c. Memantau angka mengulang sekolah/madrasah
d. Memantau angka bertahan di sekolah/madrasah

4 | Badan Penghubung Perencanaan a. Menjadi penghubung antara sekolah/madrasah dengan masyarakat,
(Mediator Agency) sekolah/madrasah dengan Dewan Pendidikan

b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan
¢. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah/madrasah

Pelaksanaan program a. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah/madrasah kepada masyarakat
b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah/madrasah
¢. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program

sekolah/madrasah

d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat

Pengelolaan sumberdaya a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah/madrasah

pendidikan b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat
¢. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah/madrasah
d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat
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Bagian IV: Penguatan
Hubungan Komite
Sekolah/Madrasah
Dengan Orang Tua Murid
dan Masyarakat
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1 Partisipesi, Transparansi, cenAkunigbilites
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Pengantar

Kata partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sesungguhnya adalah bagian-bagian yang
termaktub di dalam bahasan Good Governance atau sering diindonesiakan menjadi “tata
layanan yang baik”. Sejak era keterbukaan di Indonesia, ketiga kata ini menjadi kata paling
populer dalam setiap diskusi di hampir semua tingkatan masyarakat.

Di ranah pendidikan, ketiga kata tersebut juga sering didiskusikan. Ketiganya sangat mudah
dan enak untuk didiskusikan tapi begitu sulit diimplementasikan. Hakikat Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) juga meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk
mengawal dunia pendidikan ke arah peningkatan kualitas yang lebih baik. Perubahan
paradigma dari sistem pendidikan sentralistik yang kaku, birokratis, dan otoriter di masa lalu,
ke sistim pendidikan yang desentralistik, membutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup
oleh segenap pemangku kepentingan pendidikan untuk mensosialisasikan secara intensif ke
berbagai pihak.

Dalam proses menggulirkan ketiga prinsip di atas diharapkan mengedepankan prinsip
kemandirian, keluwesan dan fleksibilitas melalui komunitas pendidikan di sekolah/madrasah.
Karena hal ini menjadi bagian dari hakikat MBS, maka secara bertahap komunitas
sekolah/madrasah perlu difasilitasi untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong
terciptanya suasana partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai aspek pada
komunitas sekolah/madrasah.

Dari sudut pandang regulasi, pada beberapa aturan yang berkenaan dengan pendidikan juga
sudah mengapresiasi ketiga hal di atas, di antaranya UU. No. 20 tahun 2003, PP. No. 19 tahun
2005, UU. No. 23 tahun 2003. Karena itu komunitas sekolah/madrasah juga dirasa perlu
memperolah informasi tentang regulasi yang terkait ketiga hal di atas, yang diharapkan dapat
mendukung terciptanya dinamika di sekolah/madrasah yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.

Manual (modul) ini, mencoba memetakan pemahaman komunitas pendidikan di
sekolah/madrasah secara partisipatif. Diharapkan pemetaan ini dapat menggali pemahaman
peserta pelatihan/pendampingan dalam hal pengertian dan bentuk implementasi partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas di sekolah/madrasah.
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Tujuan

1.
2.

3.

Waktu

Peserta mampu merumuskan pengertian partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas,
sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah masing-masing.

Peserta dapat mengidentifikasi praktik-praktik partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas yang perlu dilakukan di sekolah/madrasah.

Peserta mempunyai rencana untuk mengimplementasikan partisipasi, transparansi,
dan akuntabilitas di komunitas sekolah/madrasah.

180 menit efektif

Peserta
Komite sekolah/madrasah dan dewan pendidik

Penataan Ruangan
Melingkar huruf “U” tanpa pakai meja (bisa pakai kursi atau duduk di lantai)

Alat dan Bahan

1
2.
3.
4
5

Spidol besar,sedang, dan kecil

Kertas plano

Lakban kertas

Power point (bisa ditulis pada kertas plano, papan tulis, dll.)
Cerita kasus

Aktivitas/Metode

1
2.
3.
4

Pengantar singkat (15 menit)

Diskusi kelompok (75 menit)

Presentasi -pleno (60 menit)

Menyimpulkan bersama - curah pendapat (30 menit)
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Kegiatan 1: Pengertian dan Pentingnya

Partisipasi, Transparansi dan

Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah

Langkah-langkah:

1.
2.
3.

Jelaskan maksud dan tujuan sesi.
Bagi peserta menjadi beberapa kelompok (4-5 orang per kelompok).
Minta kelompok (satu kelompok satu pertanyaan) untuk mendiskusikan hal berikut
ini:

a. Partisipasi (arti dan mengapa penting bagi sekolah/madrasah)

b. Transparansi (arti dan mengapa penting bagi sekolah/madrasah)

c. Akuntabilitas (arti dan mengapa penting bagi sekolah/madrasah)
Minta kelompok untuk menulis hasil diskusinya di kertas plano. Hasilnya
dipresentasikan untuk mendapat tanggapan dari peserta lainnya.

Catatan baqi Fasilitator: Untuk mendapat pengertian lebih dalam tentang

Partisipasi lihat lampiran 2
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Kegiatan 2: Identifikasi Praktik-Praktik
Partisipasi, Transparansi dan
Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah

Langkah-langkah:

1. Bagilah peserta menjadi kelompok sekolah/madrasah.

2. Mintalah kelompok untuk menemukenali praktik-praktik partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas di sekolah/madrasah masing-masing yang perlu dilakukan untuk
memperbaiki kinerja sekolah/madrasah dengan menggunakan format seperti tabel di
bawabh ini. Minta kelompok menuliskan hasil diskusinya di kertas plano.

3. Setelah selesai, mintalah kelompok untuk melakukan saling belanja gagasan dan
saling menanggapi. Masing-masing kelompok menunjuk anggotanya untuk menjaga
stand, dan yang lainnya pergi mengunjungi stand kelompok lain.

4. Peserta diminta kembali ke kelompok masing-masing untuk menyempurnakan hasil
kerja kelompoknya.

Praktik Partisipasi yang Praktik Transparansi Praktik Akuntabilitas
perlu dilakukan yang perlu dilakukan yang perlu dilakukan
sekolah/madrasah sekolah/madrasah sekolah/madrasah
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Kegiatan 3: Menyusun Rencana Kerja
Tindak Lanjut

Langkah-langkah:

1. Mintalah peserta untuk berkelompok sesuai asal sekolah/madrasahnya

2. Mintalah peserta untuk mendiskusikan rencana kerja tindak lanjut sekolah/madrasah
sehingga praktik-praktik partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sekolah/madrasah
meningkat

3. Mintalah masing-masing sekolah/madrasah untuk memaparkan hasil diskusi RKTL-
nya

Tabel: Rencana Kerja Tindak Lanjut Sekolah/Madrasah

4 N

Bentuk- Kapan Bagaimana cara Siapa yang
bentuk/praktik Melakukannya? melakukannya? harus
partisipasi di melakukannya?

sekolah/madrasah

-
o

~
)

Bentuk- Kapan Bagaimana Siapa yang harus
bentuk/praktik melakukannya? melakukannya/ melakukannya?
akuntabilitas di Memulainya?

sekolah/madrasah

-
\_

Bentuk- Kapan Bagaimana Siapa yang
bentuk/praktik melakukannya? melakukannya/ harus
transparansi di memulainya? melakukannya?

sekolah/madrasah

\_ )
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Lampiran 1:

Catatan bagi Fasilitator:

Fasilitator bisa memberi tips per definisi atau contoh-contoh lain tentang partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas di sekolah/madrasah

Tips pengertian partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

Partisipasi: kemampuan warga—Ilangsung dan tidak langsung— untuk
mengerti dan bersuara atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan
(politis). Partisipasi mulai dari tingkat rendah (a) berbagi informasi, (b)
konsultasi, lalu ke tingkat yg lebih tinggi, (c) kolaborasi—berbagai peran
dalam pengambilan keputusan dan sumberdaya, dan (d) pemberdayaan—
memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan dan sumberdaya.

Transparansi: kemampuan rakyat/warga untuk (a) memperoleh dan mengerti
informasi tentang pelayanan SD/MI, proses penyusunan anggaran dan
penetapan keputusan biaya; dan (b) memantau atau mengidentifikasikan
secara tepat siapa sebenarnya pembuat keputusan serta apa peran mereka
dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas: berarti kewajiban pembuat keputusan untuk (a) tanggap atas
warga perihal kebutuhan mereka; dan (b) kemampuan warga untuk meminta
pertanggung jawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.
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Lampiran 2:

Tingkat Partisipasi

Tanpa memahami arti yang sesungguhnya dari kata “partisipasi”’, program
atau proyek hanya akan mengulangi model lama, yaitu pendekatan top-
down. Sanchez dan Cash (2003) menyatakan, "Kurangnya pemahaman
yang baik tentang framework partisipasi menyebabkan gagalnya fasilitasi
partisipasi yang lebih luas dan buruknya kualitas proses partisipatif bagi
mereka yang seharusnya berpartisipasi . Samaranayake (2001), mengutip
IHED, mengidentifikasi 8 (delapan) tingkat partisipasi, yaitu:

8. Katalisasi Perubahan

Tingkat ke delapan dalam tingkatan partisipasi perlu ditambahkan di sini,
yaitu keterlibatan dari anggota masyarakat untuk saling mempengaruhi dalam
suasana untuk menginisiasi perubahan.

7. Swa-Mobilisasi

Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif atas prakarsa sendiri, di
luar kehendak institusi, untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan
hubungan dengan pihak luar untuk mendapatkan tambahan sumber daya atau
nasihat teknis, tetapi mereka tetap memegang kontrol terhadap bagaimana
sumber daya digunakan. Seperti kebanyakan swa-mobilisasi atau aksi
bersama, mungkin atau mungkin tidak, mengubah pola distribusi kemakmuran
dan kekuasaan.

6. Partisipasi Interaktif

Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan analisis bersama, yang diarahkan
oleh suatu rencana kerja yang sudah ada untuk membuat institusi baru atau
memperkuat institusi yang sudah ada. Kegiatan ini biasanya melibatkan
berbagai disiplin metodologi dan memperhatikan berbagai pandangan dan
menggunakan suatu proses belajar yang sistematik dan terstruktur. Kelompok
memegang kendali terhadap keputusan lokal, sehingga masyarakat
mempunyai kekuasaan untuk memelihara struktur atau kegiatan.

5. Partisipasi Fungsional

Masyarakat berpartisipasi melalui pembentukan kelompok yang diminta oleh
pihak luar dalam rangka mencapai tujuan proyek yang telah ditetapkan (oleh
orang luar) sebelumnya. Keterlibatan masyarakat tidak terjadi pada saat awal
dari perencanaan proyek melainkan setelah kebijakan-kebijakan utama tentang
proyek tersebut telah diambil. Kelompok yang dibentuk ini biasanya
tergantung kepada pihak fasilitator atau pelaksana proyek, tetapi mungkin saja
menjadi kelompok yang independen di kemudian hari.
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4. Partipasi untuk Mendapatkan Bantuan

Masyarakat berpartisipasi dengan menyediakan sumber dayanya seperti tenaga
kerja, sebagai imbalannya mereka mendapatkan bahan makanan, uang, atau
bantuan lain sebagai imbalannya. Kebanyakan kegiatan penelitian lapangan
(on-farm research) saat ini tergolong pada kategori ini tingkat partisipasinya -
petani menyediakan lahannya untuk demonstrasi tetapi mereka tidak
dilibatkan dalam proses penelitian dan tidak ikut belajar sesuatu dari penelitian
tersebut. Adalah sangat umum menyebut proses seperti di atas sebagai proses
partisipatif, meskipun masyarakat tidak meendapat manfaat apapun ketika
proyek selesai dan bantuan dihentikan.

3. Partisipasi melalui Konsultasi

Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan nasihatnya, sedangkan pihak
luar mendengarkan pandangan masyarakat tersebut. Namun yang menentukan
apa masalah dan bagaimana cara mengatasi masalah yang ada adalah para
profesional dari luar, dengan sedikit penyesuaian berdasarkan pandangan
masyarakat tersebut. Sebagai layaknya suatu proses konsultasi, dalam hal ini
tidak terjadi sedikit pun pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan,
dan para profesional tidak mempunyai kewajiban untuk memakai pandangan
masyarakat sebagai faktor dalam pengambilan keputusannya.

2. Partisipasi melalui Pemberian Informasi

Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti melalui survei dengan menggunakan kuesioner atau metode sejenis.
Biasanya pertanyaannya berupa pertanyaan yang ekstraktif. Masyarakat tidak
mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi hasilnya, karena hasil akhir
tidak pernah disampaikan kembali kepada mereka dan atau dicek
kebenarannya kepada masyarakat.

1. Partisipasi pasif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara mendapat pemberitahuan apa yang
akan terjadi dan yang sudah terjadi. Pengumuman diberikan oleh administratur
proyek tanpa mendengar respon dari masyarakat. Informasi yang diumumkan
adalah informasi yang berasal dari para profesional.
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2. Menjang Aqoresi Masyarakat

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 127



128 Penguatan Komite Sekolah/Madrasah



Pengantar

Komite Sekolah/Madrasah merupakan lembaga yang pembentukannya diletakkan di atas
semangat public participation dengan tujuan mendorong keterlibatan langsung masyarakat
dalam pengembangan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah dalam pengambilan
keputusan. Prinsip tersebut menuntut dipraktekkannya nilai-nilai transparan, akuntabel dan
partisipatif dalam mekanisme maupun dalam menjalankan peran, fungsi dan tanggung
jawabnya.

Secara normatif peran Komite Sekolah/Madrasah menurut Permendiknas No0.044 Tahun
2002, antara lain 1) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan di satuan pendidikan; 2) pendukung baik yang berwujud finansial, maupun
pemikiran dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan; 3) mengontrol dalam
rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan; dan 4) mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan. Untuk
menjalankan peran-peran tersebut, komite sekolah/madrasah harus tahu apa yang menjadi
kehendak dari masyarakat yang diwakilinya.

Dalam rangka menjalankan peran, fungsi dan tanggungjawabnya Komite Sekolah/Madrasah
perlu mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi formal (lembaga-lembaga
pemerintah, perusahaan, donor, LSM, dll.) dan informal (kelompok-kelompok di masyarakat).
Bentuk-bentuk kemitraan yang dikembangkan Komite Sekolah/Madrasah selain bermanfaat
untuk kepentingan mobilisasi dana, juga berguna untuk menjaring aspirasi masyarakat atau
kelompok masyarakat berkaitan dengan pendidikan di sekolah/madrasah.

Penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh komite sekolah/madrasah tersebut bertujuan untuk
mengakomodasi sebanyak mungkin gagasan dan kepentingan berbagai kelompok di
masyarakat terutama kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan dalam pengambilan
keputusan berkaitan dengan pendidikan di sekolah/madrasah. Kelompok-kelompok yang
diabaikan dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan tersebut biasanya mereka yang
rentan secara ekonomi, minoritas (etnis, agama/keyakinan, afiliasi politik, dll.), korban
praktik Kketidakadilan jender dalam masyarakat, korban diskriminasi sosial-politik, peserta
didik dan lain-lain.

Tujuan

Pelatihan menjaring aspirasi ini bertujuan untuk mendorong Komite Sekolah/Madrasah lebih
mampu dalam:

Memahami pentingnya mempertimbangkan aspirasi semua pihak.
Mengidentifikasi media penjaringan aspirasi yang efektif.
Menemukenali persoalan-persoalan kelompok masyarakat.
Membuat rencana penjaringan aspirasi.

pPOONME

Waktu
Waktu 150 menit
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Peserta
Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Seting Ruangan

Pilih ruangan kosong yang cukup luas agar peserta tidak berjubel (berdesakkan). Peserta
diminta untuk duduk melingkar atau setengah lingkaran baik dalam forum besar maupun
dalam kelompok. Seting tersebut berlaku baik bagi peserta duduk di lantai maupun di kursi
dengan meja.

Alat dan Bahan

1. Kertas plano/flips chart

2. Spidol ukuran sedang

3. Lakban kertas

4. OHP/LCD/papan tulis dan kapur

Metode

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Kelompok
3. Check-list dan Kuesioner

Persiapan Fasilitasi

1. Siapkan poster plano-poster plano yang dibutuhkan untuk sesi ini; yaitu: (1)
Pengertian Penjaringan Aspirasi (Box 1), (2) Contoh Bentuk Media Penjaringan
Aspirasi (Box 2).

Siapkan matriks 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan format kertas plano.

3. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang tertera di atas.

N
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Kegiatan 1: Pentingnya

Mempertimbangkan Aspirasi Semua

Pihak (Waktu 60 Menit)

Tujuan

1. Peserta memahami arti penjaringan aspirasi semua pihak.
2. Peserta memahami pentingnya mempertimbangkan aspirasi semua pihak.

Teknik Fasilitasi
Diskusi Kelompok dan Curah Pendapat.

Langkah-langkah:

1.
2.

ok

Jelaskan tujuan dari kegiatan 1.

Tanyakan kepada peserta “apakah penjaringan aspirasi masyarakat penting dilakukan
olen komite sekolah/madrasah?”, “mengapa perlu?”, dan “ mengapa
mempertimbangkan aspirasi semua pihak itu penting bagi kerja-kerja komite
sekolah/madrasah?”

Mintalah peserta membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri 5-6 orang
yang berasal dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan berbeda.

Bagikan kertas plano, spidol dan lakban pada masing-masing kelompok.

Mintalah kelompok (peserta) untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas
berdasarkan pengalaman atau pendapat mereka. Minta mereka menulis hasil diskusi
di atas kertas plano dalam bentuk narasi atau fasilitator bisa menawarkan kolom isian
(seperti Contoh Matriks 1). Ingatkan waktu mereka 30 menit untuk diskusi
kelompok.

Mintalah peserta untuk menempel plano (hasil diskusi) di depan atau tempat yang
bisa dilihat semua peserta. Persilakan masing-masing kelompok mempertanyakan,
minta penjelasan, menyampaikan gagasan dan lain-lain kepada kelompok lain.
Ingatkan waktu mereka 30 menit untuk melakukan hal itu.

Ingatkan pada peserta untuk memulai memikirkan prinsip-prinsip penjaringan
aspirasi masyarakat berdasarkan curah pendapat pada kegiatan 1.

Fasilitator menyimpulkan hasil curah pendapat dan menutup kegiatan 1.

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 131



Contoh Matriks I:

Pengertian (PAM) Alasan (PAM) dilakukan Pemahaman (AM)
Apakah penjaringan aspirasi | Mengapa perlu? Mengapa perlu
masyarakat penting dilakukan mempertimbangkan aspirasi
oleh komite semua pihak?

sekolah/madrasah?

J A w A B A N

Catatan: PAM = Penjaringan Aspirasi Masyarakat

AM = Aspirasi Masyarakat

Bok 1: Pengertian-pengertian

e Menjaring aspirasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Komite
Sekolah/Madrasah untuk menemukenali berbagai bentuk persoalan,
gagasan, kepentingan stakeholder pendidikan/kelompok masyarakat di
satuan pendidikan yang bersangkutan

o Partisipasi masyarakat adalah upaya melibatkan stakeholder atau
masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan,
implementasi, monitoring, dan evaluasi.
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Kegiatan 2: Mengenal Pihak-Pihak yang
Perlu Dipertimbangkan Aspirasinya dan
Cara Penjaringan yang Efektif (\Waktu

25 Menit)

Tujuan
1. Peserta mampu mengidentifikasi siapa saja yang perlu dipertimbangkan aspirasinya.
2. Peserta mampu mengenali kelebihan dan kelemahan berbagai cara penggalian
aspirasi.
3. Peserta mampu menentukan cara penjaringan aspirasi yang sesuai dengan beragam

pemangku kepentingan pendidikan.

Teknik Fasilitasi
Diskusi kelompok dan Curah Pendapat.

Langkah-langkah:

1.
2.

Jelaskan tujuan pada kegiatan 2.

Tanyakan pada peserta “apakah mereka pernah melakukan penjaringan aspirasi
masyarakat?”, “siapa saja yang mereka kumpulkan aspirasinya?”, dan “bagaimana
caranya?”

Minta peserta untuk berbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas
mengidentifikasi siapa saja yang perlu dijaring aspirasinya. (Gunakan matriks II).
Sedangkan kelompok lainnya mengidentifikasi cara-cara yang bisa dipakai untuk
menggali aspirasi’ kelebihan dan kelemahan masing-masing cara tersebut. (Gunakan
matriks I11). Ingatkan waktu mereka 15 menit.

Minta masing-masing kelompok untuk menempel Matriks yang telah diisi di tempat
yang dapat dilihat oleh peserta lain.

Minta masing-masing kelompok untuk mengambil separuh dari daftar dari matriks Il.
Minta mereka untuk memilih cara mana yang paling sesuai untuk menggali aspirasi
pihak-pihak di kelompok mereka. (Gunakan matriks V).

Fasilitator menyimpulkan hasil curah pendapat dan menutup kegiatan 2.
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Matriks Il:

No Siapa yang aspirasinya perlu Mengapa?
dipertimbangkan?

Matriks IlI:

No Cara menjaring aspirasi Kekuatan Kelemahan

1

Matriks IV:

No Siapa yang aspirasinya perlu Cara yang sesuai
dipertimbangkan?
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Kegiatan 3: Membuat Rencana
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
(Waktu 50 Menit)

Tujuan

1.
2.

Peserta mampu membuat rencana penjaringan aspirasi secara efektif.
Peserta mampu mengimplementasikan rencana sesuai dengan harapan.

Teknik Fasilitasi
Diskusi Kelompok

Langkah-langkah:

1.
2.

3.

Jelaskan tujuan kegiatan 3 kepada peserta.

Tanyakan pada peserta “apakah mereka pernah membuat rencana penjaringan
aspirasi?”

Minta kelompok untuk membuat rencana (kegiatan) penjaringan dalam bentuk
matriks rencana; yang sudah pernah membuat, boleh berdasarkan pengalaman
mereka. Ingatkan waktu mereka 30 menit.

Ingatkan pada peserta bahwa setiap rencana setidaknya harus ada beberapa unsur
(tujuan, subjek-sasaran, metode-alat, pelaksana, waktu dan anggaran).

Perlihatkan Contoh Matriks V Rencana Kegiatan penjaringan aspirasi pada peserta.
Minta peserta untuk memperlihatkan rencana kegiatan yang telah mereka buat/tempel
di tempat yang dapat dilihat peserta/kelompok lain.

Minta kelompok lain untuk mengomentari, meminta penjelasan, memberikan
masukan, dan lain-lain kepada “draf” rencana kegiatan penjaringan aspirasi.
Tekankan pada peserta pentingnya prinsip-prinsip penjaringan aspirasi dalam
implementasi rencana.

Contoh Matriks V (Rencana Kegiatan Penjaringan Aspirasi):

No Subjek- Tujuan- Metode- Pelaksana/ Anggaran | Waktu

Sasaran Informasi/ Alat Pelaku
Penjaringan Masukkan Penjaringan
Aspirasi yang Aspirasi
Dibutuhkan
1 Orang tua/Wali
Peserta Didik

2 Tomas/Toga

3 Ahli pendidikan

4 Donatur/DUDI

5 Peserta didik
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Lampiran:

Prinsip-Prinsip Penjaringan Aspirasi

Penjaringan aspirasi selain untuk memperkaya gagasan, menghimpun pendapat
/persoalan/keluhan dan mengenali kemajemukan kepentingan; aktivitas penjaringan aspirasi
juga menjadi salah satu alat komite sekolah/madrasah untuk menjaga komunikasi politik dan
melihat perubahan-perubahan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal
terakhir itu maka prinsip-prinsip penjaringan aspirasi bisa membantu Komite
Sekolah/Madrasah untuk mengelola aspirasi, bersikap terhadap beragam gagasan, dan
kompleksitas hubungan sosial di lingkungan kelompok masyarakatnya. Beberapa prinsip
penjaringan aspirasi yang dianggap penting misalnya:

o akomodatif: komite sekolah/madrasah mau mendengarkan dan memperjuangkan
berbagai masukan kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan.

e artikulatif: komite sekolah/madrasah mampu mentransaksikan kepentingan
kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

o adil: komite sekolah/madrasah bisa memperlakukan beragam latar belakang
kelompok masyarakat dengan cara yang manusiawi.

e berpihak: komite sekolah/madrasah harus berpihak pada kepentingan kelompok
masyarakat, lebih-lebih mereka yang berasal dari kelompok pinggiran.
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3. Kemitraan
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Pengantar

Desentralisasi pendidikan dasar memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi
sekolah/madrasah. Dengan desentralisasi sekolah/madrasah mempunyai kewenangan yang
lebih banyak untuk melakukan pengelolaan sendiri. Artinya tanggung jawab yang dahulu
terpusat, sekarang dikembalikan ke tingkat sekolah/madrasah, paling tidak ke tingkat
kabupaten/kota. Jika dulu semua program, anggaran dan cara-cara pengelolaan
sekolah/madrasah datang dari pusat, sekarang sekolah/madrasah dituntut mampu
merancangnya dan melaksanakan sendiri, dengan sesedikit mungkin bantuan dari atas.

Sebenarnya, sebelum 1970-an, sekolah/madrasan mempunyai wewenang yang sangat besar
untuk mengelola sekolah/madrasahnya sendiri. Pada saat itu persoalan sekolah/madrasah
didiskusikan di antara Kepala sekolah/madrasah, wali peserta didik, dan desa. Secara
bermusyawarah, mereka mengidentifikasi, merencanakan, membiayai dan melaksanakan hal-
hal yang diperlukan oleh sekolah/madrasah. Namun sayang kemampuan pengelolaan tersebut
menjadi surut sejalan dengan sentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, ketika
wewenang dikembalikan ke tingkat sekolah/madrasah, sekolah/madrasah harus belajar
kembali tentang seni pengelolaan sekolah/madrasah.

Salah satu hal yang menonjol pada era sentralisasi penyelenggaraan pendidikan adalah pada
penganggaran. Hampir semua anggaran penyelenggaraan pendidikan diambil alih oleh pusat.
Sekolah/madrasah tinggal menerima dana dan menggunakannya sesuai dengan aturan baku
yang sudah ditetapkan. Pengalaman ini membuat sekolah/madrasah menjadi kehilangan
kemampuannya untuk menggali sumberdaya secara kreatif.

Dalam era desentralisasi, ketika wewenang sekolah/madrasah menjadi lebih tinggi,
sekolah/madrasah harus mampu menggalang sumber daya, tidak hanya pada penggalangan
dana saja, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sekolah/Madrasah tidak
bisa lagi hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi/kabupaten/kota. Artinya, sekolah/madrasah harus mampu menjalin kemitraan
dengan pihak lain. Sebab kemitraan adalah salah satu alternatif penting untuk mendapat
dukungan sumber daya yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebuah pendekatan kemitraan diharapkan tidak menimbulkan suatu kondisi sekolah/madrasah
menjadi lebih sibuk mendekati para calon mitranya, dan menyusun proposal daripada
mengurusi kegiatan belajar mengajarnya. Pendekatan kemitraan dan pembuatan sebuah
proposal sebaiknya didasarkan pada program/kegiatan yang belum ada dananya di RKS/M
serta melihat pada kesiapan sekolah/madrasah.

Pedoman ini disusun sebagai pedoman yang diharapkan bisa merangsang sekolah/madrasah
dan pihak-pihak yang memfasilitasinya untuk menjalin hubungan dengan para mitranya.
Pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai resep atau formula ajaib yang harus dijalankan
langkah demi langkah. Sebagai panduan, pedoman ini diharapkan bisa merangsang kreativitas
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang mendampinginya dalam menjalin kemitraan. Sebab
kreativitas adalah kunci dari keberhasilan dalam menjalin kemitraan.
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Kegiatan 1: Mengenal Kemitraan

Tujuan
Setelah sesi ini selesai, peserta diharapkan mampu untuk:

1. Mengembangkan pola pikir yang berbeda dari kebiasaan dan menemukan cara untuk
memanfaatkan peranserta mitra dalam bidang pendidikan.

2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk mendukung/mendanai bidang pendidikan
secara lebih kreatif.

3. Mengidentifikasi mitra yang berpotensi untuk memberikan dukungan terhadap dunia
pendidikan di daerahnya.

4. Membuat rencana kerja sama dengan pihak luar sekolah/madrasah.

Waktu
120 menit

Peserta
Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Penataan Ruang

Ruang sebaiknya ditata agar bisa mengakomodasikan 3 — 4 kelompok atau lebih. Masing-
masing kelompok beranggotakan antara 4-7 orang.

Alat dan Bahan

1. Studi Kasus SD Bonto-bonto, Studi Kasus SD Sukodono 03 dan Studi Kasus SD Pejagan
2. Kertas plano, spidol besar dan lakban kertas

Metode
Diskusi kelompok dan sharing informasi dan pengalaman.

Catatan Bagi Fasilitator:
Sebelum memulai sesi ini, sebaiknya fasilitator mengajak peserta untuk “keluar

dari kebiasaan” serta memicu imajinasi dan kreativitas para peserta dengan
melakukan permainan “membuat dua lingkaran” atau permainan lainnya yang
dapat memicu peserta untuk menjadi lebih kreatif.
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LANGKAH: Mengenal kemitraan

1.

Peserta diminta membentuk kelompok-kelompok (setiap kelompok terdiri 5-7
anggota).

Bagikan studi kasus (lampiran 1) kepada masing-masing peserta, biarkan mereka
membaca.

Fasilitator menanyakan: Apakah yang dimaksud dengan konsep kemitraan? Mengapa
kemitraan itu penting? Apa manfaat bagi masing-masing pihak?

Fasilitator menanyakan apakah ada di antara peserta yang bisa memberikan contoh
kemitraan dari sekolah/madrasah di sekitarnya?

Beberapa peserta diminta mempresentasikan pendapat masing-masing.

Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk memberikan komentar terhadap hasil
yang dipresentasikan.

Catatan Bagi Fasilitator:

Fasilitator bisa menggunakan contoh studi kasus yang berasal dari pengalaman
mereka sendiri atau dari sekolah/madrasah yang berada di dalam gugus
mereka.

LANGKAH: Mengidentifikasi Calon Mitra di Lingkungan
Sekolah/Madrasah

1.

Topik yang dibahas adalah:

- Bentuk kemitraan seperti apa yang terdapat di sekolah/madrasah-
sekolah/madrasah tersebut?

- Pihak mana yang terlibat dalam kemitraan dengan sekolah/madrasah?

- Apa keuntungan mitra dengan membantu sekolah/madrasah?

- Unsur sekolah/madrasah mana saja yang terlibat dalam proses pembentukan
kemitraan?

- Apa hal terpenting dalam proses pembentukan kemitraan ini?

Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya.

Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk memberikan komentar terhadap hasil
kelompok yang dipresentasikan.

Kembali ke kelompok untuk mengidentifikasi calon mitra dan bentuk kemitraan
(gunakan matriks di bawabh ini).
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Beberapa Bentuk Kemitraan (Contoh untuk fasilitator)

) Bentuk-bentuk Kemitraan
Mitra
Ketenagaan Barang Dana Lain-lain
1. PT Tenaga Komputer Perbaikan Penggunaan
Pantang pengajar bekas perpustakaan | lapangan
Mundur sukarela badminton
perusahaan
2. Usaha Peralatan Dana renovasi
Dagang Guru bantu olahraga: bola | sekolah/madra
Untung agama volley, basket, | sah
Terus dll.
3. Toko Tenaga Bantuan meja
Mebel Jati | pengajar dan kursi
Asli sukarela
4. Lembaga Buku pelatihan | Pelatihan
Pendidikan komputer gratis/ diskon
Komputer khusus bagi
murid
sekolah/madra
sah
5. Yayasan Buku agama Beasiswa
Agama dan alat bantu
Basis mengajar
6. Asosiasi Buku bacaan | Penggalangan
Alumni dana untuk
renovasi
sekolah/madra
sah
7. Dll...

*Ini adalah sebuah contoh, untuk proses fasilitasi gunakan matrix kosong dan tuliskan pada

kertas plano.
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Kegiatan 2: Menulis Proposal

Tujuan

Setelah sesi ini, peserta diharapkan mampu untuk menyusun proposal untuk bekerja sama
dengan pihak luar sekolah/madrasah.

Waktu
120 menit

Peserta
Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Penataan Ruang
Ruang sebaiknya ditata agar bisa mengakomodasikan 3 — 4 kelompok atau lebih.

Alat dan Bahan
1. Proposal dan kerangka proposal

2. Kertas plano, spidol besar dan lakban kertas

Metode
Diskusi kelompok dan sharing

LANGKAH: Merencanakan Kemitraan dan Menyusun Proposal

1. Fasilitator menanyakan, apakah ada di antara peserta yang pernah merencanakan dan
melakukan kemitraan? Apakah peserta pernah menjalankan kemitraan dengan cara
mengirimkan proposal?

2. Beberapa peserta yang memiliki pengalaman diminta menceritakan pengalamannya
menggunakan metode tersebut.

3. Peserta lainnya diminta menanggapi dan memberi komentar terhadap pengalaman teman-
temannya.

4. Fasilitator membagi para peserta dalam kelompok.

Masing-masing kelompok diberi contoh proposal dan diminta mempelajarinya.
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6. Fasilitator menanyakan, apa kelebihan dan kekurangan dari proposal tersebut? Perubahan
macam apa yang perlu dilakukan?

7. Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil analisisnya.

8. Fasilitator merangkum hasil rumusan para peserta, menuliskannya di kertas plano/papan
tulis dan membahasnya.

9. Pengayaan materi oleh fasilitator — lihat lampiran 3 (contoh kerangka proposal).

10. Kembali ke kelompok dan mengambil salah satu bentuk kemitraan yang telah
diidentifikasi di sesi 1 — pilih satu bentuk kemitraan yang menjadi prioritas utama dan
siap untuk dilaksanakan oleh sekolah/madrasah masing-masing sepulang pelatihan ini,
lalu coba rumuskan dan susun sebuah proposal (gunakan kerangka proposal di bawah ini
dan berikan juga contoh proposal).

11. Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan proposalnya.

12. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk memberikan komentar terhadap hasil
kelompok yang dipresentasikan.

13. Tegaskan bahwa hasil diskusi tersebut akan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah
sebagaimana yang telah direncanakan.
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Lampiran 1: Kasus-Kasus

Kasus # 1
SDN 14 Bonto-bonto, Kecamatan Ma’'rang, Kabupaten Pangkep

Gagasan merenovasi kantin dan menyusun proposal pemintaan buku Igra
oleh pihak komite dan SDN 14 Bonto-bonto gugus Ma'rang, kabupaten
Pangkep, tercetus sejak kepala sekolah dan komite sekolah usai mengikuti
lokakarya persiapan pengembangan sekolah dan studi banding yang
diselenggarakan oleh DBE 1 Sulawesi Selatan pada awal Desember 2005.
Sepulang dari lokakarya dan studi banding, komite sekolah dan sekolah
menggagas pertemuan pada Januari 2006, untuk mendiskusikan
pengembangan kantin sebagai salah satu sumber penghasilan sekolah.

Pertemuan ini digagas oleh Ibu Aisyah sebagai kepala sekolah dan Pak
Langga sebagai ketua komite sekolah. Ibu Aisyah menurut beberapa
kalangan di gugus Ma'rang Pangkep, merupakan sosok perempuan yang
cukup energetik dan kreatif dalam mengelola manajemen sekolahnya. Dalam
pertemuan tersebut beliau menyampaikan gagasannya untuk merenovasi
kantin sekolahnya dan menyusun proposal untuk permintaan buku Igra. Ada
dua hal yang mendasari, yaitu pertama, bila suasana kantin lebih baik maka
dapat memberi pemasukan yang lebih besar bagi sekolah. Kedua,
permintaan buku Igra terkait dengan surat edaran bupati, yang menetapkan
Jumat sebagai hari ibadah dan semua kegiatan difokuskan untuk ibadah.

Dalam pertemuan tersebut, gagasan Ibu Aisyah direspon positif oleh orang
tua murid dan masyarakat. Bapak Hasan Malurang sebagai orang tua murid
yang bekerja pada PT. Dayo Cayo, bersedia menjadi penghubung antara
sekolah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Atas upaya Pak Hasan,
sekolah memperoleh bantuan marmer untuk lantai dan dinding kantin. Orang
tua murid yang lain bersedia berkontribusi dalam bentuk semen, pasir, dan
tenaga kerja. Omset kantin SDN 14 Bonto-bonto per hari sebesar Rp.100.
ribu.
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Tampak seorang siswa keluar dari
kantin SDN 14  Bonto-bonto
Pangkep yang cukup bersih setelah
direnovasi

Kantin sudah tertata dengan baik
setelah direnovasi atas bantuan PT.
Dayo Cayo, orang tua murid dan
masyarakat sekitar sekolah

Perpustakaan SDN 14 Bonto-bonto
yang masih sederhana, namun
sudah dimanfaatkan oleh para
siswa dan guru sebagai tempat
membaca yang cukup kondusif

Nampak dua orang guru
memperlihatkan buku Iqra dan
lainnya yang dibantu oleh PT.
Bosowa
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Kasus # 2
SD Sukodono 03, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara

SD Sukodono 03 berada di lingkungan industri mebel. Oleh karena itu para
siswa diharapkan memiliki keterampilan seni ukir kayu sesuai dengan
kebutuhan lingkungan mereka. SD Sukodono 03 mempunyai seorang guru
yang bisa mengajar seni ukir kayu, sehingga sesuai kesepakatan Dewan
Guru dan Kepala Sekolah, para siswa kelas V dan VI diberi pembelajaran
muatan lokal seni ukir kayu. Semua SD di Kabupaten Jepara memberikan
pembelajaran muatan lokal.

Namun rencana ini menghadapi kendala yaitu adanya keterbatasan guru
pengajar, karena tidak mungkin seorang guru bisa mengajar seni ukir kepada
sebanyak 79 siswa (yaitu siswa kelas V dan kelas VI). Kendala lainnya adalah
sekolah tidak mempunyai ruangan untuk praktik. Padahal siswa sebaiknya
diberikan praktik langsung agar kelak jika terdapat siswa yang tidak dapat
meneruskan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi, mereka bisa langsung
bekerja untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari di sekolah.

Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Wali Murid duduk bersama
membicarakan tentang upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut. Akhirnya diambil keputusan untuk bekerja sama dengan yayasan
FEDEP yang berada sekitar 500 meter dari SD Sukodono 03 dalam
mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang ukir kayu.

Yayasan FEDEP sepakat meminjamkan ruangan praktek mengukir dan
membantu guru ukir untuk melatih siswa memakai peralatan yang dimiliki oleh
FEDEP. Kegiatan pembelajaran berlangsung seminggu sekali selama dua
jam.

Dalam rangka hari jadi Kota Jepara yang ke 456, Pemerintah Kabupaten
mengadakan lomba ukir yang diikuti oleh siswa SD se Kabupaten Jepara.
Berdasarkan penilaian para dewan juri, juara |, Il, dan Il diraih oleh SD
Sukodono 03. Yayasan FEDEP beserta keluarga SD Sukodono 03 sangat
bangga atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa SD tersebut.
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Kasus # 3

SD Pejagan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi

Kondisi bangunan SD Pejagan sangat memprihatinkan dan berada di sekitar
wilayah/komunitas nelayan yang kondisi ekonominya sangat miskin. Pada
waktu tim DBE1 tiba di SD Pejagan, Ketua Komite Sekolah (Pak Satibi
Darwis) beserta beberapa pengurus yang lain dan dewan guru baru saja
menyelesaikan rapat dengan para orang tua murid. Materi rapat antara lain
berupa persiapan UAN/UAS serta merumuskan tentang kontribusi apa yang
dapat diberikan oleh masyarakat/orang tua murid dalam kegiatan renovasi
gedung sekolah setelah mereka mendapatkan dana bantuan dari PT Kalbe
Farma dan program PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Dari rapat
tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa masyarakat dan orang tua murid akan
memberikan sumbangan tenaga yang jika dihitung berkisar sekitar Rp 25.000
per hari.

Beberapa bulan terakhir, Pak Aji, seorang tokoh pemuda setempat
memberikan gagasan membentuk suatu kemitraan dengan pihak swasta.
Lalu beliau menghubungi kenalannya, Pak Rudy yang merupakan seorang
teknisi di PT Kalbe Farma Jakarta. Beliau menceritakan kondisi bangunan SD
Pejagan serta kondisi masyarakat sekitarnya.

Langkah tersebut dilakukan oleh Pak Aji karena selain sebagai anggota
Komite Sekolah SD Pejagan, beliau juga sangat terkesan pada cerita tim
KKRKS SD Pejagan setelah mereka kembali dari Studi Banding DBE1 Jabar-
Banten ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah beberapa bulan yang lalu.
Selain itu, menurut tim SD Pejagan keputusan tersebut merupakan dampak
dari penerapan materi Kemitraan yang mereka dapatkan pada waktu
mengikuti pelatihan KKRKS tahap Il dan IV.

Pak Aji kemudian diminta Pak Rudy untuk menghubungi Pak Victor di PT
Kalbe Farma Jakarta. Pak Aji menjelaskan kebutuhan SD Pejagan kepada
Pak Victor. Pak Victor menjelaskan bahwa PT Kalbe Farma memang memiliki
program Corporate Social Responsibility. Sebanyak 25-30 persen keuntungan
perusahaan selalu diberikan untuk pengembangan pendidikan dan
kesehatan. Dalam waktu yang tak lama, tim PT Kalbe Farma mengunjungi
lokasi SD Pejagan untuk melihat kondisi sekolah secara langsung. Lalu PT
Kalbe Farma menyanggupi memberikan dana bantuan sebesar Rp 30 juta.

Pada 9 Juni 2006, rombongan PT Kalbe Farma yang berkisar 60 orang
mengadakan acara pertandingan sepak bola dengan masyarakat di sekitar
SD Pejagan dan mendirikan panggung dangdut serta kegiatan doorprize
lainnya. Sehari berikutnya dilangsungkan acara pembongkaran gedung SD
Pejagan dan sekaligus penandatanganan MOU. Acara tersebut dihadiri oleh
jajaran Muspida Kabupaten Sukabumi. Bupati Sukabumi berkomitmen untuk
memberikan dana pendampingan sebesar Rp 30 juta.

Bantuan dari PT. Kalbe Farma dan bantuan dari program PPK (Program
Pengembangan Kecamatan) akan digunakan untuk membangun seluruh lokal
SD Pejagan (ada 8 lokal) yang rusak berat.
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Renovasi SD Pejagan

Masyarakat sekitar
turut membantu

Bangunan SD setelah
renovasi
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Kasus # 4

MIS Muhammadiyah, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep

MIS Muhammadiyah Sibatua terletak pada jalan poros Pangkep-Makassar.
Dari jalan raya, gedung madrasah (kelas) tampak hanya dibatasi oleh kanal.
Penataan taman madrasah pun sulit dilakukan karena madrasah tidak punya
pagar.

Sebanyak 52 orang dari pemangku kepentingan pendidikan di sekitar
madrasah kemudian bertemu menyusun Rencana Pengembangan Madrasah
(RPM). Pada sesi diskusi rumusan enam kategori yang telah disusun oleh
KK-RPM, orang tua murid, dan masyarakat sekitar madrasah mengusulkan
pembangunan pagar madrasah yang panjangnya kurang lebih 50 meter.

Karena pagar tersebut cukup panjang, dan bila ingin membangun pagar yang
permanen akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Setelah dihitung
kasar, dana yang dibutuhkan mencapai Rp.20 juta. Bagaimana jalan
keluarnya? Peserta pertemuan menemui jalan buntu, karena meminta
partisipasi orang tua murid lewat komite madrasah itu agak mustahil, sebab
pada beberapa agenda program ain, orang tua murid sudah berpartisipasi
secara maksimal. Ustadz Muhammadin salah seorang peserta pertemuan
mengusulkan agar komite madrasah menyusun proposal pembangunan
pagar. Beliau siap memfasilitasi mempertemukan dengan seorang pengusaha
bernama Haji Ahmad yang kebetulan juga anak Pak Ustadz.

Haji Ahmad menyanggupi proposal pembangunan pagar tersebut, walaupun
beliau berdomisili di Kota Manado. Menurut Ibu Bungalia (seorang guru MIS
Muhammadiayah dan anggota KK-RPM) sesungguhnya Haji Ahmad kelahiran
Pangkep, namun usahanya dioperasikan di Kota Manado. Beliau seorang
dermawan yang rajin membantu masyarakat sekampungnya.
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Nampak Ibu Bungalia
(anggota KK-RPM) berpose
di depan pagar sekolah,
yang dalam proses
pengerjaan

Pembangunan pagar
MIS Muhammadiyah
Sibatua Pangkep
tahap 1 yang sudah
selesai

Pagar sekolah MIS
Muhammadiyah
Sibatua Pangkep,
dalam proses
pembangunan tahap
kedua
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Lampiran 2:

Beberapa Bentuk Kemitraan

Mitra

Bentuk-bentuk Kemitraan

Ketenagaan

Barang

Dana

Lain-lain
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Lampiran 3:

Contoh Kerangka Proposal

JUDUL

Latar Belakang

Dalam menyusun Latar Belakang, hendaknya memuat:

e Gambaran pentingnya persoalan yang dihadapi sekolah/madrasah

e Penjelasan mengapa persoalan tersebut terjadi

e Penjelasan pentingnya penyelesaian persoalan

e Penjelasan bahwa program yang ditawarkan bisa mengatasi persoalan tersebut
¢ Informasi singkat tentang sekolah/madrasah

Tips: singkat dan menarik pihak lain untuk berperanserta dalam program

Tujuan Program
Dalam menyusun Tujuan Program, hendaknya memuat:
e Rumusan tujuan yang akan dicapai apabila program tersebut dijalankan

e Pernyataan yang menunjukkan bahwa program tersebut akan meningkatkan kinerja
sekolah/madrasah

Tips: singkat dan jelas

Output dan Indikator Keberhasilan
Dalam menyusun Output dan Indikator Keberhasilan, hendaknya memuat:
e Manfaat apa yang diperoleh sekolah/madrasah dan mitranya lewat program ini

o Spesifik, terukur, bisa dicapai, masuk akal dan sesuai waktu

Jenis Kegiatan
Dalam menyusun Jenis Kegiatan, hendaknya memuat:
e Penjelasan tentang apa yang akan dilaksanakan

e Penjelasan masing-masing kegiatan dan hubungan kegiatan dengan pencapaian
hasil

o Penjelasan urutan kegiatan sesuai proses pelaksanaan
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VI.

VII.

VIII.

Pelaksana Kegiatan

Dalam menyusun Pelaksana Kegiatan, hendaknya memuat:
e Penjelasan siapa yang akan melaksanakan kegiatan ini
e Penjelasan kualifikasi dan kompetensi pelaksana

Tips: jika ada CV bisa dicantumkan dalam proposal

Jadwal Kegiatan

Dalam menyusun Jadwal Kegiatan, hendaknya memuat:
e Penjelasan kapan kegiatan akan dilaksanakan

e Urutan kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan

Tips: masuk akal dan usahakan dengan menggunakan tabel

Anggaran

Dalam menyusun Anggaran, hendaknya memuat:

e Penjelasan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program
e Perincian dana per mata anggaran

e Sumber dana yang sudah ada dan yang diharapkan dan bagaimana dana tersebut
akan dipakai

Tips: disusun dengan wajar tanpa menggelembungkan angka anggaran, konsisten
antara uraian program dengan narasi anggaran dan daftar mata anggaran,
gunakan angka utuh (tanpa pecahan) dalam format yang sesuai (Rp 10.000.000)
bukannya (10000000)

Lampiran
Dalam menyusun Lampiran, hendaknya memuat:

e Berisi hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan dan menarik pihak lain untuk
berperanserta dalam pelaksanaan program

e Profil Sekolah/Madrasah, RKS/M dan RKAS/M

Tips: jangan terlalu banyak melampirkan dokumen yang kurang perlu
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Lampiran 4:

Penyusunan Proposal

Menyusun dan mengirimkan proposal merupakan salah satu strategi dalam membentuk suatu
kemitraan. Sebelum menyusun sebuah proposal, sekolah/madrasah hendaknya menyiapkan
secara cermat informasi dan gagasan yang ingin disampaikan, seperti:

1.

Mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi dengan baik dan cermat. Semakin penting
masalah yang diangkat maka biasanya semakin besar minat dari calon mitra untuk
mendukungnya.

Menetapkan tujuan yang ingin dicapai secara jelas, baik jangka panjang, menengah,
maupun tujuan jangka pendek. Rumusan tujuan akan menjadi panduan untuk rencana-
rencana yang dikembangkan.

Memaparkan gagasan secara jelas, yang meliputi masalah yang akan diatasi, hasil dan
dampak yang diharapkan, rencana kerja yang sesuai dengan sumber daya dan kondisi
lapangan, serta rencana anggaran dan pendanaan yang disusun secara wajar.

Gunakan kata kerja yang deklaratif, jangan yang kondisional. Hindari penggunaan kata
bila, jika, mungkin, dan bisa jadi. Sebaliknya, secara tegas nyatakan bahwa bentuk
kemitraan yang diajukan akan menciptakan hasil yang positif bagi sekolah/madrasah.

Lebih ringkas lebih baik. Gunakan kalimat-kalimat yang pendek dan ringkas. Staf
organisasi calon mitra sudah terbenam dalam pekerjaan, jadi buatlah proposal yang
mudah dibaca.

Jika mengajukan proposal ke sebuah perusahaan, gunakan bahasa yang menonjolkan
‘investasi’ bukannya sumbangan. Manfaat bagi perusahaan harus lebih eksplisit, seperti
misalnya kesempatan memasang nama dan logo perusahaan di sekolah/madrasah dan
seragam lomba, atau kesempatan bagi perusahaan untuk memasarkan produknya di
sekolah/madrasah.

Hindari terlalu berkutat pada masalah. Meskipun proposal secara tradisional
mendokumentasikan ‘kebutuhan’ akan dana, pastikan bahwa tantangannya bukan sesuatu
yang tidak dapat diatasi.

Berikan kajian yang realistik tentang urgensi yang mendorong diajukannya proposal.
Apakah atap sekolah/madrasah sudah hampir ambruk atau bocor saat hujan sehingga
murid-murid tidak dapat belajar lagi di dalam kelas? Apakah jumlah anak putus
sekolah/madrasah akan meningkat karena peningkatan harga BBM? Namun, ingat bahwa
calon mitra biasanya memerlukan waktu untuk memproses permintaan tersebut. Kerangka
waktu yang diusulkan harus mencerminkan perlunya tindakan segera, maupun kenyataan
daur pendanaan yang diantisipasi.

Menyertakan dokumen-dokumen pendukung proposal seperti profil sekolah/madrasah,
foto kondisi sekolah/madrasah, hasil-hasil needs assessment, data tentang lokasi kegiatan
dan lain sebagainya.
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Lampiran 5:
Permainan “9 titik”

Tujuan:

Mengajak peserta untuk keluar dari kebiasaan — to think out of the box.

Tugas:

Fasilitator meminta peserta untuk menghubungkan sembilan titik berikut ini dengan
menggunakan empat garis lurus tanpa mengangkat pena.

Jawaban:
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Lampiran 6:

Permainan Lingkaran

Tujuan:

Mengajak peserta untuk “keluar dari landasan berpikir” serta memicu imajinasi dan
kreativitas para peserta.

Tugas:

Fasilitator meminta peserta untuk membuat sebuah lingkaran, lalu minta peserta untuk
membagi lingkaran tersebut menjadi 8 bagian, hanya dengan menggunakan 3 buah garis.

Jawaban:
Fasilitator memberikan pengertian kepada peserta bahwa sebuah garis tidak selalu lurus.

Alternatif # 1 Alternatif # 2
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Tantangan Baru

Tugas:

Jika peserta bisa menjawab soal yang pertama, tantang peserta untuk membagi lingkaran
tersebut menjadi 10 bagian, juga hanya dengan menggunakan 3 buah garis.

Jawaban:
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Lampiran 7:

Permainan Dua Lingkaran

Tujuan

Memberikan gambaran bahwa setiap orang mempunyai masalah yang tidak dapat
diselesaikan oleh diri sendiri dan membutuhkan bantuan dari pihak lain/luar, misalnya
pemerintah, perusahaan swasta, lembaga swadaya, dan sebagainya.

Tugas:

Fasilitator meminta peserta untuk menggambar dua buah lingkaran tanpa mengangkat pena.

Jawaban:

Biasanya peserta tidak bisa melakukannya, sehingga fasilitator akan menunjukkan bagaimana
hal tersebut dilakukan dengan cara menggambar sebuah lingkaran kecil pada sehelai kertas.

Ketika fasilitator selesai menggambar lingkaran yang lebih kecil, lipat kertas ke titik di mana
pena fasilitator masih berada di lingkaran kecil dan lanjutkan untuk menggambar lingkaran
yang lebih besar di atas kertas yang dilipat dan kembali pada kertas semula dan selesaikan
lingkaran yang besar.

Fasilitator bisa juga menggunakan dua helai kertas untuk menggambar dua lingkaran tersebut
(tanpa perlu melipat kertas).
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4. Mengickentifikesi Altermatif Pendanean Sekolah
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Pengantar

Pendidikan adalah tanggungjawab semua pihak: pemerintah, masyarakat dan orang tua.
Demikian juga tentang pendanaannya. Pemerintah telah berupaya memenuhi kewajibannya
dengan mengalokasikan dana pendidikan, misalnya melalui BOS, APBD dan sebagainya.
Namun seringkali dana dari pemerintah belum mencukupi untuk menjalankan proses belajar
mengajar yang diharapkan.

Masyarakat dan orang tua murid bisa berperan dalam pendanaan sekolah/madrasah. Upaya-
upaya penggalangan dana, selama itu digunakan secara transparan, akuntabel dan demokratis,
akan sangat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Upaya-upaya kreatif yang tidak
membebani orang tua murid yang tidak mampu telah banyak contohnya.

Tujuan
1. Peserta mendapat inspirasi untuk membuat program pendanaan alternatif bagi
sekolah/madrasah

2. Peserta mengidentifikasi gagasan-gagasan pendanaan alternatif yang bisa dilakukan
di sekolah/madrasahnya

Waktu
120 menit

Peserta
Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Penataan Ruang
Ruang sebaiknya ditata agar bisa mengakomodasikan lebih dari 3 — 4 kelompok.

Alat dan Bahan

1. Studi kasus
2. Gambar-gambar
- Gambar yang mengilustrasikan situasi terburuk sekolah/madrasah
- Gambar yang mengilustrasikan perbaikan sekolah/madrasah setelah pelaksanaan
program pendanaan alternatif

Metode
Diskusi kelompok dan sharing
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Kegiatan 1: Pengertian Pendanaan
Altermatif

1. Bagilah peserta menjadi kelompok 5-6 orang. Tayangkan atau bagikan gambar
berikut:

2. Minta peserta mencermati gambar-gambar tersebut lalu bahas pertanyaan-
pertanyaan berikut:
a. Apayang Anda lihat pada gambar-gambar di atas?
b. Apa beda gambar sekolah/madrasah yang pertama dengan yang kedua?
Apa perbedaannya?
c. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan kerja?
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Kegiatan 2: Merancang Kegiatan

Pendanaan Alternatif

Langkah-langkah:

3. Fasilitator

menanyakan

daftar

jawabannya pada papan tulis.

a. Apa saja yang ada pada sekolah/madrasah Anda?

b. Apa yang diperlukan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah Anda lebih
baik dan apa yang diperlukan anak-anak yang belum pernah sekolah/madrasah?

~o a0

inventaris

sekolah/madrasah dan

Dari mana sekolah/madrasah Anda mendapatkan uang?
Uang tersebut digunakan untuk pos anggaran apa?
Apakah dana yang diterima dapat digunakan untuk program-program tertentu?

Kalau uang yang diterima harus dibelanjakan sesuai dengan pos anggarannya, maka

menulis

kita bisa mencoba menggalang dana sesuai dengan gagasan kita sendiri untuk dapat
memenuhi pembelian bahan-bahan lain yang diperlukan.

4. Minta salah satu peserta untuk membacakan dengan lantang kasus berikut. (Ada

pada lampiran)

5. Tanyakan kepada peserta cara-cara apa saja yang dapat dilakukan sebagai
pendanaan alternatif yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah/madrasah?
(Gunakan matriks di bawah ini)

Kegiatan Kekuatan Kelemahan Prioritas
1. Membuka - Dapat memanfaatkan | - Biaya investasi awal
usaha warnet komputer yang telah ada tinggi
- Dapat dijadikan sebagai | - Biaya operasi bulanan
tempat kursus komputer tinggi (sambungan
- Dapat menghubungi Internet, telpon, dll)
beberapa perusahaan di | - Perlu perawatan
sekitar sekolah/madrasah | komputer secara
untuk memberikan bantuan | teratur
dalam bentuk dana tunai
dan/atau barang
2. Membuka - Dapat memanfaatkan lahan | - Perlu perawatan yang
usaha tambak | sekolah/madrasah yang | teratur
ikan telah ada
- Investasi relatif murah
- Dapat menggunakan
tenaga kerja di sekitar
sekolah/madrasah
DIl...
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*Ini adalah sebuah contoh, untuk proses fasilitasi gunakan matriks kosong dan tuliskan pada
kertas plano.

6. Belajar dari studi kasus di atas, apa yang harus dipenuhi sekolah/madrasah sebelum
memulai program pendanaan alternatif?

Catatan Bagi Fasilitator:

Guru sebaiknya tidak menjadi penanggung jawab. Jika melibatkan guru,
kegiatan belajar anak didik akan terganggu.
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Kegiatan 3: Pemilihan Program dan
Pembentukan Panitia Pengelola
Program

Minta peserta untuk berdiskusi dalam kelompok besar.

1. Kegiatan pendanaan alternatif apa yang relevan dengan keadaan desa dan
sekolah/madrasah Anda?

2. Siapa yang sebaiknya terlibat dalam panitia pengelola kegiatan tersebut di atas?

Bagaimana cara mengelola program?

4. Apayang perlu ditingkatkan setelah keadaan keuangan sekolah/madrasah membaik?

w
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Lampiran 1:

Beberapa cara memperoleh dana tambahan bagi sekolah/madrasah

Kegiatan Kekuatan Kelemahan Prioritas
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Lampiran 2:

Kasus #1

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sedang digulirkan di
hampir semua sekolah/madrasah, terutama sekolah/madrasah binaan MBE,
tak sebatas menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pendidikan, namun juga memacu sekolah/madrasah untuk
bertindak kreatif dalam pencarian dana. SD Kepatihan | Banyuwangi,
merupakan salah satu contoh sekolah yang berupaya memperoleh sumber
dana tambahan melalui usaha warung telekomunikasi (wartel).

Pjs. Kepala SD Kepatihan |, Bapak
Samsul, S.Ag., mengatakan usaha
wartel itu dibuka dengan dua tujuan.
Pertama, keberadaan fasilitas wartel
memudahkan siswa maupun orang tua
untuk berkomunikasi, terutama bila ada
hal-hal yang mendesak untuk
dikomunikasikan kepada sekolah.
Kedua, fasilitas wartel secara nyata
merupakan sumber pendapatan sekolah
yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan
sekolah.

Saat ini, kata Samsul, keuntungan rata-rata yang masuk ke kas sekolah
mencapai Rp 400 ribu per bulan, walaupun pada tahap awal mereka masih
harus mencicil utang sekolah yang digunakan pada saat pembangunan
instalasi warung telekomunikasi. Itulah potret sekolah yang cukup kreatif
mencari sumber dana sekolah. Sekolah mana yang mau meniru SD
Kepatihan 1?
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Lampiran 3:

Kasus # 2

Gagasan merenovasi kantin dan menyusun proposal pemintaan buku Igra
oleh pihak komite dan SDN 14 Bonto-bonto gugus Ma'rang, kabupaten
Pangkep, tercetus sejak kepala sekolah dan komite sekolah usai mengikuti
lokakarya persiapan pengembangan sekolah dan studi banding yang
diselenggarakan oleh DBE 1 Sulawesi Selatan pada awal Desember 2005.
Sepulang dari lokakarya dan studi banding, komite sekolah dan sekolah
menggagas pertemuan pada Januari 2006, untuk mendiskusikan
pengembangan kantin sebagai salah satu sumber penghasilan sekolah.

Pertemuan ini digagas oleh Ibu Aisyah sebagai kepala sekolah dan Pak
Langga sebagai ketua komite sekolah. Ibu Aisyah menurut beberapa
kalangan di gugus Ma'rang Pangkep, merupakan sosok perempuan yang
cukup energetik dan kreatif dalam mengelola manajemen sekolahnya. Dalam
pertemuan tersebut beliau menyampaikan gagasannya untuk merenovasi
kantin sekolahnya dan menyusun proposal untuk permintaan buku Igra. Ada
dua hal yang mendasari, yaitu pertama, bila suasana kantin lebih baik maka
dapat memberi pemasukan yang lebih besar bagi sekolah. Kedua,
permintaan buku Igra terkait dengan surat edaran bupati, yang menetapkan
Jumat sebagai hari ibadah dan semua kegiatan difokuskan untuk ibadah.

Dalam pertemuan tersebut, gagasan Ibu Aisyah direspon positif oleh orang
tua murid dan masyarakat. Bapak Hasan Malurang sebagai orang tua murid
yang bekerja pada PT. Dayo Cayo, bersedia menjadi penghubung antara
sekolah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Atas upaya Pak Hasan,
sekolah memperoleh bantuan marmer untuk lantai dan dinding kantin. Orang
tua murid yang lain bersedia berkontribusi dalam bentuk semen, pasir, dan
tenaga kerja. Omset kantin SDN 14 Bonto-bonto per hari sebesar Rp.100.
ribu.
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5. Musrenbang Desa/Kelurahen
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Tujuan

1. Komite Sekolah/Madrasah paham proses penyusunan perencanaan pembangunan

melalui mekanisme Musrenbang

Komite Sekolah/Madrasah paham proses pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

3. Komite Sekolah/Madrasah mengenal Alokasi Dana Desa yang bisa menjadi sumber
pendanaan sekolah/madrasah

4. Komite Sekolah/Madrasah bisa berperan aktif dan membawa kebutuhan-kebutuhan
sekolah/madrasah supaya mendapat perhatian/pendanaan dari Alokasi Dana Desa

N

Peserta
Peserta pada sesi ini adalah Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidik

Catatan: Peserta dari unsur Komite Sekolah/Madrasah dan Guru dipilih dari mereka yang
ber-KTP sama dengan domisili sekolah/madrasah.

Penataan Ruangan

Ruang sebaiknya ditata bisa dengan duduk melingkar di tikar, untuk lebih santai. Bisa juga
dengan Kursi saja, tanpa perlu meja. Kalau meja akan digunakan maka sebaiknya dibentuk
model restoran.

Hindari penataan model ceramah dengan pembicara di depan dan pendengar di belakang.
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Bagian I: Mengenal Proses Perencanaan
Pembangunan

Pengantar

Sejak lama, khususnya setelah era otonomi daerah, setiap proses penyusunan dokumen
rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi
seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan
Pembangunan atau Musrenbang.

Urutan Musrenbang adalah sebagai berikut:

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada Januari

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada Februari

Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Maret

Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) RKP tahun berikutnya dilaksanakan pada akhir
Februari

Musrenbang Provinsi dilaksanakan pada April

Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir April atau Maret,
setelah pelaksanaan Musrenbang Provinsi

pPONME

oo

Pada prinsipnya, Musrenbang adalah proses perencanaan dari bawah. Dalam Musrenbang
disusun apa saja yang menjadi prioritas suatu daerah (Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Propinsi), mana yang bisa didanai sendiri dan mana yang perlu diusulkan untuk pendanaan
dari level pemerintahan yang lebih tinggi.

Tujuan
Komite Sekolah/Madrasah mengerti proses perencanaan pembangunan atau Musrenbang

Waktu
45 menit

Alat dan Bahan

Tikar (bila duduk melantai di bawah)

Spidol/kapur tulis, kertas plano

Papan tulis/flip chart

Spidol marker yang besar dengan warna biru, hitam
Meta plan warna warni ukuran 10x20cm

Selotip kertas

cuprwNbE
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Metode/Aktivitas

1. Penjelasan
2. Diskusi kelompok

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Tanyakan kepada peserta, apakah ada yang sudah tahu apa itu Musrenbang? Biarkan
beberapa peserta menjawab.

2. Jelaskan apa arti Musrenbang seperti yang tertulis dalam UU No 25/2004 tentang
Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam Surat Edaran Bersama
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri No.
0008/M.PPN/01/2007?

Musrenbang adalah proses perencanaan pembangunan dari bawah. Dalam
Musrenbang disusun apa saja yang menjadi prioritas suatu daerah (Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Propinsi), mana yang bisa didanai sendiri dan
mana yang perlu diusulkan untuk pendanaan dari level pemerintahan yang
lebih tinggi.

3. Tanyakan kepada peserta, mengapa proses perencanaan dilakukan dari bawah?
Biarkan beberapa peserta untuk menjawab.

4. Jelaskan urutan proses dan waktu pelaksanaan dari Musrenbang dari tingkat Desa
sampai tingkat Nasional.

5. Tanyakan kepada peserta, mengapa mereka perlu tahu proses Musrenbang? Apa
hubungannya dengan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah, khususnhya dalam hal sumber
pendanaan?
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Bagian II: Mengenal Musrenbang
Desa/Kelurahan

Pengantar

Proses Musrenbang diawali di tingkat Desa/Kelurahan, kemudian di tingkat Kecamatan,
Kabupaten, Propinsi dan akhirnya di tingkat Nasional. Di setiap level, perencanaan dilakukan
untuk menentukan prioritas apa saja yang perlu dilakukan untuk pembangunan, mana yang
bisa didanai sendiri dan mana yang perlu dicarikan dukungan pendanaan dari level yang lebih
atas.

Anggota komite sekolah/madrasah sangat penting mengetahui proses perencanaan
pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan. Sebab dalam perencanaan pembangunan tingkat
Desa/Kelurahan, ada hal-hal yang menyangkut kepentingan sekolah/madrasah. Dalam hal
wajib belajar, misalnya, Desa/Kelurahan bersama dengan sekolah/madrasah bertanggung
jawab untuk melaksanakannya. Jika dalam Musrenbang Desa/Kelurahan hal tersebut dibahas,
maka upaya mensukseskan program pendidikan, misalnya WAJAR, bisa tercakup.

Dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
dan Menteri Dalam Negeri No 0008/M.PPN/01/2007 di bagian F (Peserta),
secara jelas Komite Sekolah adalah pihak yang perlu diundang.

Tujuan
Komite Sekolah/Madrasah mengerti proses perencanaan pembangunan atau Musrenbang

Waktu
120 menit (2 jam)

Metode/Aktivitas

1. Penjelasan
2. Role play

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Jelaskan proses persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan secara
singkat! (Pakai PowerPoint atau metaplan). (Lihat lampiran 2)

2. Buatlah role play sebagai berikut:
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Tahap Persiapan:

1. Menghubungi fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan. (Biasanya BPD selalu menjadi
anggota tim fasilitator Musrenbang). Komite Sekolah/Madrasah mencari tahu ke BPD
siapa-siapa yang menjadi fasilitator Musrenbang. Komite Sekolah/Madrasah
mendapatkan form-form pra Musrenbang dari fasilitator untuk digunakan dalam pra
Musrenbang (lihat lampiran 3)

2. Melakukan musyawarah Komite Sekolah/Madrasah (bisa bersama-sama dengan
sekolah/madrasah lain di Desa/Kelurahan yang ada) untuk menghasilkan:
a. Daftar masalah dan kebutuhan (bisa dihasilkan dari masalah-masalah yang
diidentifikasi dari RKS/M). (Lihat form 1.1 di lampiran 3)

b. Gagasan/usulan kegiatan prioritas (bisa diambil dari program/kegiatan yang
ada di RKS/M dan terutama yang belum jelas sumber pendanaannya). (Lihat
form 1.2 di lampiran 3)

c. Menentukan perwakilan untuk mengikuti ke Musrenbang. (Lihat form 1.3 di
lampiran 3)

Tahap Pelaksanaan Musrenbang:

1. Memaparkan daftar masalah dan kebutuhan serta gagasan/usulan kegiatan prioritas
2. Mempertahankan usulan dalam diskusi
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Bagian l11: Mengenal Pendapatan
Desa/Kelurahan dan Alokasi Dana Desa
(ADD)

Pengantar

Berdasarkan Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, yang diatur melalui PP 72/2005 tentang Desa, Bab VII pasal 68, disebutkan bahwa
Desa memiliki sumber-sumber pendanaan, di antaranya adalah:

1. Pendapatan Asli Desa;

2. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
3. Alokasi Dana Desa;
4

Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan;

5. Hibah, sumbangan pihak ketiga.

Sedangkan menurut PP 73/2005 tentang Kelurahan Bab VI pasal 9, sumber-sumber
pendanaan Kelurahan adalah:

1. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;

2. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan, dan bantuan pihak ketiga;

3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Secara khusus tentang ADD, Mendagri mengeluarkan surat edaran No 140/640/SJ tentang
Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
Sedangkan untuk Kelurahan dana yang setara dengan ADD adalah dana yang berada di
APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.

ADD adalah dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan untuk Desa. Dana ini
dikelola oleh Pemerintah Desa. Besarnya ADD didasarkan pada faktor kemiskinan,
pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan lain-lain sesuai dengan kebijakan daerah.

Maksud dari ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
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2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi
desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha
bagi masyarakat desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sangat jelas disebutkan di atas bahwa ADD berhubungan dengan pelayanan dasar--salah
satunya adalah pendidikan dasar. Oleh sebab itu, sekolah/madrasah perlu memikirkan
bagaimana persoalan-persoalan pendidikan dasar bisa (sebagian) didanai melalui mekanisme
ADD.

Penggunaan ADD harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Artinya
ADD harus diintegrasikan dengan sumber dana lain yang digunakan untuk membiayai
APBDes.

Berbeda dengan desa yang mempunyai wewenang untuk menentukan peruntukan dana ADD,
berdasarkan Pasal 27 PP 73/2005, dalam hal pengelolaan keuangan, Kelurahan difasilitasi dan
dibina oleh Camat.

Tujuan

1. Peserta mengetahui apa saja yang bisa didanai dari Alokasi Dana Desa dan sumber-
sumber pendanaan lainnya yang ada di desa

2. Peserta mengetahui bagaimana mekanisme penganggarannya

3. Peserta mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk penggunaannya

Waktu
30 menit

Metode/Aktivitas

1. Penjelasan
2. Diskusi kelompok

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Tanyakan kepada peserta, dari mana saja sumber pendanaan sekolah/madrasah
mereka. Apakah sekolah/madrasah mereka mendapatkan dana dari desa? Jika ada,
digunakan untuk mendanai kegiatan apa? Bagaimana cara mempertanggung-
jawabkannya?
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2. Tanyakan kepada peserta apakah ada yang tahu tentang keuangan desa, khususnya
Alokasi Dana Desa (ADD). Jika ada yang tahu, mintalah peserta tersebut untuk
menjelaskan.

3. Tambahkan penjelasan dari peserta dengan informasi seperti yang ada di pengantar.
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Bagian IV: Merumuskan Program
Sekolah/Madrasah yang Perlu Dibawa
ke Musrenbang Desa, Termasuk
Mempertimbangkan Sumber Anggaran
(Termasuk ADD)

Pengantar

Seperti telah dijelaskan di atas, dalam tahapan persiapan Musrenbang Desa/Kelurahan ada
kegiatan musyawarah dusun/masyarakat. Artinya Komite Sekolah/Madrasah bisa
melaksanakan musyawarah untuk mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan sekolah/madrasah
yang belum bisa didanai oleh sumber dana lainnya.

Komite Sekolah/Madrasah bisa melakukan musyawarah bersama-sama dengan Komite
Sekolah/Madrasah dari sekolah/madrasah lain di Desa/Kelurahan yang ada. Musyawarah
Komite Sekolah/Madrasah menghasilkan:

1. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekolah/madrasah yang perlu didiskusikan
dengan Desa/Kelurahan,
2. Usulan kegiatan prioritas yang akan didiskusikan dalam Musrenbang, dan

3. Daftar delegasi komite sekolah/madrasah yang akan mengikuti Musrenbang.

Perlu diketahui bahwa ADD digunakan untuk (salah satunya) peningkatan pelayanan dasar,
termasuk dalam hal ini adalah pendidikan dasar.

Mengingat bahwa ADD TIDAK BISA DIPAKAI UNTUK MENDANAI
SEKOLAH/MADRASAH, maka perumusan program sekolah/madrasah yang
akan dibawa ke Musrenbang harus disesuaikan dengan bahasa
Pembangunan Desa.

Komite Sekolah perlu juga memikirkan hal-hal yang berada di luar RKT,
seperti akses jalan, perbaikan irigasi, dan pembangunan infrastuktur lain,
serta kegiatan-kegiatan lainnya diluar infrastruktur, yang dirasa akan
membantu sekolah.

Waktu
90 menit
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Metode/Aktivitas

1. Penjelasan
2. Diskusi kelompok

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Membedah anggaran sekolah/madrasah (dari RKT atau RKAS/M). Daftar masalah

dan kebutuhan (bisa dihasilkan dari masalah-masalah yang diidentifikasi dari RKT
atau RKAS/M). (Lihat form 1 di lampiran). Ajak peserta untuk membahas
program/kegiatan apa saja dari RKT atau RKAS/M yang pendanaannya belum ada.
Buat daftar kegiatan/program yang belum jelas anggarannya dan berapa besar biaya
yang dibutuhkan.

Memilih program yang akan dibawa ke Musrenbang Desa. Gagasan/usulan kegiatan
prioritas (bisa diambil dari program/kegiatan yang ada di RKS/M dan terutama yang
belum jelas sumber pendanaannya). (Lihat form 2 di lampiran). Diskusikan,
kegiatan/program mana saja yang kira-kira bisa didanai melalui ADD/program desa
lainnya. Biasanya ajuan tidak bisa dilakukan sekolah/madrasah per sekolah/madrasah,
tetapi harus merupakan gabungan sekolah/madrasah yang berada di Desa/Kelurahan

yang sama.

Catatan: Supaya lebih berhasil dalam mengakses dana ADD, judul program
yang diusulkan (form 2) HARUS MEMAKAI BAHASA MUSRENBANG, vyaitu
program-program yang berhubungan dengan Pemberdayaan dan Pelayanan
Dasar.

Alangkah baiknya apabila Komite Sekolah/Madrasah sudah tahu bagaimana
ADD akan digunakan (biasanya ada panduan yang dikeluarkan oleh
Bupati/Wali Kota atau PMD.)

Dalam hal sekolah berada di Kelurahan, koordinasi dengan Camat adalah
sangat penting dalam rangka mendapatkan alokasi anggaran yang akan
dikelola oleh kelurahan.

3. Menentukan perwakilan untuk mengikuti Musrenbang Desa/Kelurahan. (Lihat form 3
di lampiran). Tentukan wakil yang akan berangkat ke Musrenbang. Tentukan

kriterianya, baru pilih orangnya.
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Lampiran 1:

Pengertian Musrenbang Desa/Kelurahan:

1.

Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan
secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) Desa/Kelurahan
(pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan dan
pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana
kegiatan tahun anggaran berikutnya;

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana
pembangunan jangka menengah Desa/Kelurahan, kinerja implementasi rencana
kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang
menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;

Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta
Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;

Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang
Desa/Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama;

Hasil Musrenbang Desa terdiri dari:

a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa yang
bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat desa;

b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai
melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi;

c. Daftar nama Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa
pada forum Musrenbang Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari:

a. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan
yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang
bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta swadaya gotong royong
masyarakat Kelurahan

b. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai
melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Propinsi;

c. Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang
Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah untuk:

1.

Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang
diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musyawarah
Dusun/kelompok).

Menetapkan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi
Dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber
pendanaan lainnya.

Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum
Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD
Propinsi).
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Lampiran 2:

Proses Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan

Tahap Persiapan:

1.
2.
3.
4.

Penetapan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan
Musyawarah Dusun/Kelompok Masyarakat
Penetapan Tim Penyelenggaraan Musrenbang oleh Kepala Desa/Kelurahan
Penyiapan Musrenbang oleh Tim Penyelenggara:

a. Penetapan jadwal dan agenda

b. Pengumuman penyelenggaraan secara terbuka (minimal 7 hari sebelum
penyelenggaraan)

c. Pendaftaran calon peserta

d. Persiapan tempat, peralatan, materi yang akan dipakai dalam Musrenbang

Tahap Pelaksanaan:

10.

11.

Pendaftaran peserta
Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan kecamatan

Pemaparan Camat atau masyarakat tentang perkembangan penggunaan Anggaran
Belanja Desa/Kelurahan tahun sebelumnya

Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya.
Pemaparan ini bersumber pada RPJM Desa/Kelurahan

Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang perkiraan jumlah ADD yang dibutuhkan untuk
tahun berikutnya

Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa/Kelurahan oleh beberapa
perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite
sekolah/madrasah, kepala dusun, dan sebagainya.

Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (masukan: Kkegiatan prioritas)
pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan prioritas serta permasalahan di
Desa/Kelurahan (Form 1.1)

Pemisahan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di
tingkat Desa/Kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
akan dibawa dalam Musrenbang kecamatan (Form 1.2 dan Form 1.3)

Perumusan kriteria untuk menyusun Kkegiatan prioritas sebagai metode untuk
menyeleksi urutan kegiatan

Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Desa/Kelurahan (1-5
orang) untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini harus menyertakan
perwakilan perempuan (Form 1.4)

Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan
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Lampiran 3:

Form-form Persiapan

Form 1. Daftar Masalah dan Kebutuhan

No Masalah Kebutuhan Keterangan

Form 2. Daftar Kegiatan Prioritas

Keterangan

No Kegiatan Volume (Pembiayaan)

Form 3. Daftar Nama Delegasi Ke Musrenbang Desa/Kelurahan

Alamat (RT/RW,
No Nama Jabatan Dusun, Desa, Keterangan
Kecamatan)
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Pengantar

Setiap sekolah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mencapai hal tersebut sekolah
menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKS
merupakan dokumen yang memuat kumpulan informasi tentang sasaran yang akan dicapai
dengan sejumlah program dan kegiatan dalam kurun waktu empat tahun. Program empat
tahun tersebut dijabarkan dalam program tahunan yang disebut RKT. Untuk menjalankan
Rencana Kerja Tahunan diperlukan pendanaan. Dokumen yang memuat rencana kerja dengan
anggarannya disebut Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), atau dulu disebut
RAPBS. Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKS, sekolah butuh kesiapan,
keberanian dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak.

Pada umumnya sekolah bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan
pemerintah per murid /tahun. Sejauh ini BOS memang telah membantu sekolah untuk
mencapai sasaran tertentu. Namun sebagai mana sifat bantuan, BOS hanya membantu
kebutuhan pendanaan sekolah untuk belanja yang telah ditentukan secara terbatas. BOS hanya
membiayai belanja operasional nonpersonalia (meskipun ada jenis pembiayaan investasi dan
personalia yang boleh dibiayai BOS). Ketergantungan sekolah terhadap sumber pendanaan
tunggal tersebut tidak akan membantu sekolah secara maksimal untuk mencapai visi, misi dan
tujuan. Ada banyak program dan kegiatan yang mungkin tidak bisa atau tida dapat dibiayai
oleh BOS, baik karena keterbatasan dana yang bersumber dari BOS atau karena peruntukanya
yang dibatasi. Sekolah berkewajiban membuka kemungkinan baru untuk mencari sumber-
sumber pendanaan selain BOS, terutama yang berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun
daerah.

Dalam Panduan BOS, terutama Format BOS-K1 disebutkan bahwa penerimaan pendanaan
sekolah bisa berasal dari lima sumber. Pertama, sisa tahun lalu kalau masih ada. Kedua,
pendapatan rutin yang meliputi gaji PNS, gaji PTT, belanja barang dan jasa, belanja
pemeliharaan dll. Ketiga, berbagai jenis bantuan operasional sekolah (BOS pusat, BOS
provinsi atau BOS kabupaten/kota). Keempat, jenis-jenis bantuan di antaranya bantuan Dana
Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dan asing atau hibah.
Kelima, pendapatan asli sekolah (PAS).

Sejauh ini sekolah, terutama Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Tata Usaha Sekolah
(TU) cukup terbiasa dengan BOS sebagai salah satu sumber pendanaan sekolah, baik aspek
pengelolaan, prosedur pencairan maupun mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.
Pertanyaanya, apakah sekolah juga telah terbiasa dengan sumber pedanaan selain BOS,
terutama komite sekolah sebagai salah satu unsur pengelola sekolah?

Tujuan
1. Peserta memahami berbagai sumber pendanaan sekolah dan dasar hukumnya.

2. Peserta memahami peruntukan dan larangan sumber pendanaan sekolah.

3. Peserta mengetahui prosedur pengajuan, tahapan pencairan dan mekanisme
pelaporan/pertanggungjawaban.
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4. Peserta memahami mekanisme sumber dana yang berasal dari sumbangan orang tua
murid.

5. Peserta terinspirasi untuk secara aktif mengajukan usul dan mencari untuk mendapat
pendanaan sekolah dari berbagai sumber.

Waktu
150 Menit

Peserta
Komite Sekolah, Dewan Pendidik (Kepala Sekolah dan guru), Bendahara Sekolah

Penataan Ruangan

Ruangan ditata agar dapat digunakan untuk meletakkan meja dan kursi peserta dalam
kelompok dengan formasi U

Metode
Kerja kelompok, kunjungan silang, presentasi dan pleno

Alat dan Bahan
1. Plano

2. Spidol

3. Lakban kertas

4. Materi (dipersiapkan dalam plano oleh fasilitator sebelum pelatihan) :
e penjelasan dasar hukum
e pajangan atau penjelasan lain yang diperlukan

e contoh tabel
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Kegiatan 1: Sumber-Sumber Pendanaan

Sekolah Dan Dasar Hukum

Langkah-langkah fasilitasi:

1.

2.

Jelaskan tentang pengantar secara singkat dan tujuan perlatihan.

Tanyakan kepada peserta, apakah mengetahui sumber-sumber pendanaan sekolah dan
dasar hukumnya penting bagi mereka?

Tanyakan kepada peserta, apa saja sumber-sumber pendanaan sekolah dan apa dasar
hukumnya? Minta mereka secara sukarela untuk menjawab pertanyaan tesebut,
hindari menunjuk (menodong) peserta untuk menjawab.

Minta peserta untuk mengidentifkasi sumber-sumber pendanaan sekolah dan dasar
hukumnya dalam kerja kelompok dengan format tabel 1.

Bagi kelompok berdasarkan asal sekolah, bagikan kertas plano dan spidol per
kelompok, informasikan waktu untuk kerja kelompok dan minta mereka untuk
memajang hasil kerja kelompok di dinding.

Ingatkan kalau waktu untuk kerja kelompok sudah habis dan atur mereka agar bisa
melakukan kunjungan silang untuk melihat hasil kerja kelompok lain.

Minta satu atau dua kelompok secara acak untuk presentasi hasil kerja kelompoknya,
anjurkan kepada kelompok untuk mendengarkan dan bersiap untuk memberikan
masukkan, bertanya atau menambahkan penjelasan.

Atur diskusi agar tetap bersemangat, tidak boros waktu tapi tetap menghargai setiap
pendapat peserta.

Jika masih diperlukan, maka fasilitator dapat menjelaskan dan memberikan “tekanan”
bagian-bagian yang dianggap penting dalam diskusi sumber-sumber pendanaan
sekolah dan dasar hukum. Kalau perlu pajangkan plano presentasi fasilitator yang
telah dipersiapkan atau gunakan hasil kerja kelompok untuk menjelaskan (lihat
Bacaan 1 & 2).

Tabel 1: Sumber-sumber Pendanaan Sekolah dan Dasar Hukum
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No | Sumber-sumber | Dasar Hukum | Mengelola | Memahami | Membaca
Pendanaan Sumber

Sekolah Pendanaan Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak
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Kegiatan 2: Penggunaan Dan Larangan
Sumber-Sumber Pendanaan Sekolah

Langkah-langkah fasilitasi:

1.

Jelaskan secara singgkat kepada peserta bahwa setiap bantuan pendanaan sekolah
memiliki aturan main, salah satunya adalah aturan tentang penggunaan dan larangan.

Minta peserta untuk membuat daftar peruntukan/penggunaan dan larangan sumber
dana BOS, DAK dan BOP dengan menggunakan format Tabel 2.

Bagikan kertas plano dan spidol per kelompok, informasikan waktu untuk kerja
kelompok dan minta mereka untuk memajang hasil kerja kelompok di dinding.

Minta agar tidak semua anggota kelompok melakukan kunjungan agar bisa menjga
pajangannya, pengunjung bisa langsung memberikan masukkan, bertanya atau
menambahkan hasil kerja kelompok lain.

Ingatkan batas waktu kunjungan dan informasikan kepada pengunjung jika dalam
diskusi di kelompok lain ada yang belum jelas bisa akan dibahas dalam pleno.

Berikan kesemptan kepada peserta untuk bertanya, tawarkan pertanyaan tersebut
kepada peserta lain apakah ada yang secara sukarela akan menjawab/mejelaskan. Jika
tidak ada peserta lain yang bersedia memberikan jawaban secara sukarela, maka
fasilitator berkesempatan untuk memberikan penjelasan. Hindari cara-cara menggurui
peserta dalam menjawab atau menjelaskan (lihat Bacaan 3).

Tabel 2: Penggunaan dan Larangan BOS, DAK dan BOP

No | Sumber-sumber Pendanaan Penggunaan Larangan
1 BOS Pusat
2 DAK
3 BOP Provinsi/Kab/kota
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Kegiatan 3: Pengajuan, Pencairan Dan
Pelaporan/ Pertanggungjawaban

Langkah-langkah fasilitasi:

1. Jelaskan kepada peserta tentang pentingnya mengetahui mekanisme pengajuan,
pencairan dan pelaporan berbagai sumber pendanaan sekolah.

2. Minta masing-masing kelompok untuk menyalin dan melengkapi tabel 3.

3. Minta mereka untuk memajang hasil kerja kelompok dan pilih secara acak satu atau
dua kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya.

4. Berikan kesemptan kelompok untuk bertanya atau menambahkan, tulis point-point
penting di plano dengan jelas hal-hal yang disampaikan dalam diskusi sesi ini.

5. Berikan komentar hasil diskusi secukupnya, bacakan pointers hasil diskusi dan
tambahkan penjelasan sesui dengan informasi yang dubutuhkan peseerta tentang
pengajuan, pencairan dan pelaporan sumber pendanaan sekolah (lihat Bacaan 4).

Tabel 3: Pengajuan, Pencairan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban

No | Sumber Pengajuan Pencairan | Pelaporan/pertanggungjawaban
Pendanaan | (cara dan | (waktu) (cara dan kepada siapal/instansi
Sekolah kepada mana ditujukan)

siapal/instansi
mana
ditujukan)
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Kegiatan 4. Sumber Dana Sumbangan
Orang Tua/\Wali Murid

Langkah-langkah fasilitasi:

1. Tanyakan kepada peserta, apakah peserta perlu mengetahui boleh atau tidak sekolah
meminta bantuan pendanaan kepada orang tua atau wali murid?

2. Minta peserta untuk menjawab pertanyaan berikut dan menuliskan dalam kertas plano

Apakah sekolah boleh meminta (memobilisasi) bantuan pendanaan dari orang
tua/wali murid?

o Jika boleh, bagaimana keputusan tersebut diambil dan siapa saja yang perlu
memberikan persetujuan atas keputusan tersebut?

o Kapan dan berapa besar sekolah boleh meminta bantuan pendanaan?

e Bagaimana sekolah dapat meyakinan orang tua/wali murid agar mendapat
dukungan dan bantuan?

e Bagaimana bantuan tersebut sebaiknya dipertanggungjawabkan?

3. Minta peserta untuk memajang hasil kerja kelompoknya dan presentasi secara
bergantian.

4. Tawarkan kepada peserta lainnya untuk menanggapi, bertanyaan atau menambahkan
pendapat. Catat poin-poin penting hasil diskusi, dan bagian yang perlu dijelaskan
diakhir sesi.

5. Setelah semua kelompok berkesempatan untuk bertanya dan saling menanggapi,
bacakan dan jelaskan bagian penting tentang isu yang didiskusikan (lihat Bacaan 5).
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# Bacaan 1

PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 1

4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang
diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 2

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
pendidikan.
Pasal 3

(1) Biaya pendidikan meliputi:
a. biaya satuan pendidikan;
b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
c. biaya pribadi peserta didik.

(3) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. biaya investasi, yang terdiri atas:
1. biaya investasi lahan pendidikan; dan

2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan

2. biaya nonpersonalia.

c. bantuan biaya pendidikan; dan
d. beasiswa.
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#Bacaan 2

Sumber pendanaan sekolah biasanya dalam bentuk bantuan, terutama yang
berasal dari pemerintah atau pemerintah daerah. Peraturan hukum dan
petunjuk teknis yang digunakan sebagai acuan pelakasanaan bantuan
biasanya bersifat sementara meskipun tidak selalu, tapi hampir setiap tahun
pihak kementerian mengeluarkan peraturan dan petunjuk baru. BOS, DAK
dan berbagai bentuk bantuan lain misalnya setiap tahun memiliki dasar
hukum dan buku panduan atau petujuk teknis baru, meskipun secara
substansi petunjuk dan panduan tersebut tidak berubah secara drastis.

Kasus terbitnya Permendiknas No. 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran
2011 merupakan perubahan luar biasa dibanding dengan Panduan Teknis
BOS pada tahun sebelumnya. Permendiknas tersebut mengubah cara
penyaluran dana, pada tahun-tahun sebelumnya BOS disalurkan dari
Rekening Kas Umum Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Provinsi (DIPA-Prov) langsung ke Rekening Sekolah. Sedangkan sekarang
penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening
Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kemudian ke rekening
sekolah.

BOS daerah atau yang sering disebut dengan Bantuan Oparasional
Pendidikan (BOP) seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara dan DKI Jakarta,
juga sering disebut dengan nama berlainan. Tambahan Bantuan Operasional
sekolah (T-BOS) di Kabupaten Pati atau BOS Kota (BOSKO) di Kota
Mojokerto, masing-maing daerah memiliki sebutan dan aturan yang berbeda.
Fasilitator bisa memperkaya materi modul ini dengan mengumpulkan
peraturan di daerah yang telah memberikan BOS daerah sebelum melakukan
fasilitasi.

Perubahan dan ragam peraturan seperti kasus di atas menunjukkan
pentingnya fasilitator Modul Sumber-sumber Pendanaan Sekolah untuk
mengikuti dan memutakhirkan berbagai perubahan dan pembaharuan
paraturan sumber pendanaan sekolah terutama yang berbentuk bantuan.
Dengan demikian fasilitator akan lebih siap dan percaya diri ketika
memfasilitasi pelatihan komite sekolah.
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#Bacaan 3

Setiap bantuan memiliki peraturan tentang penggunaan dan larangan dana
yang diberikan. BOS dan DAK misalnya memiliki aturan yang jelas tentang
hal tersebut. Bagi komite sekolah peraturan tersebut penting. Pertama,
komite sekolah adalah salah satu unsur Tim Pengembang Sekolah (TPS)
yang bertugas menyusun RKS, pengetahuan tersebut penting agar komite
sekolah tidak salah memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah dan
guru berkaitan dengan penempatan anggaran pada pos penggunaan. Kedua,
komite sekolah memiliki peran untuk memonitor dalam pelaksanaan program
sekolah termasuk program dan kegiatan yang berasal dari dana bantuan,
penting bagi komite sekolah untuk memastikan peruntukan pendanaan
secara benar dan bertangggungjawab sesuai dengan peraturan.

Salah menggunakan anggaran bantuan pemerintah bukan hanya berakibat
pada sasaran tidak tercapai tapi, penempatan anggaran pada pos belanja
yang salah juga bisa berakibat pidana karena dianggap merugikan negara.
Fasilitator perlu hati-hati menjelaskan bagian ini agar tidak membingungkan
dan terkesan mengintimidasi peserta, sebab bisa jadi beberapa peserta telah
melakukan praktik “penyalahgunaan” angggaran tidak sesuai dengan
peruntukannya.

#Bacaan 4

Tidak semua sumber pendanaan sekolah yang berasal dari bantuan harus
mengajukan proposal lebih dulu. BOS misalnya justru bantuan yang wajib
diterima oleh sekolah negeri dan sanksi bagi sekolah yang tidak menerima
adalah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang
tua/wali murid (lihat huruf B angka 1 Juknis BOS 2011). Namun ada jenis
bantuan pendanaan sekolah yang perlu mengajukan proposal untuk bisa
mendapatkanya. Sebut saja misalnya : DAK, Bantuan Sekolah Sehat,
Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Bantuan
Biaya Pendidikan yang Orang Tuanya Tidak atau walinya Tidak Mampu.

Pencairan sumber pendanaan sekolah biasanya terkait dengan waktu, BOS
misalnya memiliki periode pencairan yang pasti dalam 3 bulanan (Januari-
Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember). Informasi
pencairan itu penting bagi komite sekolah terkait dengan peran kontrol yang
harus dilakukan terhadap pelaksanaan program sekolah.

Aspek yang tidak kalah penting adalah pelaporan dan pertanggungjawaban.
Pelaporan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi, namun
juga berkait dengan pengumuman laporan oleh sekolah kepada pemangku
kepentingan. BOS misalnya memiliki format laporan penggunaan dana
seperti Format BOS-03. Apalagi sekarang Laporan Pertanggjawaban BOS
(LPJ BOS) merupakan dokumen publik seperti keputusan Komite Informasi
Pusat (KIP) terhadap gugatan ICW.
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#Bacaan 5

Sejumlah pemerintah daerah dan kantor dinas pendidikan melarang sekolah
untuk menarik sumbangan orang tua atau wali murid kepada sekolah,
meskipun larangan tersebut tidak jarang hanya sebatas anjuran lisan dari
pejabat atau kampanye calon kepala daerah. Anjuran dan larangan lisan
tersebut bekerja efektif karena beberapa faktor. Pertama, kampanye sekolah
gratis. Kedua, ancaman sanksi bagi kepala sekolah yang melanggar, artinya
pihak sekolah tetap melakukan pungutan kepada orang tua atau wali murid.
Ketiga, ancaman pemberitaan oleh oknum wartawan.

Dalam Juknis BOS 2011 (dan di Panduan BOS tahun-tahun sebelumnya)
disebutkan bahwa BOS tidak menghalangi sumbangan secara sukarela dari
peserta didik, orang tua dan walinya (lihat Juknis BOS angka 6 huruf C
tentang Program BOS dan Wajar 9 Tahun). Ketentuan ini diperkuat dengan
Surat Edaran (SE) Mendiknas No. 23 Tahun 2009 Tentang Kebijakan
Pendidikan Gratis Bagi Pendidikan Dasar yang secara khusus ditujukkan
kepada gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. SE tersebut
meminta kepada gubernur, bupati dan walikota untuk menerbitkan Perda atau
keputusan yang mengatur tentang pendidikan gratis dan mekanisme
sumbangan sukarela dari masyarakat.

Namun di kebanyakan pemerintah daerah SE Kemdiknas tersebut seperti
tersandera, kepala daerah tidak mau mengambil resiko tidak populer di
masyarakatnya dari pada harus menerbitkan paraturan tentang mekanisme
sumbangan sukarela masyarakat terhadap sekolah. Hal itu tentu saja
merugikan sekolah, sebab perdebatan tentang pungutan tidak pernah selesai
dan ancaman oleh pihak lain akan terus berlanjut jika ada sekolah yag berani
melakukan pungutan terhadap orang tua atau wali murid.

Harusnya gubernur, bupati dan walikota dapat segera membuat perda atau
peraturan tentang mekanisme sumbangan masyarakat kepada sekolah
misalnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1) pemberian
sumbangan kepada sekolah merupakan keputusan bersama warga sekolah
(dewan pendidik, orang tua murid dan komite sekolah); 2) bersifat sukarela
(tidak mengikat); 3) tidak dibebankan kepada orang tua dari keluarga miskin;
4) dikelola secara terbuka dengan mekanisme pertanggungjawaban yang
jelas; 5) semua pihak dapat mengakses informasi/laporan pengelolaan
keuangan; 6) diputuskan berdasarkan kebutuhan yang terprogram (RKS/M);
7) tidak digunakan untuk kebutuhan pembiayaan operasional (non-
personalia) yang telah dibiayai oleh BOS atau bantuan pemerintah lainya; 8)
tidak bertentangan/melampui ketentuan sumbangan sukarela yang diatur
oleh perda atau keputusan kepala daerah lainya
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Rujukan

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Permendiknas No. 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB.

Permendiknas No. 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP.

Permendiknas No. 30 Tahun 2010 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan yang Orang
Tuanya atau walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.

Permendgri No. 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan
Anak Sekolah.

Permendiknas No. 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS
Anggaran Tahun 2011.

Permendiknas No. 57 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Pengembangan
Sekolah Sehat.

Surat Edaran (SE) Mendiknas No. 23 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pendidikan
Gratis Bagi Pendidikan Dasar.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 60 Tahun 2011
Tentang Biaya Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Bupati Pati No. 57 Tahun 2009 Tentang Tambahan Bantuan Operasional
Sekolah.

Petunjuk Teknis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Angaran 2010
Tentang Pembebasan Bantuan Oparasional Pendididkan.

Peraturan Walikota Mojokerto No. 4 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis BOS
Kota (BOSKO) Bagi Sekolah Dasar Wilayah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2010.

Keputusan Bupati Gunung Mas No. 202 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sekolah
Penerima Subsidi Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas
Tahun Pelajaran 2010/2011.
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Bagian V: Peningkatan
Peran Komite Sekolah/
Madrasah dalam
Menunjang Program
Sekolah/Madrasah
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1. Pembukuan Secerrama
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Pengantar

Persoalan keuangan merupakan hal yang sangat sensitif bagi setiap lembaga publik. Jika hal
terebut dikelola secara baik, dan menggunakan prinsip-prinsip keterbukakaan, bertanggung
jawab, maka hal tersebut akan memberikan suasana yang lebih kondusif dan bisa menjadi
media untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah/madrasah. Dengan
adanya kepercayaan dari masyarakat, maka secara otomatis dukungan masyarakat terhadap
sekolah/madrasah akan semakin meningkat.

Kemampuan pembukuan dibutuhkan oleh Komite Sekolah/Madrasah. Kemampuan ini
dibutuhkan agar Komite Sekolah/Madrasah dapat membantu sekolah/madrasah dalam
mempertanggungjawabkan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah
propinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun sumber-sumber lain. Misalnya yang berasal dari
masyarakat, orang tua murid serta sumbangan dari dunia usaha dan industri.

Komite Sekolah/Madrasah yang memiliki pemahaman tentang pelaporan keuangan akan
sangat membantu dalam memberikan pertimbangan dan memantau Kkinerja keuangan
sekolah/madrasah (RKAS/M). Namun jika Komite Sekolah/Madrasah tidak memiliki
pemahaman tentang hal ini, maka peran tersebut akan sulit dilakukan.

Selain dari pemahaman umum tentang pelaporan keuangan, komite sekolah/madrasah juga
harus paham format-format khusus yang dipakai oleh setiap sumber pendanaan di
sekolah/madrasah. Misalnya Dana BOS, pelaporannya menggunakan format yang sudah
ditetapkan. Dalam hal ini Sistim Database Sekolah, yaitu software yang dikembangkan oleh
DBE bisa membantu dalam membukukan transaksi dan membuat laporan keuangan
sekolah/madrasah, termasuk dana BOS.
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Kegiatan 1. Mengenal Administrasi
Pembukuan Sedernana

Tujuan

1. Peserta memahami syarat minimal administrasi keuangan
2. Peserta mampu mendemonstrasikan cara menyusun sumber bukti keuangan secara
rapi

Waktu
120 Menit

Peserta
Komite sekolah/madrasah dan Bendahara sekolah/madrasah (TU atau Guru yang ditunjuk)

Setting Ruangan
Huruf U/ Melingkar tapal kuda dan duduk berkelompok

Alat dan Bahan

Kertas plano, kertas kwarto, lem, gunting, spidol besar, sedang dan kecil (sejumlah peserta),
lakban kertas (sejumlah peserta)

Aktivitas/Metode

1. Curah pendapat
2. Diskusi dan presentasi

Langkah-langkah:

1. Tanyakan mengapa Komite Sekolah/Madrasah perlu mempunyai pengetahuan
tentang pembukuan sederhana?

2. Sampaikan pokok bahasan dan tujuan materi yang akan pelajari.

3. Ajak peserta untuk mendiskusikan tentang “administrasi keuangan”. Dengan cara
curah pendapat sampai ada kesimpulan “pengertian administrasi secara umum, syarat
minimal administrasi keuangan”.

Pertanyaan bantu bagi fasilitator:

a. Mengapa laporan keuangan perlu disertai bukti yang sah?
b. Apa bukti-bukti yang harus disertakan dalam laporan keuangan?
c. Bagaimana jika ada bukti transaksi keuangan yang hilang?
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d. Bagaimana cara menyusun bukti-bukti laporan keuangan yang baik?
e. Fasilitator menuliskan poin-poin penting dari curah pendapat pada kertas plano
f. Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil curah pendapat.
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Kegiatan 2: Mendemonstrasikan Bukti

Laporan

Alat dan bahan

1.
2.

Contoh-contoh kuitansi/bukti transaksi dari sekolah/madrasah
Kertas plano, kertas kwarto, lem, gunting, spidol besar, sedang dan kecil (sejumlah
peserta), lakban kertas (sejumlah peserta)

Aktivitas/Metode

1.
2.

Praktik menyusun kuitansi
Diskusi dan presentasi

Langkah-langkah:

1.

2.

Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil yang beranggotakan
sekitar 3 orang.

Fasilitator membagikan alat dan bahan (kwarto, lem, gunting, kuitansi) kepada
kelompok.

Fasilitator meminta kepada peserta untuk mendemonstrasikan cara menyusun sumber
bukti keuangan secara rapi. Hasil ditempel pada kertas plano dan dipajang di dinding.
Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja kelompok, secara bergilir.
Fasilitator memberikan tanggapan terhadap presentasi setiap kelompok.
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Kegiatan 3: Pembukuan Sederhana

Tujuan

1. Peserta memahami arti pembukuan sederhana
2. Peserta mampu mendemonstrasikan proses pembukuan sederhana

Waktu
240 Menit.

Alat dan bahan

1. Kasus SD Damai Sejahtera

2. Kertas plano, spidol besar, sedang dan kecil (sejumlah peserta), lakban Kkertas
(sejumlah peserta)

3. Kuitansi/bukti transaksi seperti pada kasus (dibuat oleh fasilitator), kecuali untuk
penjualan pisang

4. Kalkulator (dibawa sendiri oleh peserta)

Aktivitas/Metode

1. Curah pendapat

2. Diskusi dan presentasi

3. Anggota kelompok diskusi 3 s/d 5 orang
4. Presentasi

Langkah-langkah Fasilitasi:

Pengantar: 25 menit

1 Fasilitator menyampaikan pokok bahasan dan tujuan materi yang akan dipelajari.

2 Peserta diajak mendiskusikan tentang “pembukuan sederhana”. Dengan cara curah
pendapat sampai ada kesimpulan makna pembukuan sederhana.

Pertanyaan bantu bagi fasilitator:
a) Apa yang dimaksud pembukuan sederhana?
b) Mengapa perlu pembukuan sederhana?

Fasilitator menuliskan poin-poin penting dari curah pendapat

4 Fasilitator menyimpulkan pengertian pembukuan sederhana yang disarikan dari hasil
curah pendapat.
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Inti materi: 80 menit

5

Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok beranggotakan 4
s/d 5 orang.

Masing-masing kelompok diminta melakukan praktik pembukuan sederhana, dengan
menggunakan kasus (lihat lampiran) yang telah disiapkan oleh fasilitator.

Masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil praktik pembukuan
sederhana.

Fasilitator bersama peserta menyimpulkan hasil presentasi kelompok.
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Lampiran 1:

Kasus SD Damai Sejahtera

Sebuah Sekolah Dasar Damai Sejahtera, di Kabupaten Kayangan pada tahun pelajaran
2005/2006, memiliki murid sebanyak 244 orang, dengan rincian kelas 1 = 40 orang, kelas 2 =
42 orang, kelas 3 = 41 orang, kelas 4 = 39 orang, kelas 5 = 44 orang dan kelas 6 = 38 orang.
Dari total siswa terdapat 16 siswa kurang mampu dengan rincian 4 orang di kelas 1, 7 orang
di kelas 3, dan 5 orang di kelas 6. Setiap murid dipungut Rp 5.000 per bulan. Sedangkan
siswa yang digolongkan miskin tidak dipungut iuran. Karena Sekolah Damai Sejahtera
tergolong sekolah yang agak maju, maka sekolah tersebut telah memiliki pengurus komite
sekolah.

Untuk membiayai kegiatan-kegiatan komite sekolah, komite sekolah memiliki sumber dana
sebagai berikut:

1. Usaha kantin sekolah. Selama 3 bulan terakhir usaha kantin dapat dilihat sebagai
berikut:

Pada 10 Januari 2006 Rp. 750.000,-,
Pada 10 Februari 2006 Rp. 625.000,-,
Pada 10 Maret 2006 Rp. 700.000,-

2. Pada 02 Maret 2006, sekolah menjual pisang sebanyak 15 tandan dari hasil kebun
sekolah. Setiap tandan laku Rp. 115.000. Uang hasil penjualan pisang diserahkan
kepada komite sekolah untuk dikelola.

Uang yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pada 12 Januari 2006 Komite Sekolah membeli almari arsip Rp. 350.000.

2. Pada 25 Januari 2006 Komite Sekolah menyelenggarakan rapat bersama wali murid
menghabiskan anggaran sebesar Rp. 200.000.

3. Pada 17 Februari 2006 komite sekolah bersama guru menyelenggarakan rapat panitia
ulang tahun sekolah Rp. 275.000.

4. Pada 15 Maret 2006, Komite Sekolah menyelenggarakan rapat persiapan panggung
gembira menghabiskan dana sebesar Rp. 125.000.

5. Pada 27 Maret 2006, menyewa terpal (tenda) untuk panggung gembira sekolah
sebesar Rp. 725.000.

6. Dari transaksi tersebut di atas, setelah dibukukan ada kuitansi yang hilang, yakni
kuitansi pembelian almari arsip.

Tugas Kelompok:

1. Pelajarilah kasus tersebut secara cermat dan diskusikan di kelompok

2. Buatlah buku kas komite sekolah, berdasarkan kasus tersebut di atas. (dengan
menggunakan format 1.1; Lampiran 2)

3. Buatlah laporan keuangan Komite Sekolah (format 1.2; lampiran 3)

Penguatan Komite Sekolah/Madrasah 211



Lampiran 2:

Jawaban Soal SD Damai Sejahtera

Laporan Keuangan Kas Komite Sekolah SD Damai Sejahtera

Laporan Bulan Januari 2007

No Tanggal Uraian Pemasukan | Pengeluaran Saldo
1 10 Januari 2007 Pemasukan dari kantin 750,000.00
12 Januari 2007 Pembelian Almari 350,000.00
25 Januari 2007 Biaya rapat bersama wali murid 200,000.00
Saldo Bulan Januari 2007 750,000.00 550,000.00 200,000.00
Laporan Bulan Pebruari 2007
1 Pebruari 2007 Saldo Bulan Januari 2007 200,000.00
10 Pebruari 2007 | Pemasukan dari kantin 625,000.00
17 Pebruari 2007 | Rapat ulang tahun sekolah 275,000.00
Saldo Bulan Pebruari 2007 825,000.00 275,000.00 550,000.00
Laporan Bulan Maret
1 1 Maret 2007 Saldo Bulan Pebruari 2007 550,000.00
2 2 Maret 2007 Penjualan 15 tandan pisang 1,725,000.00
3 15 Maret 2007 Biaya rapat panggung gembira 125,000.00
4 27 Maret 2007 Biaya sewa terpal 725,000.00
Saldo Bulan Maret 2,275,000.00 850,000.00 | 1,425,000.00
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Lampiran 3:

Format: 1.1 Buku Kas

No | Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Rp. ...... Rp. ...... Rp .....

10
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Contoh Isian Lampiran — 3: (bagi sekolah/madrasah yang komitenya mengelola uang
iuran sekolah/madrasah)

Pemasukan/Pendapatan: Rupiah
1. luran siswa Rp. 1.140.000
2. Usaha Kantin Rp. 750.000
3. luran Siswa Rp. 1.140.000
4. Laba Kantin Rp. 625.000
5. Jual pisang Rp. 1.725.000
6. luran Siswa Rp. 1.140.000
7. Laba Kantin Rp. 700.000
Total Penerimaan Rp. 7.220.000
Pengeluaran: Rupiah
1. Beli Lemari Arsip Rp. 350.000
2. Rapat Rp. 200.000
3. Rapat Komite Rp. 275.000
4. Rapat Panggung Gembira Rp. 125.000
5. Sewa tenda Rp. 725.000
Total pengeluaran Rp. 1.675.000
Saldo :

Rp. 5.545.000
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Bulan: Januari 2006

Buku Kas SD Damai Sejahtera

No. Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1. 01 Januari Sisa Bulan lalu - - 0
2. 10 Januari Laba Kantin 750.000 - 750.000
3. 12 Januari Membeli almari arsip - 350.000 400.000
4, 25 Januari Rapat wali murid - 200.000 200.000
Jumlah 750.000 550.000 200.000
Kayangan, 31 Januari 2006
Menyetujui, Bendahara
Ketua Komite Sekolah
Meliana Iskandar Da Gomes
Bulan: Februari 2006
No. Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1. 1 Februari Saldo bulan lalu 200.000 - 200.000
2. 10 Februari Laba Kantin 625.000 - 825.000
3. 17 Februari Rapat Panitia Ultah i 275.000 550.000
Sekolah
Jumlah 825.000 275.000 550.000
Kayangan, 28 Februari 2006
Menyetujuli, Bendahara
Ketua Komite Sekolah
Meliana Iskandar Da Gomes
Bulan: Maret 2006
No. Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo
1. 1 Maret Saldo bulan lalu 550.000 - 550.000
2. 2 Maret Jual pisang 1.725.000 - 2.275.000
3. 10 Maret Laba Kantin 700.000 - 2.975.000
4, 15 Maret Rapat Persmpan ) 125.000 2 850.000
Panggung Gembira
5. 27 Maret Sewa terpal - 725.000 2.125.000
Jumlah 2.975.000 850.000 2.125.000
Kayangan, 30 Maret 2006
Menyetujuli, Bendahara
Ketua Komite Sekolah
Meliana Iskandar Da Gomes
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Contoh Surat Keterangan Pengganti Kuitansi yang Hilang

Surat Keterangan

Sehubungan dengan kuitansi pembelian almari arsip oleh SD 1 Solo tanggal
12 Januari 2006 hilang, maka sebagai penggantinya kami serahkan copy
bendelnya kepada pembeli sebagai ganti kuitansi yang hilang.

Demikian harap menjadikan pengertian.

Solo, 30 Maret 2006
Toko Mebel Indah,

Haji Muharam

Contoh Berita Acara untuk Memperkuat Keterangan Kuitansi yang Hilang

Berita Acara

Bersama ini saya:

Nama : Meliana Iskandar

Jabatan : Ketua Komite SD Damai Sejahtera
Menyatakan bahwa:

Kuitansi No  : 01

Tanggal : 12 Januari 2006.

Banyaknya uang: Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk
pembayaran almari arsip.

Keterangan : Hilang

Menetapkan bahwa berita acara ini sebagai pengganti kuitansi.

Solo, 3 Maret 2007
Ketua,

Meliana Iskandar
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Surat Keterangan Pengganti Kuitansi yang Hilang disertai lampiran copy bendel
kuitansi yang diarsip oleh Toko, sbb:

No. : 3/1/06

Telah diterima dari :
Bendahara SD Solo 1
Untuk pembayaran:
Pembelian almari arsip
Uang sejumlah:

Rp. 350.000

Toko Mebel Indah

Haii Muharam
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Lampiran 4:

Laporan Keuangan Sederhana Komite Sekolah/Madrasah (format 2.1)

Pemasukan/Pendapatan:

L RP. oo
2. RP. oo
3 ———————— RP. oo
A, RP. oo
B ——————— RP. oo
B, e RP. oo
T RP. oo
Total penerimaan RP oo

Pengeluaran (biaya-biaya)

Lo e RP. oo,
2 Rp. i
B Rp. e
Ao o RP. oo
S RP. oo
B. e Rp. o
[P PUUPRURRUPRTRR RP. oo
Total pengeluaran RP oo

Saldo RP. o
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2 Icenifikesi Sumber-Sumber Bebiar
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Pengantar

Sumber-sumber belajar tidak hanya berbentuk buku semata. la bisa berupa alam yang ada di
seputar lingkungan sekolah/madrasah, seperti: sungai, kebun, pabrik, peternakan, sawah,
sumur, bangunan sejarah, dan sebagainya. Bisa juga berbentuk jasa orang-orang/masyarakat,
seperti: orang tua murid, anggota organisasi kepemudaan, anggota PKK di desa/kecamatan,
dokter/bidan di puskesmas, tokoh pendidikan, tokoh agama dan masyarakat/individu yang
tinggal di lingkungan satuan pendidikan. Selain jasa individu/masyarakat, lembaga yang
dimiliki oleh individu maupun masyarakat pun bisa dijadikan sumber belajar yang dapat
membantu peningkatan kualitas belajar mengajar di satuan pendidikan. Contoh
institusi/lembaga berikut dapat dijadikan acuan, misalnya: organisasi pemuda masjid, karang
taruna, kelompok kesenian, kelompok PKK, industri, pabrik, polres/polsek, puskesmas, dan
sebagainya.

Mengapa kita perlu mengidentifikasi sumber-sumber belajar? Tak lain jawabannya adalah
untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar murid dan guru. Selain itu identifikasi sumber
belajar diperlukan apabila sekolah/madrasah ingin menyajikan pembelajaran bagi murid-
murid dengan lebih variatif dan sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan
sekolah/madrasah. Pengalaman menunjukkan bahwa motivasi murid dan guru lebih
meningkat dalam belajar ketika proses pembelajaran itu tidak selalu dibatasi oleh tembok-
tembok ruang kelas. Untuk itulah baik unsur sekolah/madrasah maupun masyarakat, melalui
wakil-wakilnya di Komite Sekolah/Madrasah, perlu mengidentifikasi sumber-sumber belajar
yang ada di lingkungan sekolah/madrasahnya guna membantu guru dan murid memanfaatkan
sumber-sumber yang ada di lingkungan sekolah/madrasah.

Tujuan

1. Peserta memahami mengapa Komite Sekolah/Madrasah perlu terlibat dalam
mengidentifikasi sumber belajar.

2. Peserta memahami pentingnya sumber belajar untuk meningkatkan kualitas belajar
murid.

3. Peserta mampu mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan
sekolah/madrasah.

Waktu
120 menit

Peserta
Guru dan Komite Sekolah/Madrasah

Penataan Ruang
Ruang sebaiknya diatur pada awalnya berbentuk U setelah itu berubah sesuai kebutuhan
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Alat dan Bahan

Plano,

Papan Tulis

Spidol besar dan spidol sedang

Lakban kertas

Metaplan warna warni

Poster plano tujuan sesi

Poster plano tabel 1, 2, 3, 4 dan 5 (siapkan sebelum sesi)

NookrwbdE
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Kegiatan 1. Pemetaan Sumber-Sumber

Belajar

Langkah-langkah Fasilitasi:

1.
2.

3.
4.

Jelaskan tujuan pelatihan.

Tanyakan mengapa Komite Sekolah/Madrasah perlu terlibat dalam identifikasi
sumber belajar? Catat jawaban peserta pada kertas plano

Bagi peserta menjadi kelompok sesuai asal sekolah/madrasah.

Peserta diminta menggambarkan denah lokasi sekolah/madrasah dalam radius 2 km,
hal ini untuk membantu agar peserta mudah membayangkan identifikasi sumber
belajar di sekitar sekolah/madrasah.

Minta kelompok untuk mengidentifikasi sumber-sumber belajar & pemanfaatannya.
(Gunakan tabel 1 di bawah ini). Fasilitator perlu mengarahkan peserta untuk
mengidentifikasikan sumber belajar yang tidak hanya lingkungan tetapi juga
sumberdaya manusia dan tempat.

Tabel 1: Daftar Sumber-sumber Belajar & Pemanfaatannya (Contoh)

Sumber belajar Pemanfaatan untuk mapel apa saja?

1. Lingkungan

Sungai

Laut

Hutan

Peternakan

Kebun Masyarakat Pelajaran Biologi, matematika

Sumber belajar Jenis-jenis Pemanfaatan

2. Sumberdaya manusia

Orang tua/wali

Tukang kayu Pelajaran matematika, biologi

Anggota Karang taruna

Masyarakat Bisnis

Tokoh Agama

Anggota Kelompok Seni/Olah Raga

dsb.
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Sumber Belajar Jenis-jenis Pemanfaatan

3. Lembaga
Tempat ibadah
Pasar/Swalayan
Organisasi Profesional (misalnya: | Pelajaran Bahasa Indonesia, Sejarah
wartawan)

Industri

Organisasi Pemuda/Olah Raga
dsb.
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Kegiatan 2: Mencocokkan Sumber

Belajar

Dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Mintalah Kepala Sekolah/Madrasah untuk memimpin diskusi

kelompok un

tuk

mencocokkan sumber-sumber belajar dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

(30°).

2. Minta masing-masing guru memeriksa SAP-nya dan mengusulkan pada sub mata
pelajaran mana mereka membutuhkan narasumber atau tempat belajar di luar kelas.
Gunakan tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Potensi Pemanfaatan Orang/Tempat Sebagai Sumber Belajar (Contoh)

Tempat/Orang

Potensi pemanfaatan

Keterangan

Tukang kayu

Pelajaran  matematika
kelas V (mengukur)

Bisa dilakukan di tempat
kerja tukang kayu

bentuk paragraf)

Kebun Singkong Pelajaran Biologi kelas 4 | Siswa  diajak  untuk
(mengenal  jenis-jenis | mengumpulkan dan
serangga) mengidentifikasi

serangga

Wartawan Pelajaran Bahasa | Wartawan diundang
Indonesia kelas 5 | untuk berdiskusi dengan
(mengenal bentuk- | siswa

* Penting: Saat pelatihan peserta diwajibkan membawa silabus.

mengajar.

Catatan Bagi Fasilitator: Ingat, tujuan pelibatan pihak luar dan atau tempat-
tempat belajar di luar kelas adalah untuk mendinamisasikan proses belajar
BUKAN UNTUK MEMBUAT PROSES BELAJAR MENJADI
MAHAL. Oleh sebab itu dalam memilih narasumber atau tempat belajar di
luar kelas sebaiknya bukan yang berakibat pada penambahan dana!
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Contoh:
Dalam mata pelajaran mengukur di kelas V, guru mengundang tukang kayu
(yang adalah orang tua salah satu murid) untuk menunjukkan cara mengukur.

Tukang kayu tersebut bersama dengan anak-anak kelas V mengukur apa
saja yang ada di kelas. Mereka mengukur panjang lantai, tinggi meja, lebar
kursi, dan sebagainya. Murid-murid mencatat semua ukuran yang telah
diukurnya. Setelah selesai mengukur, tukang kayu tersebut menjelaskan
mengapa keterampilan mengukur itu sangat penting untuk melakukan
pekerjaannya.

Setelah kegiatan tersebut di atas selesai, memakan waktu kira-kira 30 menit,
tukang kayu meninggalkan kelas. Proses belajar mengajar dilanjutkan antara
guru dengan murid-murid.
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Kegiatan 3: Rencana Tindak Lanjut
(RTL)

Langkah-langkah Fasilitasi:

1. Setelah sumber-sumber belajar dicocokkan dengan RPP, mintalah peserta untuk
mendiskusikan siapa-siapa yang harus dihubungi untuk mempersiapkan kehadiran mereka
di sekolah/madrasah, atau untuk mempersiapkan lokasi yang akan dikunjungi. Gunakan
tabel 3 dan 4 di bawah ini.

2. Tugas menghubungi pihak-pihak tersebut sebaiknya dilakukan oleh Komite
Sekolah/Madrasah atau Kepala Sekolah/Madrasah. (Jika tempatnya jauh atau harus
melakukan kunjungan awal, sebaiknya komite sekolah/madrasah yang melakukan.
Demikian juga narasumber yang dikenal oleh komite, sebaiknya komite yang
menghubungi. Tentu saja surat permohonan diajukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah.)

Tabel 3: Rencana Kerja Tindak Lanjut

Mata Pelajaran | Sumber Belajar Nama dan Penanggungjawab
Alamat Kontak
IPA (Kelas IV) Kebon Ibu Siti Aminah | Bapak Jumali (Guru
Singkong Desa Cibereum, | Kelas V)
Rt. 05/RW X
Subang

Catatan Bagi Fasilitator: Penggunaan sumber-sumber balajar di luar
sekolah/madrasah bisa dilakukan untuk proses pembelajaran normal, tematik
dan khusus. Proses pembelajaran normal adalah proses belajar yang terjadi
di kelas atau sebagian di luar kelas, tapi masih dalam satu satuan jam
pelajaran. Dalam hal ini, sebaiknya sekolah memilih narasumber dan lokasi
yang dekat sekolah dan tidak memerlukan tambahan pendanaan.

Proses belajar tematik adalah proses belajar yang mengintegrasikan berbagai
mata pelajaran yang harus diampu dalam sehari atau lebih yang
diselenggarakan dalam satu kegiatan. Misalnya tema lingkungan, murid-murid
bisa berkunjung ke Tempat Penimbunan Sampah. Di tempat itu mereka bisa
belajar berbagai mata pelajaran (biologi, matematika, IPS, IPA, dll.) dan
menghubungkannya dengan tema lingkungan. Dalam hal ini,
sekolah/madrasah bisa memililih lokasi atau narasumber yang tidak terlalu
jauh (yang bisa dijangkau satu atau satu setengah jam perjalanan). Guru
harus menyiapkan kurikulum yang jelas untuk menjamin terselenggaranya
acara yang bersangkutan.

Proses belajar khusus adalah acara khusus yang dilakukan untuk tujuan
tertentu. Misalnya karya wisata. Kegiatan ini bisa memilih lokasi yang jauh.
Guru harus menyiapkan Kurikulum yang baik, sehingga murid-murid tidak
hanya berekreasi tapi juga bisa belajar.
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Catatan:
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AD/ART
Akomodatif

Akuntabel

ADD
APBD
APBDes
Artikulatif

BOS

BPD

BP3

BPOM
DBE

DBE1
DBE3
Demokratis

Depdiknas
Dinas P&K
Dirjen
Disability
Donatur
Donor
DUDI

Good Governance

Hubungan incest

lllegal Imigran
ILO
Jender

Kepmen
Kepmendiknas
Komitmen
Komite Sekolah

MBS
Mediator
Mi

Mulok

Musrenbang
Desa/Kelurahan

Daftar Singkatan dan Istilah

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Sifat mau mendengarkan dan memperjuangkan berbagai masukan
kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan

Pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana
kepanitiaan

Alokasi Dana Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemampuan mentransaksikan kepentingan kelompok masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan

Biaya Operasional Sekolah

Bank Pembangunan Desa

Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan

Badan Persatuan Orang Tua Murid

Decentralized Basic Education

Decentralized Basic Education: Management and Governance
Decentralized Basic Education: Project Improving Work and Life Skills

Proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan
musyawarah mufakat

Departemen Pendidikan Nasional
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Direktorat Jenderal
Ketidakmampuan/penyandang cacat
Pemberi dana atau sumbangan
Pemberi dana atau sumbangan
Dunia Usaha-Dunia Industri
Tatalayanan yang baik

Hubungan seks antara keluarga inti/dekat seperti anak dengan ayah,
kakak-adik, anak dengan paman

Imigran tanpa dokumen
Organisasi Perburuhan Internasional/Salah satu lembaga PBB

Aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual
pada manusia

Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Suatu janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain

Unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan
guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan
Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota

Manajemen Berbasis Sekolah

Orang atau lembaga yang menjadi penghubung
Madrasah Ibtidaiyah

Muatan Lokal

Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif
oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa/ kelurahan
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Narasumber
OHP
Partisipasi

Perdes
Permen
PKK
POM
PP
PRT

Public participation

Rasisme
Raperda
Rakorpus
RPP
RPM

RTL
RKAS/M

RKS/M

RKT

RKTL

SD

SLTP

SMK

SMP

SMU
Stakeholder

Swa-mobilisasi
TK

TKI

TKW
Transparansi

TU
Tunanetra
Tunarungu
Tunawicara
USAID

uu
Xenophobia
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Pihak pemberiinformasi
Over Head Projector

Kemampuan warga—langsung dan tidak langsung— untuk mengerti
dan bersuara atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan

Peraturan Desa

Peraturan Menteri

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Persatuan Orang Tua Murid
Peraturan Pemerintah

Pemabantu Rumah Tangga

Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan kualitas
pendidikan di sekolah/madrasah dalam pengambilan keputusan

Aliran/cara berpikir yang membenci atau mendiskriminasi ras yang lain
Rancangan peraturan daerah

Rapat Koordinasi Pusat

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pengembangan Madrasah

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah dalam hal ini
rencanajangka menengah (4 tahun)

Rencana Kerja Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tindak Lanjut

Sekolah Dasar

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Umum

Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengambilan
keputusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi

Aksibersama

Taman Kanak-Kanak
Tenaga Kerja Indonesia
Tenaga Kerja Wanita

Kemampuan rakyat/warga untuk memperoleh dan mengerti informasi
tentang pelayanan SD/M|,

Tata Usaha

Ketidakmampuan untuk melihat

Ketidakmampuan untuk mendengar
Ketidamampuan untuk berbicara

United States Agency for International Development
Undang-Undang

Kebencian terhadap barang atau orang asing






Tel. (021) 572 — 5989, 572-5641
Fax. (021) 572 - 5989

USAID-DBE1 — Manajemen dan Tata Layanan
Pendidikan

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1. Lt. 29, Suite
#2901

JI. Jend. Sudirman Kav. 52 — 53

Telepon 021.515 2772

Fax. 021 515 5859

Website: http://www.dbeindonesia.org,
http://pdms.dbeindonesia.org
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